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PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

NOMOR  001/003/ TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  

DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT  

UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 

 

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

 KABUPATEN WONOGIRI,   

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

Rumah Sakit Umum Daerah dr Soediran Mangun 

Sumarso Kabupaten Wonogiri Tahun 2018, perlu 

Pedoman Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 

Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten 

Wonogiri sebagai Badan Layanan Umum Daerah Tahun 

2018; 

 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 

Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2018 menyatakan 

bahwa Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah 

menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah dan disampaikan kepada PPKD; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr Soediran Mangun 

Sumarso Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman 

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 



 

 

Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit 

Umum Daerah dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten 

Wonogiri Tahun 2018. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua  

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 Tentang 

Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 



 

 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 

2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4585); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2015 Tentang Perubahan Keempat Atas peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan 

Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 

Tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada 

Badan Layanan Umum; 



 

 

 

 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 

Tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Badan Layanan Umum; 

 

16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 29 Tahun 2016 tentang 

Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah 

Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri; 

 

17. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kabupaten Wonogiri Tahun 

2018(Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 

Nomor 102); 

 

18. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 313 Tahun 2010 

tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. 

Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri sebagai 

Badan Layanan Umum Daerah; 

 

19. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 821.2/9127/2016 

Tentang Pengangkatan / Penunjukan dalam Jabatan 

Tinggi Pratama (Eselon II) di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Wonogiri.  

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soediran 

Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri tentang Pedoman 

Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum 

Daerah dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri 

Tahun 2018. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Keputusan Direktur ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Wonogiri dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah; 

3. Bupati adalah Bupati Wonogiri; 



 

 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonogiri; 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonogiri; 

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh 

pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 

seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

7. Keuangan Daerah adalah semua hak-hak dan kewajiban daerah dalam 

rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai 

dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut; 

8. Rumah Sakit Umum Daerah dr Soediran Mangun Sumarso yang 

selanjutnya disingkat RSUD atau sebutan lainnya adalah sarana 

kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata 

dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan 

kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya 

peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatau tatanan 

rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga penelitian 

yang menyelenggarakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum Daerah; 

9. Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. 

Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri  yang selanjutnya 

disingkat BLUD RSUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di 

lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan / atau jasa 

yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam 

melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 

produktifitas; 

10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr Soediran 

Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disebut Direktur 

RSUD; 

11. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang 

selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang 

memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-

praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan 

pengelolaan keuangan daerah pada umumnya; 

12. Pengelolaan keuangan RSUD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanan, pelaksanan, penatausahaan, pelaporan, pertangungjawaban 

dan pengawasan keuangan RSUD; 

13. Pemegang kekuasan pengelolaan keuangan RSUD adalah Direktur yang 

karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan 

keseluruhan pengelolaan keuangan RSUD; 



 

 

14. Pejabat pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap 

kinerja operasional RSUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan 

dan pejabat teknis; 

15. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD; 

16. Pejabat Keuangan adalah Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD dan 

yang bertindak sebagai Bendahara Umum; 

17. Pejabat Teknis adalah Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang Medik 

RSUD; 

18. Bendahara Umum BLUD RSUD yang selanjutnya disebut BU-BLUD RSUD 

adalah bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum BLUD 

RSUD; 

19. Pengguna Anggaran BLUD adalah pejabat pemegang kewenangan 

pengguna anggaran BLUD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

RSUD yang dipimpinnya; 

20. Pengguna Barang BLUD adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan barang milik BLUD RSUD; 

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-

BLUD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 

pada RSUD; 

22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah 

pejabat yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 

program sesuai dengan bidang tugasnya; 

23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan uang pendapatan RSUD dalam rangka 

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada RSUD; 

24. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk 

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja RSUD dalam 

rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD; 

25. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau 

lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa 

laporan keuangan; 

26. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna 

anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan 

akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada 

entitas pelaporan; 

27. Rencana Kerja Anggaran RSUD yang selanjutnya disingkat RKA- RSUD 

adalah dokumen perencanaan penganggaran yang berisi rencana 

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan RSUD serta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD; 

28. Rencana Bisnis Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA BLUD 

adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang 

berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran RSUD; 

29. Program adalah penjabaran kebijakan RSUD dalam bentuk upaya yang 



 

 

berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi RSUD; 

30. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh RSUD 

sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan 

terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya baik yang 

berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk 

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 

kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan/input untuk 

menghasilkan keluaran/output dalam bentuk barang/jasa; 

31. Sasaran/target adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau 

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan; 

32. Keluaran/output adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan 

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 

program dan kebijakan; 

33. Hasil/outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya 

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program; 

34. Kas Umum BLUD RSUD adalah tempat penyimpanan uang penerimaan 

BLUD RSUD yang ditentukan oleh Direktur untuk menampung seluruh 

penerimaan BLUD RSUD dan digunakan untuk membayar pengeluaran 

BLUD RSUD; 

35. Rekening Kas Umum BLUD RSUD adalah rekening tempat penyimpanan 

uang BLUD RSUD yang ditentukan oleh Direktur untuk menampung 

seluruh penerimaan dan digunakan untuk membayar pengeluaran BLUD 

RSUD; 

36. Penerimaan BLUD RSUD adalah uang yang masuk ke kas BLUD RSUD; 

37. Pengeluaran BLUD RSUD adalah uang yang keluar dari Kas BLUD RSUD; 

38. Pendapatan adalah hak RSUD yang diakui sebagai penambah nilai 

kekayaan bersih; 

39. Biaya RSUD adalah kewajiban RSUD yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih; 

40. Surplus Anggaran RSUD adalah selisih lebih antara pendapatan RSUD 

dan belanja RSUD; 

41. Defisit Anggaran RSUD adalah selisih kurang antara pendapatan RSUD 

dan belanja RSUD; 

42. Pembiayaan RSUD adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran 

berikutnya; 

43. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah 

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu 

periode anggaran; 

44. Pinjaman RSUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan RSUD 

menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari 

pihak lain sehingga RSUD dibebani kewajiban untuk membayar kembali; 

45. Piutang RSUD adalah jumlah yang wajib dibayar kepada RSUD dan/atau 

hak RSUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau 



 

 

akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat 

lainnya yang sah; 

46. Utang RSUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar RSUD dan/atau 

kewajiban RSUD yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang 

sah; 

47. Investasi adalah Penggunaan Aset untuk memperoleh manfaat ekonomis 

seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya 

sehingga dapat menigkatkan kemampuan RSUD dalam rangka pelayanan 

kepada masyarakat; 

48. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD RSUD dr Soediran Mangun 

Sumarso Kabupaten Wonogiri yang selanjutnya disingkat DPA-RSUD 

adalah Dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan 

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna 

Anggaran; 

49. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BLUD RSUD yang 

selanjutnya disingkat DPPA-RSUD adalah Dokumen yang memuat 

perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai 

dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran; 

50. Anggaran Kas adalah Dokumen Perkiraan Arus Kas yang bersumber dari 

penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan 

dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap 

periode; 

51. Belanja Tidak Langsung adalah Belanja yang dianggarkan tidak terkait 

secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan; 

52. Belanja Langsung adalah Belanja yang dianggarkan terkait langsung 

dengan pelaksanaan program dan kegiatan; 

53. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah Dokumen 

yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 

dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran; 

54. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah 

Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas 

pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan 

permintaan pembayaran; 

55. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya 

disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara 

pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian 

kembali yang tidak dapat dilkukan dengan pembayaran langsung; 

56. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang yang selanjutnya disingkat 

SPP-GU adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran 

untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan 

dengan pembayaran langsung; 

57. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-

LS adalah Dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk 

permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar 

perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan 



 

 

pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu 

pembayaran tertentu yang dokumenya disiapkan oleh PPTK; 

58. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan 

oleh Pengguna Anggaran; 

59. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pejabat Keuangan untuk 

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-RSUD; 

60. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat 

SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat keuangan  untuk 

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-RSUD yang dipergunakan 

sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan; 

61. Surat Perintah Membayar Ganti Uang yang selanjutnya disingkat SPM-GU 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Keuangan  untuk 

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-RSUD yang dananya 

dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan; 

62. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran  untuk 

penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga; 

63. Barang Milik RSUD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas 

beban RSUD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; 

64. Kerugian RSUD adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang 

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan 

hukum baik sengaja maupun lalai; 

65. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar; 

66. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang 

merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi 

sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan; 

67. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur 

layanan minimal yang diberikan oleh RSUD kepada masyarakat; 

68. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi 

berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka 

pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan; 

69. Satuan pengawas internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah 

perangkat RSUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian 

internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan 

kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya 

(socialresponsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat; 

70. Dewan Pengawas RSUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas 

adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan 

RSUD; 

71. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima 

oleh RSUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang 

diberikan kepada masyarakat, hasil kerja RSUD dengan pihak lain 



 

 

dan/atau hasil usaha lainnya; 

72. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca RSUD pada 

akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset 

pemerintah daerah yang tidak terpisahkan. 

73. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh 

BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat 

bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit 

layanan; 

74. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah 

Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 

anggaran/barang; 

75. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD 

adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutya 

disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan 

APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah; 

76. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD 

adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

77. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis 

seperti bunga, deviden, royalty, manfat sosial, dan/atau manfaat lainnya 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat; 

78. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna 

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas 

beban pengeluaran DPA-SKPD; 

79. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau 

telah dicapai sehubungan dengan penggunaan dengan kuantitas dan 

kualitas yang terukur.  

 

BAB II 

PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

Pasal 2 

 

(1). Direktur merupakan pemimpin RSUD dan memegang kekuasaan 

pengelolaan keuangan RSUD; 

(2). Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan RSUD, Direktur dapat 

melimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada Wakil Direktur Umum 

dan Keuangan sebagai penanggungjawab pelaksana keuangan RSUD; 

(3). Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugasnya 

sebagaimana dimaksud ayat (2) dibantu oleh Pejabat Penatausahaan 

Keuangan yang ditunjuk oleh Direktur dari pejabat yang berkompeten.  

 

 

 



 

 

Pasal 3 

 

(1). Direktur mengusulkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara 

Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka 

pelaksanaan anggaran; 

(2). Bendahara Penerimaan dan/atau Bendahara Pengeluaran dalam 

melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerimaan 

pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu; 

(3). Pengusulan Bendahara sebagaimana ayat (1) dan (2) bersamaan dengan 

pengusulan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran kepada 

Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

Pasal 4 

 

(1). Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD berlaku untuk 

pengelolaan keuangan RSUD kecuali yang bersumberdana dari APBD 

Kabupaten, APBD Propinsi, APBN, Hibah terikat; 

(2). Tatalaksana pengelolaan keuangan yang bersumberdana dari APBD 

Kabupaten, APBD Propinsi, APBN dan Hibah terikat sebagaimana ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

 

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah  dr. Soediran 

Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Direktur ini. 

 

Pasal 6 

 

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 Ditetapkan di Wonogiri 

 pada tanggal   

  

 DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

KABUPATEN WONOGIRI, 

 

 

 

SETYARINI 

 

 



 

 

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN 

SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 
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  PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH 

SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDIRAN 

MANGUN SUMARSOKABUPATEN WONOGIRI 
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PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM 

DAERAH dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

TAHUN 2018 

 

I. PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan 

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari 

keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 

prinsip efisiensi dan produktif.  

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah 

adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas 

berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis 

yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari 

ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. Rumah 

Sakit Umum Daerah dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten 

Wonogiri sebagai Badan Teknis Daerah yeng memberikan jasa 

pelayanan umum masyarakat dibidang kesehatan menerapkan 

PPK–BLUD dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan masyarakat yang lebih efektif dan efisien 

Selanjutnya dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan 

PPK–BLUD agar dapat berjalan dengan tertib, akuntabel dan 

profesional maka diperlukan Pedoman Penatausahaan 

Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja RSUD dr. Soediran Mangun 

Sumarso Kabupaten Wonogiri. 

 



 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN. 

1. Memberikan pedoman pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi 

pengurusan keuangan sehingga terjalin kinerja yang sinergis;  

2. Sebagai pedoman penatausahaan keuangan dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan PPK–BLUD serta konsolidasi 

dalam Pengelolaan keuangan daerah; 

3. Sarana pengawasan dan pengendalian pengelolaan 

pendapatan dan biaya RSUD. 

 

C. PRINSIP BLUD PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

DAN BELANJA RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO. 

1. Siklus Anggaran. 

Siklus anggaran RSUD dr Soediran Mangun Sumarso meliputi 

penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, perubahan 

anggaran dan pendapatan, pertanggungjawaban serta 

pelaporan pelaksanaan anggaran dan pendapatan mulai tanggal 

1 Januari sampai dengan 31 Desember. 

2. Prinsip Pelaksanaan. 

Prinsip dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 

RSUD yang perlu diperhatikan antara lain: 

a. Anggaran pendapatan dan belanja RSUD merupakan 

rencana keuangan tahunan RSUD yang dikonsolidasikan 

dengan APBD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

b. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang 

terukur secara rasional yang dapat dipakai untuk setiap 

sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan 

merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; 

c. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan 

tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup, dan 

tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum 

tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam  DPA-

RSUD; 

d. Untuk pengeluaran atas beban anggaran RSUD, terlebih 

dahulu diterbitkan Surat Penyedian Dana (SPD) atau 

dokumen lainnya dipersamakan dengan itu oleh Direktur 

RSUD; 

e. Semua penerimaan dan pengeluaran kas RSUD dalam tahun 

anggaran yang bersangkutan dilaksanakan melalui rekening 

kas BLUD RSUD dr Soediran Mangun Sumarso pada Bank 

yang ditunjuk oleh Direktur RSUD; 

f. Pengelola, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang 

atau badan yang menerima atau menguasai 

uang/barang/kekayaan RSUD wajib menyelenggarakan 

penatausahaan pengelolaannya sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku; 



 

 

g. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan 

pelaksanaan anggaran RSUD bertanggungjawab terhadap 

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan 

surat bukti dimaksud; 

h.  RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso melaporkan target dan 

realisasi pendapatan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten 

Wonogiri secara periodik ( setiap 3 bulan ); 

i. Pendapatan dalam bentuk uang kas RSUD yang menurut 

perhitungan dalam kurun waktu tertentu belum digunakan, 

dapat didepositokan sepanjang tidak mengganggu likuiditas 

RSUD; 

j. Bunga deposito, bunga tabungan, dan jasa giro atas 

penempatan uang BLUD RSUD di Bank merupakan 

pendapatan , sehingga harus langsung disetor ke rekening 

kas RSUD; 

k. Bendahara penerimaan baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dilarang melakukan kegiatan perdagangan, 

pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak 

sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan yang 

terkait dengan tugasnya; 

l. Bendahara penerimaan/pengeluaran tidak boleh membuka 

rekening bank atas nama pribadi dengan tujuan 

pelaksanaan anggaran belanja RSUD; 

m. Bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak 

langsung, dilarang melakukan kegiatan perdagangan, 

pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak 

sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/ penjualan yang 

terkait dengan tugasnya. 

 

II. PERSIAPAN TATALAKSANA PENATAUSAHAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD RSUD. 

 

A. PENGELOLA BLUD RSUD 

1. Pemimpin BLUD RSUD  

Pemimpin BLUD RSUD adalah pejabat pengguna 

anggaran/barang yang mempunyai fungsi sebagai 

penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD 

RSUD, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut: 

a. Memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, dan 

mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD; 

b. Menyusun Renstra Bisnis BLUD RSUD; 

c. Menyiapkan RBA; 

d. Mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Teknis kepada 

Bupati Wonogiri sesuai ketentuan; 



 

 

e. Menetapkan Pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD RSUD 

selain Pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan 

perundang-undangan; 

f. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja 

operasional serta keuangan BLUD RSUD kepada Bupati; 

g. Bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Sedangkan Direktur RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan fungsinya sebagai 

penanggungjawab umum operasional dan keuangan 

mempunyai wewenang: 

a. Mengesahkan RBA definitif; 

b. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem 

penerimaan dan pengeluaran kas RSUD; 

c. Menetapkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D); 

d. Menetapkan kebijakan mencari pinjaman dan pemberian 

pinjaman atas nama RSUD untuk keperluan pengelolaan 

RSUD; 

e. Menetapkan kebijakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam 

rangka mendukung pelaksanaan fungsi RSUD. 

2. Pejabat Keuangan BLUD RSUD mempunyai fungsi sebagai 

penanggungjawab keuangan BLUD RSUD, dengan tugas dan 

kewajiban: 

a. Mengkoordinasikan penyusunan RBA; 

b. Menyiapkan DPA-BLUD RSUD; 

c. Melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya; 

d. Menyelenggarakan pengelolaan kas; 

e. Melakukan pengelolaan utang piutang; 

f. Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan 

investasi; 

g. Menyelenggarakan system informasi manajemen keuangan; 

h. Menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan 

keuangan; 

i. Bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD RSUD. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pejabat Keuangan 

mempunyai wewenang: 

a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas 

beban anggaran belanja; 

b. Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD); 

c. Menetapkan Surat Perintah Membayar (SPM); 

d. Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan anggaran RSUD; 

e. Melakukan pengujian atas tagihan; 

f. Tugas lain dalam rangka pengelolaan keuangan yang 

menurut sifatnya harus segera dilakukan dan selanjutnya 

melaporkan kepada Direktur RSUD; 

3. Pejabat Teknis BLUD RSUD mempunyai fungsi sebagai 

penangungjawab teknis di bidang masing-masing berkaitan 



 

 

dengan mutu, standarisasi, adminitrasi, peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya, 

dengan tugas dan kewajiban: 

a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya; 

b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; 

c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya. 

4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-RSUD) 

Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD mempunyai tugas:  

a. Meneliti kelengkapan surat perintah pembayaran uang 

persediaan (SPP–UP/SPP-GU), SPP–LS Pengadaan Barang 

dan Jasa dan SPP–LS Gaji Pegawai RSUD, serta penghasilan 

lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan, yang diajukan oleh bendahara 

pengeluaran; 

b. Melakukan verifikasi SPP; 

c. Menyiapkan SPM; 

d. Menyiapkan SP2D; 

e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan; 

f. Melakukan akuntansi RSUD; 

g. Menyiapkan laporan keuangan RSUD. 

PPK–RSUD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang 

bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah, 

bendahara, PPTK, panitia pengadaan dan tugas lain yang 

bertentangan dengan tupoksi PPK. 

Dalam melaksanakan tugas, PPK–RSUD dibantu oleh staf yang 

melaksanakan fungsi perbendaharaan, akuntansi, pembuat 

dokumen, dan laporan. 

5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Direktur RSUD selaku pengguna anggaran dalam 

melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat pada 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso selaku Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan (PPTK) dengan mempertimbangkan tugas 

pokok dan fungsi jabatan, jumlah anggaran kegiatan, lokasi 

dan rentang kendali serta pertimbangan obyektif lainnya.  

PPTK mempunyai tugas antara lain: 

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 

b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; 

c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan yang meliputi dokumen administrasi 

kegiatan serta dokumen administrasi yang terkait dengan 

persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

d. Dalam melaksanakan tugasnya, PPTK bertanggung jawab 

kepada Direktur RSUD  

Buku/dokumen yang harus dibuat oleh Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan (PPTK) adalah, yang digunakan untuk 



 

 

mengetahui pelaksanaan dan penatausahaan anggaran dan 

dibuat untuk setiap jenis kegiatan. 

 

Format Kartu Kendali Kegiatan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

KARTU KENDALI KEGIATAN 

 

 Dari Program : ………………        

 Kegiatan/Beaya : ………………        

 Jenis Belanja : ………………        

 Obyek Belanja : ………………        

 Rincian Obyek Belanja : ………………        

                Halaman : …………  

 
No. Urut Kode Rekening 

Pagu Anggaran Kegiatan 

dalam Rupiah Uraian 

Realisasi Kegiatan (SP2D) 

dalam Rupiah Sisa Pagu Anggaran (Rp.) 

 

 UP/GU LS UP/GU LS  

 1 2 3 4 5 6  

                  

  Jumlah        

  

Mengetahui: 

Wadir Umum dan Keuangan 

Selaku Pejabat Keuangan 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

    ………, tanggal ………………. 

 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

Keterangan : 

 Kolom 1 diisi dengan nomor urut kegiatan; 

 Kolom 2 diisi dengan nomor rekening atas kegiatan; 

 Kolom 3 diisi dengan pagu anggaran untuk pengeluaran UP/GU/LS; 

 Kolom4 diisi dengan uraian realisasi belanja atas kegiatan; 

 Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah untuk realisasi kegiatan; 

 Kolom 6 diisi dengan sisa pagu anggaran. 



 

 

6. Bendahara Penerimaan 

Bendahara Penerimaan yang ditetapkan oleh Bupati dengan 

tugas : 

a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan uang pendapatan RSUD; 

b. Dalam melaksanakan tugasnya, bendahara penerimaan 

dapat dibantu oleh bendahara penerimaan pembantu yang 

ditetapkan oleh Pemimpin RSUD; 

c. Dalam melaksanakan tugasnya bendahara penerimaan dapat 

dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan untuk tugas 

kasir penerimaan, pembuat dokumen dan pencatat 

pembukuan/akutansi yang ditetapkan oleh Direktur RSUD. 

7. Bendahara Pengeluaran 

a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 

dalam rangka pelaksanaan anggaran RSUD. 

b. Dalam melaksanakan tugasnya, bendahara pengeluaran 

dapat dibantu oleh pembantu bendahara pengeluaran untuk 

tugas kasir pengeluaran/penyimpan uang, pembuat 

dokumen, pencatat pembukuan/akutansi dan pembuat 

daftar gaji, yang ditetapkan oleh Direktur RSUD. 

Dalam hal bendahara berhalangan, maka: 

1) Apabila melebihi 3 (tiga) hari sampai paling lama 1 (satu) 

bulan, bendahara tersebut wajib memberikan surat kuasa 

kepada staf yang ditunjuk untuk melakukan 

penyetoran/pembayaran dan tugas-tugas bendahara atas 

tanggung jawab bendahara penerimaan/pengeluaran yang 

bersangkutan dengan diketahui Direktur RSUD; 

2) Apabila melebihi 1 (satu) bulan sampai paling lama 3 (tiga) 

bulan, harus ditunjuk bendahara 

penerimaan/pengeluaran dan diadakan berita acara serah 

terima dengan diketahui Direktur RSUD; 

3) Apabila bendahara penerimaan/pengeluaran sesudah 3 

(tiga) bulan, belum dapat melaksanakan tugas, maka 

dianggap yang bersangkutan telah mengundurkan diri 

atau berhenti sebagai bendahara 

penerimaan/pengeluaran dan segera diusulkan 

penggantinya. 

 

B. PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) DAN 

ANGGARAN KAS RSUD 

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD (DPA–RSUD) 

merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja, 

proyeksi arus kas, dan jumlah serta kualitas barang dan/atau 

jasa yang akan dihasilkan digunakan sebagai dasar 

pelaksanaan anggaran oleh Direktur RSUD dan rencana 

penarikan dana untuk pengeluaran yang dibutuhkan PPTK serta 

pendapatan yang telah diperkirakan. 

Mekanisme penyusunan DPA–RSUD adalah sebagai berikut: 

a. DPA–RSUD disusun berdasarkan RBA definitif setelah APBD 

ditetapkan; 



 

 

b. RSUD membuat DPA–RSUD berdasarkan pemberitahuan dari 

DPPKAD bahwa setiap SKPD membuat DPA SKPD/BLUD 

setelah APBD ditetapkan; 

c. Bagian/Bidang yang mengampu kegiatan/belanja membuat 

rancangan DPA–RSUD berdasarkan RBA definitif dan 

diserahkan kepada Pejabat Keuangan sebagai bahan 

penyusunan DPA–RSUD; 

d. Direktur RSUD menyerahkan rancangan DPA–RSUD kepada 

DPPKAD; 

e. DPPKAD melaksanakan penelitian atas DPA-RSUD dan 

mengesahkan sebagai dasar pelaksanaan anggaran; 

f. Pengesahan DPA–RSUD dilaksanakan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

2. Penyusunan Anggaran Kas. 

Anggaran kas memuat perkiraan arus kas masuk yang 

bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang 

digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap 

periode. 

Mekanisme penyusunan anggaran kas adalah sebagai berikut: 

a. Pejabat Keuangan RSUD berdasarkan Rancangan DPA 

menyusun rancangan anggaran kas RSUD guna mengatur 

ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai 

pengeluaran–pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan 

dana yang tercantum dalam DPA–RSUD yang telah disahkan; 

b. Rancangan anggaran kas RSUD disampaikan kepada 

DPPKAD bersamaan dengan rancangan DPA–RSUD; 

c. Pembahasan rancangan anggaran kas RSUD dilaksanakan 

bersamaan dengan pembahasan DPA–RSUD; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Format DPA-SKPD adalah sebagai berikut: 

1. Sampul/halaman depan 

 

 

 
 

KABUPATEN WONOGIRI 

 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  

TAHUN ANGGARAN ………. 

 

 

Kode Nama Formulir 

DPA-BLUD RSUD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran BLUD RSUD dr. Soediran 

Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri 

DPA- BLUD RSUD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

BLUD RSUD dr. Soediran Mangun 

Sumarso Kabupaten Wonogiri 

DPA- BLUD RSUD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Belanja Tidak Langsung BLUD RSUD dr. 

Soediran Mangun Sumarso Kabupaten 

Wonogiri 

DPA- BLUD RSUD 2.2 Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran Belanja Langsung menurut 

Program dan Kegiatan BLUD RSUD dr. 

Soediran Mangun Sumarso Kabupaten 

Wonogiri 

DPA- BLUD RSUD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Belanja Langsung Program dan per 

Kegiatan BLUD RSUD dr. Soediran Mangun 

Sumarso Kabupaten Wonogiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) 
 Halaman : ………….. 

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

Badan Layanan Umum Daerah 

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kab.Wonogiri 

Tahun Anggaran ….. 

Formulir 

DPA- BLUD RSUD 

Kabupaten Wonogiri 

Tahun Anggaran ….. 

Urusan Pemerintahan : x.xx ……………………...  

Organisasi : x.xx.xx ……………………...  

Kode 

Rekening 
Uraian Jumlah 

1 2 3 

     

     

     

     

     

     

Rencana Pelaksanaan Anggaran 

BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso per triwulan 

No Uraian 
Triwulan 

Jumlah 
I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 

1 Pendapatan      

2.1 Belanja Tidak Langsung      

2.2 Belanja Langsung      

       

……….., tanggal …………… 

Menyetujui 

Sekretaris Daerah, 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

Keterangan: 

Sumber data formulir DPA- BLUD RSUD diperoleh dari 

peringkasan jumlah pendapatan menurut kelompok dan jenis 

pendapatan yang diisi dalam formulir DPA- BLUD RSUD 1, 

jumlah belanja tidak langsung menurut kelompok dan jenis 

belanja yang diisi dalam formulir DPA- BLUD RSUD 2.1, dan 

penggabungan dari seluruh jumlah kelompok dan jenis belanja 

langsung yang diisi dalam setiap formulir DPA- BLUD RSUD 

2.2.1. 

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang 

direncanakan; 

2. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan daerah dan nama urusan pemerintahan daerah 

yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi BLUD RSUD; 

3. Organisasi diisi dengan nomor kode BLUD RSUD dan nama 

BLUD RSUD; 

4. Kolom 1 (kode rekening), diisi dengan nomor kode rekening 

pendapatan/nomor kode rekening belanja/nomor kode 

rekening pembiayaan; 



 

 

5. Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan dimulai 

dari kode rekening anggaran 

pendapatan/belanja/pembiayaan, diikuti dengan masing-

masing koder rekening kelompok 

pendapatan/belanja/pembiayaan dan diakhiri dengan kode 

rekening jenis pendapatan/belanja/pembiayaan; 

6. Kolom 2 (uraian), diisi dengan uraian 

pendapatan/belanja/pembiayaan: 

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian 

pendapatan, selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok 

dan setiap uraian kelomok diikuti dengan uraian jenis 

pendapatan yang dipungut atau diterima oleh satuan kerja 

perangkat daerah. 

b. Untuk belanja diawali dengan pencantuman uraian 

belanja, selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke 

dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. 

Dalam kelompok belanja tidak langsung diuraikan jenis-

jenis belanja sesuai dengan yang tercantum dalam 

formulir DPA- BLUD RSUD 2.1. 

Dalam kelompok belanja langsung diuraikan jenis-jenis 

belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir 

DPA- BLUD RSUD 2.2.1. 

7. kolom 3 (jumlah) diisi dengan jumlah menurut kelompok, 

menurut jenis pendapatan dan belanja; 

8. Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan 

diperkirakan lebih besar dari jumlah anggaran belanja; 

9. Defisit diisi apabila jumlah anggaran pendapatan 

diperkirakan lebih kecil dari jumlah anggaran belanja; 

10. Rencana pelaksanaan anggaran per tri wulan diisi sebagai 

berikut: 

a. Baris pendapatan diisi dengan jumlah pendapatan yang 

dapat dipungut atau diterima setiap triwulan selama satu 

tahun anggaran yang direncanakan; 

b. Baris belanja tidak langsung diisi dengan jumlah belanja 

tidak langsung yang dibutuhkan setiap triwulan selama 

satu tahun anggaran yang direncanakan; 

c. Baris belanja langsung diisi dengan jumlah belanja 

langsung yang dibutuhkan untuk mendanai program dan 

kegiatan setiap triwulan dalam satu tahun anggaran yang 

direncanakan; 

11. Kolom 7 diisi dengan penjumlahan dari jumlah pada kolom 3, 

kolom 4, kolom 5 dan kolom 6. Pengisian setiap kolom 

triwulan I sampai dengan triwulan IV harus disesuiakan 

dengan rencana kegiatan berdsarkan jadwal pelaksanaan 

kegiatan. Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah 

setiap triwulan dengan cara membagi 4 dari jumlah yang 

direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data 

pelaksanaan anggaran pertriwulan sangat dibutuhkan untuk 

penyusunan anggaran kas dan mengendalikan likuiditas 

BLUD RSUD serta penerbitan SPD; 



 

 

12. Formulir DPA- BLUD RSUD ditandatangani oleh Sekretaris 

Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor 

induk pegawai; 

13. Formulir DPA- BLUD RSUD dapat diperbanyak sesuai 

dengan kebutuhan; 

14. Apabila formulir DPA- BLUD RSUD lebih dari satu halaman 

setiap halaman diberi nomor urut halaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Rincian Anggaran Pendapatan BLUD RSUD (DPA- BLUD 

RSUD 1) 

 

 

 

 
 

KABUPATEN WONOGIRI 

 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  

TAHUN ANGGARAN ………. 

 

 

PENDAPATAN 

 

NO DPA SKPD : x.xx xx 00 00 4 

 

 

 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
: X.XX 

………………………………………

…… 

ORGANISASI 

: 

X.XX.X

X 

………………………………………

…… 

PENGGUNA 

ANGGARAN/ 
:  

KUASA PENGGUNA   

ANGGARAN   

NAMA : ………………………………………………… 

NIP : …………………………………………………… 

JABATAN : …………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  Halaman : ………… 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

NOMOR DPA BLUD 

RSUD 
Formulir 

DPA- BLUD 

RSUD 1 
x.x

x 
xx 00 00 4 

Kabupaten Wonogiri 

Tahun Anggaran ….. 

Urusan Pemerintahan : x.xx …………………..   

Organisasi : x.xx.xx …………………..   

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso 

Kode Rekening Uraian 

Rincian Penghitungan 

Jumlah 
Volume Satuan 

Tarif/ 

Harga 

1 2 3 4 5 6=3x5 

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Jumlah  

 

 Rencana Pendapatan per Triwulan 

 

Triwulan I 

 

Rp. ………. 

   

………., tanggal ……….. 

Mengesahkan, 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

Triwulan II Rp. ……….   

Triwulan III Rp. ……….   

Triwulan IV Rp. ……….   

Jumlah Rp. ……….   

       

Keterangan: 

1. Nomor DPA- BLUD RSUD diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan, nomor kode organisasi BLUD RSUD nomor 

kode program diisi dengan kode 00 dan nomor kode kegiatan 



 

 

diisi dengan kode 00 serta nomor kode anggaran pendapatan 

diisi dengan kode 1; 

2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang 

direncanakan; 

3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan daerah dan nama urusan pemerintahan daerah 

yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi BLUD RSUD; 

4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan 

nama satuan kerja perangkat daerah; 

5. Kolom 1 kode rekening diisi dengan kode rekening kelompok, 

jenis, obyek, rincian obyek pendapatan; 

6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, 

obyek dan rincian obyek pendapatan; 

7. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian 

obyek pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah 

kendaraan bermotor, jumlah liter bahan bakar kendaraan 

bermotor, jumlah pasien, jumlah pengunjung, jumlah 

kendaraan yang memanfaatkan lahan parker, jumlah bibit 

perikanan/pertanian/peternakan/kehutanan/perkebunan, 

jumlah limbah yang diuji, jumlah kios/los/kaki lima, jumlah 

pemakaian/penggunaan sarana olah 

raga/gedung/gudang/lahan, jumlah unit barang bekas milik 

pemerintah daerah yang dijual, jumlah uang yang 

ditempatkan pada bank tertentu dalam bentuk tabungan atau 

giro, jumlah modal yang disertakan atau diinvestasikan; 

8. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target 

rincian obyek yang direncanakan seperti unit, 

waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, 

ukuran isi dan sebagainya; 

9. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif pajak/retribusi atau 

harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat 

suku bunga, persentase bagian laba, atau harga atas 

penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan; 

10. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang 

direncanakan menurut kelompok, jenis, obyek, rincian obyek 

pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian obyek 

yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 3 dengan 

kolom 5; 

11. Rencana Pendapatan per triwulan diisi dengan jumlah 

pendapatan yang dapat dipungut atau diterima setiap 

ntriwulan selama tahun anggaran yang direncanakan; 

12. Pengisian setiap triwulan harus disesuaikan dengan rencana 

yang dapat dipungut atau diterima. Oleh karena itu tidak 

dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara 

membagi 4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun 

anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran 

pertriwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran 

kas dan mengendalikan likuiditas Kas Umum Daerah serta 

penerbitan SPD; 

13. Formulir DPA- BLUD RSUD 1 merupakan input data untuk 

menyusun formulir DPA- BLUD RSUD; 



 

 

14. Nama tempat, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan 

formulir DPA- BLUD RSUD 1, dengan mencantumkan nama 

jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah; 

15. Formulir DPA- BLUD RSUD 1 ditandatangani oleh Pejabat 

Pengelola keuangan Daerah dengan mencantumkan nama 

lengkap dan nomor induk pegawai; 

16. Formulir DPA- BLUD RSUD 1 dapat diperbanyak sesuai 

dengan kebutuhan; 

17. Apabila formulir DPA- BLUD RSUD 1 lebih dari satu halaman 

setiap halaman diberi nomor urut halaman. 



 

 

4. Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung BLUD RSUD (DPA- 

BLUD RSUD 2.1) 

 

 
 

KABUPATEN WONOGIRI 

 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN 

WONOGIRI  

TAHUN ANGGARAN ………. 

 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 

 

NO DPA SKPD : x.xx xx 00 00 5 1 

 

 

 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
: X.XX …………………………………………… 

ORGANISASI :X.XX.XX ……………………………………......... 

PENGGUNA 

ANGGARAN/ 
:  

KUASA 

PENGGUNA 
  

ANGGARAN   

NAMA : ………………………………………………………. 

NIP : ………………………………………………………. 

JABATAN : ………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 



 

 

  Halaman : ………… 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN 

SUMARSO 

NOMOR DPA BLUD 

RSUD 

Formulir 

DPA- 

BLUD 

RSUD 2.1 

x.x

x 

x

x 

0

0 

0

0 
5 1 

Kabupaten Wonogiri 

Tahun Anggaran ….. 

Urusan Pemerintahan : x.xx …………………..   

Organisasi : x.xx.xx …………………..   

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran  

Belanja Tidak Langsung BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso 

Kode Rekening Uraian 

Rincian Penghitungan 

Jumlah (Rp.) 
Volume Satuan 

Harga 

Satuan 

1 2 3 4 5 6=3x5 

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Xx Xx xx xx Xx      

Jumlah  

 

 Rencana Penarikan Dana per Triwulan 

 

Triwulan I 

 

Rp. ………. 

   

………., tanggal ……….. 

Mengesahkan, 

Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

Triwulan II Rp. ……….   

Triwulan III Rp. ……….   

Triwulan IV Rp. ……….   

Jumlah Rp. ……….   

       

       

 

Keterangan: 

1. Nomor DPA BLUD RSUD diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan, nomor kode organisasi BLUD RSUD nomor 

kode program diisi dengan kode 00 dan nomor kode kegiatan 

diisi dengan kode 00, nomor kode anggaran belanja diisi 

dengan kode 5, serta nomor kode kelompok belanja tidak 

langsung diisi dengan kode 1; 

2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang 

direncanakan; 

3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan daerah dan nama urusan pemerintahan daerah 

yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi BLUD RSUD; 

4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan 

nama satuan kerja perangkat daerah; 



 

 

5. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening kelompok, 

jenis, obyek, rincian obyek belanja tidak langsung satuan 

kerja perangkat daerah; 

6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, 

obyek dan rincian obyek belanja tidak langsung; 

7. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah 

orang/pegawai dan barang; 

8. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target 

rincian obyek yang direncanakan seperti unit, 

waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, 

ukuran isi dan sebagainya; 

9. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat 

berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs; 

10. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara 

volume dengan jumlah satuan dan harga satuan. Setiap 

jumlah uraian rincian obyek dijumlahkan menjadi jumlah 

rincian obyek belanja. setiap jumlah rincian obyek pada 

masing-masing obyek belanja selanjutnya dijumlahkan 

menjadi obyek belanja berkenaan. Setiap obyek belanja pada 

masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi 

jumlah jenis belanja; 

11. Rencana penarikan dana belanja tidak langsung setiap 

triwulan selama tahun anggaran yang direncanakan, diisi 

dengan jumlah yang disesuiakan dengan rencana kebutuhan. 

Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap 

triwulan dengan cara membagi 4 dari jumlah yang 

direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data 

pelaksanaan anggaran pertriwulan sangat dibutuhkan untuk 

penyusunan anggaran kas dan mengendalikan likuiditas Kas 

Umum Daerah serta penerbitan SPD; 

12. Formulir DPA- BLUD RSUD 2.1 merupakan input data untuk 

menyusun formulir DPA- BLUD RSUD; 

13. Formulir DPA- BLUD RSUD 2.1 dapat diperbanyak sesuai 

dengan kebutuhan; 

14. Apabila formulir DPA- BLUD RSUD 2.1 lebih dari satu 

halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman. 

15. Nama tempat, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan 

formulir DPA- BLUD RSUD 2.1; 

16. Formulir DPA- BLUD RSUD 2.1 ditandatangani oleh Pejabat 

Pengelola keuangan Daerah dengan mencantumkan nama 

lengkap dan nomor induk pegawai; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut 

Program dan per Kegiatan BLUD RSUD (DPA- BLUD RSUD 2.2) 

 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 
Formulir 

DPA- BLUD RSUD 

2.2 
Kabupaten Wonogiri 

Tahun Anggaran ….. 

Urusan 

pemerintahan 
: x.xx 

…………

…. 
      

Organisasi : x.xx.xx 
…………

…. 
      

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan 

Kode 

Program/

Kegiatan 

Uraian 

Lokasi 

Kegiata

n 

Target 

Kinerja 

(Kuantita

tif) 

Sum

ber 

Dana 

Triwulan 

Jumlah 

I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 = 

7+8+9+10 

           

xx  Program ….         

 xx Kegiatan ….         

 xx Kegiatan ….         

 xx dst ….         

           

xx  Program ….         

 xx Kegiatan ….         

 xx Kegiatan ….         

 xx dst ….         

           

xx  Program ….         

 xx Kegiatan ….         

 xx Kegiatan ….         

 xx dst ….         

           

xx  dst ….         

 xx dst ….         

           

Jumlah      

     

 

………., tanggal ……….. 

Mengesahkan, 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

Keterangan: 

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang 

direncanakan; 

2. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan daerah dan nama urusan pemerintahan daerah 

yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi BLUD RSUD; 

3. Organisasi diisi dengan nomor kode BLUD RSUD dan nama 

BLUD RSUD; 

4. Kolom 1 (kode program/kegiatan) diisi dengan nomor kode 

program; 

5. Kolom 2 (kode program/kegiatan) diisi dengan nomor kode 

kegiatan; 



 

 

6. Kolom 3 (uraian) diisi dengan nama program yang diikuti 

selanjutnya dengan nama masing-masing kegiatan untuk 

mendukung terlaksananya program dimaksud; 

7. Kolom 4 (lokasi kegaitan) diisi dengan nama tempat atau 

lokasi dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan atau 

kecamatan; 

8. Kolom 5 (target kinerja) diisi dengan target kinerja program 

dan kegiatan yang akan dilaksanakan; 

9. Kolom 6 (sumber dana) diisi dengan jenis sumber dana (PAD, 

bagi hasil, DAU, DAK, lain-lain pendapatan yang sah) untuk 

mendanai pelaksanaan program dan kegiatan yang 

direncanakan. Catatan: untuk kolom ini diisi oleh tim 

anggaran pemerintah daerah, kecuali apabila pendanaan 

untuk program kegiatan tersebut sumber dananya sudah 

pasti, seperti DAK, pinjaman daerah, dana darurat, bantuan 

khusus yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

10. Jumlah per triwulan diisi sebagai berikut: 

a. Kolom 7 diisi dengan jumlah belanja langsung yang 

dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan 

triwulan I dalam tahun anggaran yang direncanakan; 

b. Kolom 8 diisi dengan jumlah belanja langsung yang 

dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan 

triwulan II dalam tahun anggaran yang direncanakan; 

c. Kolom 9 diisi dengan jumlah belanja langsung yang 

dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan 

triwulan III dalam tahun anggaran yang direncanakan; 

d. Kolom 10 diisi dengan jumlah belanja langsung yang 

dibutuhkan untuk mendanai program dan kegiatan 

triwulan IV dalam tahun anggaran yang direncanakan; 

Pengisian setiap kolom triwulan I sampai dengan triwulan IV 

harus disesuaikan dengan rencana kegiatan yang senyatanya 

berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu 

tidak dibenarkan pengisian kolom triwulan dengan cara 

membagi 4 dari setiap jumlah yang direncanakan dalam satu 

tahun anggaran. Hal tersebut mengingat keakurasian data 

pelaksanaan anggaran pertriwulan sangat dibutuhkan untuk 

peyusunan anggaran kas sebagai dasar pengendalian 

likuiditas Kas Umum Daerah dan penerbitan SPD; 

11. Kolom 11 (jumlah) diisi dengan hasil penjumlahan kolom 7, 

kolom 8, kolom 9 dan 10; 

12. Formulir DPA- BLUD RSUD 2.2 ditandatangani oleh Pejabat 

Pengelola keuangan Daerah dengan mencantumkan nama 

lengkap dan nomor induk pegawai; 

13. Formulir DPA- BLUD RSUD 2.2 dapat diperbanyak sesuai 

dengan kebutuhan; 

14. Apabila formulir DPA- BLUD RSUD 2.2 lebih dari satu 

halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman. 

15. Nama tempat, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan 

formulir DPA BLUD RSUD 2.2; 

 



 

 

6. Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan per 

Kegiatan BLUD RSUD (DPA- BLUD RSUD 2.2.1) 

 

 
 

KABUPATEN WONOGIRI 

 

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN 

WONOGIRI  

TAHUN ANGGARAN ………. 

 

BELANJA LANGSUNG 

 

NO DPA SKPD : x.xx xx 00 00 5 2 

 

 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
: X.XX ………………………………….. 

ORGANISASI : X.XX.XX ………………………………….. 

PROGRAM : X.XX.XX.XX ………………………………….. 

KEGIATAN 
: 

X.XX.XX.XX.XX 
………………………………….. 

LOKASI 

KEGIATAN 

: 

…………………………………………………………. 

SUMBER DANA : ………………………………………………………… 

JUMLAH 

ANGGARAN 
:Rp. ………………………………………………….. 

TERBILANG (………………………………………………………….) 

PENGGUNA 

ANGGARAN/ 
:  

KUASA 

PENGGUNA 
  

ANGGARAN   

NAMA :…………………………………………………………. 

NIP :…………………………………………………………. 

JABATAN :…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Halaman: 

…………………… 

DOKUMEN PELAKSANAAN 

ANGGARAN 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN 

SUMARSO 

NOMOR DPA SKPD FORMULIR 

DPA- BLUD 

RSUD 

2.2.1 

x.x

x 
xx xx xx 5 2 

Kabupaten Wonogiri 

Tahun Anggaran ….. 

Urusan Pemerintahan : x.xx ………………………………… 

Organisasi : x.xx.xx ………………………………… 

Program : x.xx.xx.xx ………………………………… 

Kegiatan : x.xx.xx.xx.xx ………………………………… 

Waktu Pelaksanaan : ………………………………………………………. 

Lokasi Kegiatan : ………………………………………………………. 

Sumber Dana : ………………………………………………………. 

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung 

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja 

Capaian Program   

Masukan   

Keluaran   

Hasil   

Kelompok Sasaran Kegiatan : ………… 

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung 

Program dan Per Kegiatan BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso 

Kode Rekening Uraian 

Rincian Perhitungan 
Jumlah 

(Rp) 
Volu

me 

Satu

an 

Harga 

Satuan 

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 

xx x

x 

xx xx      

xx x

x 

xx xx      

xx x

x 

xx xx      

xx x

x 

xx xx      

Jumlah  

 Rencana Penarikan Dana per Triwulan 

Triwulan I Rp. ………

.. 

   

………., tanggal ……….. 

Mengesahkan, 

Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

Triwulan II Rp. ………

.. 

  

Triwulan III Rp. ………

.. 

  

Triwulan IV Rp. ………

.. 

  

Jumlah Rp. ………

.. 

  

    

 

Keterangan: 

1. Nomor DPA BLUD RSUD diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan, nomor kode organisasi BLUD RSUD nomor 

kode program diisi dengan kode 00 dan nomor kode kegiatan 

diisi dengan kode 00, nomor kode anggaran belanja diisi 

dengan kode 5, serta nomor kode kelompok belanja langsung 

diisi dengan kode 2; 

2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang 

direncanakan; 

3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan daerah dan nama urusan pemerintahan daerah 

yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi BLUD RSUD; 



 

 

4. Organisasi diisi dengan nomor kode BLUD RSUD dan nama 

satuan kerja BLUD RSUD; 

5. Baris kolom program diisi dengan kode program dan nama 

program dari kegiatan yang berkenaan. Program merupakan 

instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 

dilaksanakan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan 

oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran 

dan tujuan kegiatan yang ditetapkan untuk memperoleh 

alokasi anggaran; 

6. Baris kolom kegiatan diisi dengan kode kegiatan dan anama 

kegiatan yang akan dilaksanakan; 

7. Baris kolom waktu pelaksanaan diisi dengan tanggal, bulan 

dan tahun kegiatan yang akan dilaksanakan; 

8. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau 

tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi 

atau tempat dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan 

atau kecamatan; 

9. Baris kolom sumber dana diisi dengan jenis sumber dana 

(PAD, bagi hasil, DAU, DAK, lain-lain pendapatan yang sah) 

untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan yang 

direncanakan. Catatan: untuk baris kolom ini diisi oleh tim 

anggaran pemerintah daerah, kecuali apabila pendanaan 

untuk program kegiatan tersebut sumber dananya sudah 

pasti, seperti DAK, pinjaman daerah, dana darurat, bantuan 

khusus yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dapat diisi langsung oleh 

satuan kerja perangkat daerah; 

10. Kolom tolok ukur kinerja diisi dengan tolok ukur kinerja dari 

setiap masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah SDM, 

jumlah jam kerja, jumlah peralatan/teknologi yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran dalam tahun 

anggaran yang direncanakan. Tolok ukur kinerja dari setiap 

keluaran diisi dengan jumlah keluaran yang akan dihasilkan 

dalam tahun anggaran direncanakan. Tolok ukur kinerja hasil 

diisi dengan manfaat yang akan diterima pada mas yang akan 

dating; 

11. Kolom target kinerja diisi dengan tingkat prestasi kerja yang 

dapat diukur pencapaiannya atas capaian program, masukan, 

keluaran dan hasil yang ditetapkan dalam kolom tolok ukur 

kinerja; 

12. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening kelompok, 

jenis, obyek, rincian obyek belanja langsung satuan kerja 

perangkat daerah; 

13. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, 

obyek dan rincian obyek belanja langsung; 

14. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah 

orang/pegawai dan barang; 

15. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target 

rincian obyek yang direncanakan seperti unit, 

waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, 

ukuran isi dan sebagainya; 



 

 

16. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat 

berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs; 

17. Kolom 6 (ket. jumlah/volume) diisi dengan keterangan 

jumlah/volume seperti orang per hari (org/hr), orang per 

bulan (org/bln), orang per tahun (org/th), buah per hari 

(bh/hr), unit per tahun (unit/th), dan sebagainya; 

18. Kolom 7 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara volume 

dengan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian obyek 

dijumlahkan menjadi jumlah rincian obyek belanja. Setiap 

jumlah rincian obyek pada masing-masing obyek belanja 

selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek belanja berkenaan. 

Setiap obyek belanja pada masing-masing jenis belanja 

kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. 

Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah 

kelompok belanja langsung yang dituangkan dalam formulir 

DPA- BLUD RSUD 2.2.1; 

19. Rencana penarikan dana belanja langsung setiap triwulan 

selama tahun anggaran yang direncanakan, diisi dengan 

jumlah yang disesuiakan dengan rencana kebutuhan 

mendanai pelksanaan kegiatan. Oleh karena itu tidak 

dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara 

membagi 4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun 

anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran 

pertriwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran 

kas dan mengendalikan likuiditas Kas Umum Daerah serta 

penerbitan SPD; 

20. Formulir DPA- BLUD RSUD 2.2.1 merupakan input data 

untuk menyusun formulir DPA- BLUD RSUD dan formulir 

DPA- BLUD RSUD 2.2; 

21. Formulir DPA- BLUD RSUD 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai 

dengan kebutuhan; 

22. Apabila formulir DPA- BLUD RSUD 2.2.1 lebih dari satu 

halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman. 

23. Nama tempat, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan 

pembuatan formulir DPA- BLUD RSUD 2.2.1; 

24. Formulir DPA- BLUD RSUD.2.1 ditandatangani oleh Pejabat 

Pengelola keuangan Daerah dengan mencantumkan nama 

lengkap dan nomor induk pegawai yang bersangkutan; 

 

III. PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA. 

 

A. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENERIMAAN. 

Prosedur penerimaan merupakan serangkaian proses kegiatan 

menerima, menyimpan, menyetor dan mempertanggungjawabkan 

penerimaan uang yang berada dalam pengelolaan BLUD RSUD dr 

Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. 

Penerimaan BLUD RSUD disetor ke Rekening Kas BLUD RSUD 

pada bank yang ditunjuk. 

1. Prosedur penerimaan setoran melalui Bendahara Penerimaan: 

a. Menerima setoran/pendapatan uang; 



 

 

b. Menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan 

dengan jumlah yang tercantum dalam bukti wajib bayar; 

c. Menyiapkan dan mengisi Surat Tanda Setoran (STS) 

dan/atau dokumen lain yang dipersamakan yang 

ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan diketahui 

oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan, minimal rangkap 7 

(tujuh). 

d. Menyetorkan seluruh uang yang diterima ke rekening kas 

BLUD paling lambat 1 (satu) hari kerja dan melaporkan pada 

Pejabat keuangan. 

e. Bendahara penerima mendapatkan 1 lembar STS dan 2 

lembar tembusan. 

f. Mencatat bukti penerimaan ke dalam Buku Kas Umum 

penerimaan, buku kas pembantu, buku rincian obyek 

pendapatan dan buku rekapitulasi penerimaan harian. 

Pengisian dokumen penatausahaan penerimaan dapat 

menggunakan aplikasi komputer dan/atau elektronik 

lainnya. 

g. Menyerahkan 1 (satu) lembar STS dan/atau dokumen lain 

yang dipersamakan kepada PPK-BLUD RSUD. 

h. Secara administratif harus mempertanggungjawabkan 

penerimaan kepada DPPKAD selaku PPKD dalam rangka 

konsolidasi penerimaan. 

i. Dokumen yang digunakan : 

1) Buku Kas Umum Penerimaan;  

2) Rekapitulasi penerimaan harian; 

3) Buku pembantu rincian obyek pendapatan;  

4) Surat Tanda Setoran;  

5) Surat tanda bukti penerimaan lainnya yang sah.  



 

 

Format Buku Penerimaan dan Penyetoran Bendahara Penerimaan 

beserta dokumen-dokumen pendukungnya adalah sebagai berikut: 

1. Buku Penerimaan dan Penyetoran 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN 

BENDAHARA PENERIMAAN 

Periode : 

N

o 

Penerimaan Penyetoran 

Ke

t 

T

gl 

No. 

Bukti 

Cara 

Pembaya

ran 

Kode 

Rekenin

g 

Uraia

n 

Ju

mla

h 

T

gl 

No. 

STS 

Jum

lah 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

   Jumlah bulan ini       

   Jumlah s/d bulan 

lalu 

      

   Jumlah s/d bulan 

ini 

      

Jumlah Penerimaan   : 

Jumlah yang disetorkan   : 

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan : 

Terdiri atas: 

a. Tunai sebesar ……… 

b. Bank sebesar ………. 

c. Lainnya ……………. 

 

 

Mengetahui: 

 ………, tanggal ………. 

Pengguna Anggaran BLUD  

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 Bendahara Penerimaan BLUD  

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

Keterangan: 

 Judul diisi dengan periode; 

 Kolom 1 diisi dengan nomor urut; 

 Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan; 

 Kolom 3 diisi dengan nomor bukti penerimaan; 

 Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran: melalui kas bendahara 

penerimaan, bank, atau melalui kas umum daerah; 

 Kolom 5 diisi dengan detail; 



 

 

 Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan sesuai dengan kode 

rekening; 

 Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan asli daerah; 

 Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran; 

 Kolom 9 diisi dengan Nomor STS; 

 Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor; 

 Kolom 11 diisi dengan keterangan jika diperlukan; 

 Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah pendapatan selama 1 

bulan *) 

 Jumlah disetorkan adalah jumlah total penyetoran pendapatan 

selama 1 bulan*) 

 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan diisi dengan sisa kas yang 

masih dipegang oleh Bendahara Penerimaan baik dalam bentuk 

kas tunai, simpanan di bank, ataupun lainnya *) 

 Kolom tanda tangan ditandatangani olrh Bendahara Penerimaan 

dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas*) 

 

*) Diisi hanya pada saat penutupan diakhir bulan untuk keperluan 

penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan. 

 

2. Register STS 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

REGISTER STS 

TAHUN ANGGARAN ……… 

 

Bendahara Penerimaan : ………… 

No 

No. 

STS 

Tang

gal 

Kode 

Rekening Uraian Jumlah Penyetor Ket 

1 2 3 4 5 6 7  

        

        

        

 

 

Mengetahui/Menyetujui: 

 ………, tanggal ………. 

Pengguna Anggaran BLUD  

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 Bendahara Penerimaan BLUD  

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

 

 



 

 

Keterangan: 

 Judul diisi dengan, tahun anggaran dan Nama Bendahara 

Penerimaan; 

 Kolom 1 diisi dengan nomor urut; 

 Kolom 2 diisi dengan nomor STS; 

 Kolom 3 diisi dengan tanggal STS; 

 Kolom 4 diisi dengan Kode Rekening pendapatan yang disetorkan 

ke rekening Kas BLUD RSUD. Dalam satu STS bias terdiri dari 

beberapa pendapatan; 

 Kolom 5 diisi uraian pendapatan; 

 Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan; 

 Kolom 7 diisi dengan nama penyetor; 

 Kolom 8 diisi dengan keterangan jika diperlukan; 

 Kolom tanda tangan ditandatangani olrh Bendahara Penerimaan 

dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas*) 

 

*) Diisi hanya pada saat penutupan diakhir bulan untuk keperluan 

penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan. 

3. Tanda Bukti Pembayaran 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

TANDA BUKTI PEMBAYARAN 

NOMOR BUKTI … 

a. Bendahara Penerimaan …………………………………………………………………… 

    Telah menerima uang sebesar Rp. ……………………………………………………….. 

b. (dengan huruf ……………………………………………………………………………………………) 

c. dari Nama : ………………………………………………………………. 

           Alamat : ………………………………………………………………. 

d. Sebagai pembayaran : ………………………………………………………………. 

                                                 ………………………………………………………………. 

                                                 ………………………………………………………………. 

 Kode Rekening *) Jumlah (Rp.)  

            

            

            

f. Tanggal diterima 

uang 

:            

    

 

Mengetahui: 

Bendahara Penerimaan BLUD  

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP 

 

  

Pembayar/Penyetor 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

Lembar asli 

Salinan 1 

Salinan 2 

: Untuk pembayar/penyetor/pihak ketiga 

: Untuk Bendahara Penerimaan 

: Arsip 

 

 

 

 



 

 

Keterangan: 

 

 Bendahara penerimaan diisi dengan nama bendahara penerimaan 

BLUD RSUD; 

 Telah menerima uang diisi dengan jumlah uang yang diterima dari 

pihak ketiga dan ditulis dengan rupiah dan kata-kata; 

 Nama dan alamat diisi dengan nama dan alamat pihak ketiga; 

 Sebagai pembayaran diisi dengan maksud pembayaran oleh 

pihakm ketiga; 

 Kode rekening diisi dengan kode dan uraian nama rekening atas 

pembayaran yang telah diterima dari pihak ketiga; 

 Tanggal diterima uang diisi dengan tanggal diterimanya uang dari 

pihak ketiga. 

 

4. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL 

BENDAHARA PENERIMAAN 

 

PERIODE : 

 

A. Penerimaan  Rp. ………. 

 1.Tunai melalui bendahara penerimaan Rp. ……….  

 2.Tunai melalui bendahara penerimaan pembantu Rp. ……….  

 3.Melalui ke rekening bendahara penerimaan Rp. ……….  

 4.Melalui ke rekening kas umum daerah Rp. ……….  

B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan 

(A1+A2+A3) 

 Rp. ………. 

C. Jumlah penyetoran  Rp. ………. 

D. Saldo Kas di Bendahara  Rp. ………. 

 1. Bendahara Penerimaan Rp. ……….  

 2. Bendahara Penerimaan Pembantu …. Rp. ……….  

 3. Bendahara Penerimaan Pembantu … Rp. ……….  

  

 

 

  

 

Mengetahui: 

Pengguna Anggaran BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 ………., tanggal ………. 

 

Bendahara Penerimaan BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Surat Tanda Setoran 

 
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

SURAT TANDA SETORAN (STS) 

 STS No. …………….. Bank              : ………………  

            No. Rekening : ………………  

 Harap diterima uang sebesar 

………………………………………..... 

  

 (dengan huruf)    (………………………………………………………)   

    

 Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :   

               

 No Kode Rekening Uraian Rincian 

Obyek 

Jumlah (Rp.)  

 1             

 2             

 3             

 4             

 5             

 Jumlah   

               

  Uang tersebut diterima pada tanggal 

…………………………….. 

  

               

  

Mengetahui, 

Pengguna Anggaran BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

  

 

Bendahara Penerimaan BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

 (Catatan: STS dilampiri slip Setoran Bank)   

 

 

Catatan: 

 Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening setiap rincian 

obyek pendapatan; 

 Kolom uraian rincian obyek diisi dengan nama uraian rincian 

obyek; 

 Kolom jumlah diisi dengan jumlah nilai nominal penerimaan 

setiap rincian obyek pendapatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN. 

1. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). 

Pengajuan SPP terdiri dari : 

a. SPP Uang Persedian/SPP Ganti Uang (SPP–UP/SPP-GU); 

b. SPP Langsung (SPP–LS) Barang dan Jasa; 

c. SPP LS Gaji Pegawai BLUD RSUD dan dan penghasilan 

lainnya.  

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan 

dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan SPP (SPP-

UP/SPP-GU, SPP-LS) untuk memperoleh pembayaran kepada 

Pemimpin BLUD RSUD, dengan ketentuan: 

a. Pengajuan SPP UP 

1) Pada awal tahun anggaran, setelah SK Penunjukan 

Pejabat Pengelola BLUD RSUD dan penetapan Uang 

Persediaan, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan 

SPP-UP kepada Pemimpin BLUD RSUD melalui Pejabat 

Keuangan dalam rangka pengisian uang kas persediaan 

setinggi-tinginya 1/12 (seperduabelas) dari pagu anggaran 

yang ada setelah dikurangi perkiraan SPP–LS. 

2) Kelengkapan dokumen SPP UP sebagai berikut : 

a) Surat Pengantar SPP-UP; 

b) Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh 

Bendahara Pengeluaran yang menyatakan bahwa uang 

yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan 

selain uang persediaan, saat pengajuan SP2D kepada 

Bendahara Umum BLUD RSUD;  

c) Lampiran lain yang diperlukan. 

b. Pengajuan SPP–GU. 

1) Setelah dana uang pesedian digunakan, untuk 

mendapatkan dana lanjutanya, bendahara pengeluaran 

dapat mengajukan SPP-GU sebagai pengganti dana UP 

yang telah digunakan dengan melampirkan pengesahan 

SPJ sebelumnya; 

2) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU kepada 

Pemimpin BLUD RSUD; 

3) Kelengkapan dokumen SPP-GU terdiri dari : 

a) Surat Pengantar SPP-GU; 

b) Ringkasan SPP-GU; 

c) Rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu; 

d) Bukti transaksi yang lengkap dan benar; 

e) Salinan SPD; 

f) Draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh 

Pejabat keuangan yang menyatakan bahwa uang yang 

diminta tidak digunakan untuk keperluan selain ganti 

uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada 

Kuasa/Bendahara Umum BLUD RSUD; 

g) Lampiran lain yang diperlukan. 

4) Ketentuan SPP-UP dan SPP-GU. 

a) Kegiatan pengadaan barang/jasa sampai dengan 

Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap 

jenis barang/jasa setiap penyedia barang/jasa; 



 

 

b) Keperluan pengeluaran sehari-hari kepada bendahara 

yang harus dipertanggungjawabkan; 

c) Belum membebani kode rekening anggaran yang 

tersedia dalam DPA-BLUD RSUD; 

d) Bersifat daur ulang dengan pengertian bahwa yang 

dipergunakan untuk pengeluaran dapat diganti 

kembali dengan pengajuan SPP-GU dengan 

melampirkan pengesahan SPJ; 

e) Dana GU diajukan untuk pengisian uang persediaan 

bukan untuk pembayaran langsung; 

f) Pelaksanaan pembayaran dengan beban SPP-UP/GU 

harus dilakukan menurut ketentuan yang berlaku, 

antara lain : 

(1) Setiap pengeluaran tidak diperkenankan melampaui 

dana pada kode rekening anggaran yang disediakan 

dalam DPA–BLUD RSUD; 

(2)  Setiap pembayaran harus berdasarkan tanda bukti 

yang sah; 

(3) Pembayaran kepada satu rekanan tidak 

diperkenankan melebihi jumlah sebesar 

Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), kecuali 

untuk pembayaran honor,belanja langganan daya 

dan jasa serta beaya pengadaan bahan bakar 

minyak (BBM), biaya jasa 

pendampingan/Bintek/Diklat serta biaya lain yang 

bersifat CITO dan segera harus dilakukan 

pembayaran secara tunai yang apabila ditunda 

berpengaruh terhadap waktu penyediaan 

barang/jasa yang dibutuhkan ; 

(4) Dalam setiap pembayaran harus dilaksanakan 

ketentuan mengenai perpajakan; 

(5) Dana uang persediaan/UP tidak diperbolehkan 

untuk pengeluaran yang menurut ketentuan harus 

dibayarkan dengan SPP-LS. 

g) SPP-UP dan SPP-GU dibuat rangkap 3 (tiga), lembar 1 

untuk pengguna anggaran, lembar 2 untuk Bendahara 

Umum BLUD, lembar 3 untuk Bendahara Pengeluaran. 

c. Pengajuan SPP-Langsung (SPP-LS). 

1) Ketentuan pembayaran melalui pembebanan langsung 

(LS) : 

a) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa 

termasuk pengadaan barang/jasa dan pekerjaan yang 

dilaksanakan sendiri (swakelola) yang nilainya diatas 

Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); 

b) Pembayaran belanja honor pegawai/gaji, bunga, 

subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja bagi hasil ; 

2) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS pengadaan 

barang dan jasa melalui PPTK kepada Direktur BLUD 

RSUD. 

Kelengkapan Dokumen SPP-LS: 

a) Surat Pengantar SPP-LS; 

b) Ringkasan SPP-LS; 



 

 

c) Rincian SPP-LS;  

d) Lampiran SPP-LS pengadaan barang dan jasa 

mencakup : 

(1) Salinan SPD; 

(2) Surat Setoran Pajak (SSP) disertai faktur pajak 

(PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib 

pajak dan wajib pungut; 

(3) Surat perjanjian kerjasama/kontrak antara 

pengguna anggaran/kuasa pengguna/pejabat 

pembuat komitmen dengan pihak ketiga serta 

mencantumkan nomor rekening bank pihak 

ketiga; 

(4) Berita acara penyelesaian pekerjaan; 

(5) Berta acara serah terima barang dan jasa; 

(6) Berita acara pembayaran; 

(7) Kuitansi bermeterai, nota/faktur yang 

ditandatangani pihak ketiga, PPTK dan disetujui 

oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna 

Anggaran); 

(8) Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang 

dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan 

non bank; 

(9) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak 

yang dananya sebagian atau seluruhnya 

bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar 

negeri; 

(10) Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani 

oleh pihak ketiga/penyedia barang/jasa serta 

unsur panitia pemeriksa pengadaan barang/jasa 

berikut lampiran daftar barang/jasa yang 

diperiksa; 

(11) Surat angkutan/konsemen apabila pengadaan 

barang/jasa dilaksanakan diluar batasannya; 

(12) Surat pemberitahuan potongan denda 

keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila 

pekerjaan mengalami keterlambatan; 

(13) Foto/buku/dokumen tingkat kemajuan/ 

penyelesaian pekerjaan; 

(14) Pembayaran Jamsotek (potongan sesuai ketentuan 

yang berlaku/surat pemberitahuan Jamsotek); 

(15) Khusus untuk pekerjaan konsultasi yang 

perhitungan harganya mengunakan beaya 

personil, berita acara prestasi kemajuan pekerjaan 

dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga 

untuk pembayaran selain kepada pihak ketiga, 

dilampiri daftar nomatif; 

(16) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 

(17) Nomor rekening bank penyedia barang/jasa pada 

Bank yang ditunjuk, bilamana berupa tabungan 

agar disertai rekaman/fotocopy buku 

tabungannya; 



 

 

(18) Surat jaminan bank umum/lembaga keuangan 

yang ditunjuk oleh pemerintah untuk masa 

pemeliharaan yang pembayaranya dilakukan 

sebesar 100 % dari nilai kontrak; 

(19) Untuk pembayaran selain kepada pihak ketiga, 

dilampiri daftar nominatif; 

(20) Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh 

Pejabat Keuangan yang menyatakan bahwa uang 

yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan 

selain pembayaran langsung (LS); 

(21) Khusus untuk kegiatan pengadaan tanah 

ditambah : 

a. Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi; 

b. Surat pernyataan pelepasan/penyerahan hak 

atas tanah; 

c. Sertifikat hak atas tanah atau dokumen 

kepemilikan tanah yang bersangkutan; 

d. Akta–akta perubahan hukum lainnya yang 

berkaitan dengan tanah yang bersangkutan; 

e. Surat pernyataan yang diketahui oleh Kepala 

Desa/Lurah setempat atau setingkat dengan 

itu yang menyatakan bahwa tanah tersebut 

huruf a adalah benar milik yang bersangkutan. 

(22) Ketentuan dokumen ini berlaku sesuai dengan 

plafon dan sistem pengadaan. 

e) Beberapa dokumen pengadaan barang/jasa kepada 

satu rekanan dalam jenis dan obyek belanja serta 

dalam kurun waktu bulan yang sama dapat disatukan 

di dalam  pengajuan SPP-LS; 

3) Pengajuan SPP Honor Pegawai. 

Bendahara pengeluaran mengajukan SPP honor pegawai 

BLUD RSUD kepada Direktur BLUD RSUD melalui 

pejabat keuangan. 

4) Pengajuan SPP honor dibuat rangkap 3 (tiga) dilampiri 

dokumen sebagai berikut : 

a) Nomor rekening bendahara pengeluaran pada bank 

yang ditunjuk; 

b) Daftar honor untuk para pegawai BLUD RSUD; 

c) Rekap daftar honor untuk bulan yang bersangkutan 

(sesuai kontrak). 

SPP-LS dibuat rangkap 4 (empat), lembar 1 untuk 

Direktur BLUD RSUD, lembar 2 untuk pejabat keuangan, 

lembar 3 untuk bendahara pengeluaran, dan lembar 4 

untuk bendahara pengeluaran pembantu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen-

dokumen pendukungnya adalah sebagai berikut: 

 

1. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) 1 untuk 

UP/GU/LS 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  

KABUPATEN WONOGIRI 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) UP/GU/LS 

Nomor : ………. Tahun ….. 

 

SURAT PENGANTAR 

 

Kepada Yth. 

Pejabat Keuangan  

BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso  

Di Tempat 

 

Dengan memperhatikan Peraturan Direktur BLUD RSUD dr. 

Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Nomor ………. 

Tahun ………. tentang ……………… Tahun Anggaran ….., 

bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran 

(SPP) UP/GU/LS sebagai berikut: 

a. Urusan Pemerintahan : …………………………… 

b. SKPD : …………………………… 

c. Tahun Anggaran : …………………………… 

d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : …………………………… 

e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp. ……………………… 

(terbilang……………… 

…………………………..) 

f. Nama Bendahara Pengeluaran : …………………………… 

g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp. ……………………… 

(terbilang……………… 

…………………………..) 

h. Nama dan Nomor Rekening Bank : …………………………… 

 

 

………., ……………………………. 

 

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran 

Pembantu BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 



 

 

Keterangan: 

 Nomor diisi dengan nomor SPP; 

 SKPD diisi dengan BLUD RSUD dr Soediran Mangun 

Sumarso Kabupaten Wonogiri; 

 Nomor Peraturan Bupati diisi dengan Nomor Peraturan 

Bupati mengenai penjabaran APBD pada tahun anggaran 

bersangkutan; 

 Urusan Pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan 

pemerintahan; 

 SKPD diisi dengan kode dan nama BLUD RSUD; 

 Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran yang 

bersangkutan; 

 Dasar Pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari 

penerbitan SPP; 

 Sisa Dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum 

dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP, 

pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD 

yang belum dicairkan tersebut; 

 Nama Bendahara Pengeluaran diisi dengan nama bendahara 

pengeluaran BLUD RSUD yang menerbitkan SPP; 

 Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang 

diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP, pengisian 

disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta 

untuk dicairkan tersebut; 

 Nama dan Nomor Rekening Bank diisi dengan nama bank 

beserta nomor rekening bank bendahara 

pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu pada bank 

tersebut yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana 

yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP; 

 Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan 

tempat penerbitan SPP; 

 Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran/bendahara 

pengeluaran pembantu diisi dengan nama jelas dan di bawah 

nama diisi NIP bendahara pengeluaran/bendahara 

pengeluaran pembantu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 2 untuk UP/GU/LS 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  

KABUPATEN WONOGIRI  

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN 

(SPP-UP) 

Nomor : ………. Tahun ……….. 

 

RINGKASAN 

 

Berdasarkan Keputusan Direktur BLUD RSUD dr Soediran 

Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Nomor ………. Tanggal 

………. tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk 

BLUD RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri 

sejumlah Rp. ………………….. 

 

Terbilang : ………………………………. 

 

 

………., ……………………………. 

 

Bendahara Pengeluaran BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

Keterangan: 

 Nomor diisi dengan nomor SPP; 

 Nomor Keputusan Direktur BLUD RSUD diisi dengan Nomor 

Keputusan Direktur BLUD RSUD yang mendasari penetapan 

jumlah dana UP, diikuti dengan pengisian tanggal Keputusan 

Direktur tersebut; 

 Jumlah uang diisi dengan jumlah.besaran dana UP yang 

ditetapkan; 

 Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari jumlah dana UP 

yang ditetapkan; 

 Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan 

tempat penerbitan SPP; 

 Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan 

nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi 

dengan NIP bendahara pengeluaran. 

 

 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  

KABUPATEN WONOGIRI  

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG 

PERSEDIAAN (SPP-GU) 

Nomor : ………. Tahun ……….. 

 

RINGKASAN 

 
RINGKASAN DPA/DPPA/DPAL-BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten 

Wonogiri 

I. Rp. ………… 

RINGKASAN SPD 

No. Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana 

1.    

2.    

3.    

Dst…    

JUMLAH II. Rp. ……………….. 

 I-II. Rp. ……………… 

RINGKASAN SP2D 

SP2D Peruntukan UP  

SP2D Peruntukan GU  

SP2D Peruntukan LS Pembayaran Honor Pegawai  

SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa  

JUMLAH III. Rp. ………………. 

 II-III. Rp. …………… 

 

………., ……………………………. 

 

Bendahara Pengeluaran BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

Keterangan: 

 Nomor diisi dengan nomor SPP; 

 Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-BLUD RSUD 

diisi dengan jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-

BLUD RSUD untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan; 

 Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah 

diterbitkan/ditetapkan untuk BLUD RSUD. Masing-masing 

ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan 

jumlah dana yang disediakan lewat SPD diisikan dalam 

kolom-kolom yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang 

pernah diterbitkan dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda 

II. ………); 



 

 

 Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp. ………) 

diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-

SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-BLUD RSUD untuk satu tahun 

anggaran dengan jumlah total dana yang telah di-SPD-kan; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UP diisi 

dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk 

keperluan UP; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UG diisi 

dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk 

keperluan GU; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS 

Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan dana yang 

telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran 

gaji dan tunjangan; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS 

Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan dana yang telah 

dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran ke 

pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa; 

 Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai point 

9) dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda III. 

Rp. ……….; 

 Pada tempat dengan tanda II-III. Rp. ……… diisikan jumlah 

hasil pengurangan dana seluruh SPD dengan dana yang 

telah di-SP2D-kan; 

 Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan 

tempat penerbitan SPP; 

 Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan 

nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi 

dengan NIP bendahara pengeluaran. 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI  

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS)  

HONOR PEGAWAI 

Nomor : ………. Tahun ……….. 

 

RINGKASAN 

 
RINGKASAN DPA/DPPA/DPAL-BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten 

Wonogiri 

I. Rp. ………………… 

RINGKASAN SPD 

No. Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana 

1.    

2.    

3.    

Dst…    

JUMLAH II. Rp. ……………….. 

 I-II. Rp. ……………… 

RINGKASAN SP2D 

SP2D Peruntukan UP  

SP2D Peruntukan GU  

SP2D Peruntukan LS Pembayaran Honor Pegawai  

SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa  

JUMLAH III. Rp. ………………. 

 II-III. Rp. …………… 

 

………., ……………………………. 

 

Bendahara Pengeluaran BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

Keterangan: 

 Nomor diisi dengan nomor SPP; 

 Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-BLUD RSUD 

diisi dengan jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-

BLUD RSUD untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan; 

 Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah 

diterbitkan/ditetapkan. Masing-masing ringkasan SPD, yaitu 

nomor, tanggal penetapan SPD dan jumlah dana yang 

disediakan lewat SPD diisikan dalam kolom-kolom yang 

tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang pernah diterbitkan 

dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda II. ………); 

 Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp. ………) 

diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-



 

 

SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-BLUD RSUD untuk satu tahun 

anggaran dengan jumlah total dana yang telah di-SPD-kan; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UP diisi 

dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk 

keperluan UP; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UG diisi 

dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk 

keperluan GU; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS 

Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan dana yang 

telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran 

gaji dan tunjangan; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS 

Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan dana yang telah 

dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran ke 

pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa; 

 Seluruh dana yang telah dicairkan dijumlahkan dan diisikan 

pada tempat dengan tanda III. Rp. ……….; 

 Pada tempat dengan tanda II-III. Rp. ……… diisikan jumlah 

hasil pengurangan dana seluruh SPD degan dana yang telah 

di-SP2D-kan (dari point 10); 

 Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan 

tempat penerbitan SPP; 

 Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan 

nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi 

dengan NIP bendahara pengeluaran. 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) 

BARANG DAN JASA 

Nomor : ………. Tahun ……….. 

 

RINGKASAN 

 
RINGKASAN KEGIATAN 

1. Program 

2. Kegiatan 

3.Nomor dan Tanggal 

DPA/DPPA/ DPAL-BLUD RSUD 

4. Nama Perusahaan 

5. Bentuk Perusahaan 

6. Alamat Perusahaan 

7. Nama Pimpinan Perusahaan 

8. Nama dan Nomor Rekening 

Bank 

9. Nomor Kontrak 

10. Kegiatan Lanjutan 

11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

12. Deskripsi Pekerjaan 

: ………………………………………. 

: ………………………………………. 

: ………………………………………. 

 

: ………………………………………. 

: a. PT/NV     b. CV     c. Firma     d. Lain-lain 

: ………………………………………. 

: ……………………………………….  

: ………………………………………. 

: ………………………………………. 

: Ya/Bukan 

: ………………………………………. 

: ………………………………………. 

RINGKASAN DPA/DPPA/DPAL-BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-BLUD RSUD 

dr Soediran Mangun sumarso Kabupaten Wonogiri 
I. Rp. ………………… 

RINGKASAN SPD 

No. Urut Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana 

1.    

2.    

3.    

Dst…    

JUMLAH II. Rp. ……………….. 

 I-II. Rp. ……………… 

RINGKASAN SP2D 

SP2D Peruntukan UP  

SP2D Peruntukan GU  

SP2D Peruntukan LS Pembayaran Honor Pegawai  

SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa  

JUMLAH III. Rp. ………………. 

 II-III. Rp. ……………. 

 

 
 

Mengetahui, 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 ………………., ……………………………. 

 

Bendahara Pengeluaran BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

Keterangan: 

 Nomor diisi dengan nomor SPP; 

 Program diisi dengan kode dan nama program kegiatan 

peruntukan LS barang/jasa; 



 

 

 Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan peruntukan 

LS barang/jasa; 

 Nomor dan tanggal DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-BLUD 

RSUD diisi dengan nomor dan tanggal penetapan DPA-

SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-BLUD RSUD untuk kegiatan (pada 

point 3); 

 Nama perusahaan diisi dengan nama perusahaan pihak 

ketiga yang melaksanakan kegaiatan pengadaan barang dan 

jasa; 

 Bentuk perusahaan diisi dengan nama perusahaan pihak 

ketiga yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa; 

 Bentuk perusahaan diisi dengan cara memilih salah satu 

bentuk perusahaan yang tersedia atau menuliskan bentuk 

perusahaannya jika memang tidak ada pada pilihan yang 

tersedia; 

 Alamat perusahaan diisi dengan alamat perusahaan yang 

melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa; 

 Nama pimpinan perusahaan diisi dengan nama pimpinan 

(direktur) perusahaan yang melaksanakan kegiatan 

pengadaan barang/jasa; 

 Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama dan 

nomor rekening bank dari perusahaan pelaksana kegiatan 

pengadaan barang/jasa; 

 Nomor kontrak diisi dengan nomor kontrak pekerjaan antara 

BLUD RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten 

Wonogiri dengan perusahaan pelaksana kegiatan pengadaan 

barang/jasa; 

 Kegiatan lanjutan diisi dengan cara memilih ya jika memang 

pekerjaan bersifat lanjutan dan pilih bukan jika memang 

bukan pekerjaan lanjutan; 

 Waktu pelaksanaan kegiatan diisi dengan periode 

pelaksanaan kegiatan; 

 Deskripsi kegiatan diisi dengan gambaran tentang 

kegiatan/pekerjaan dengan menggunakan kalimat yang 

padat dan singkat; 

 Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-BLUD RSUD 

diisi dengan jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-

BLUD RSUD untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan; 

 Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah 

diterbitkan/ditetapkan untuk BLUD RSUD. Masing-masing 

ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan 

jumlah dana yang disediakan lewat SPD diisikan dalam 

kolom-kolom yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang 

pernah diterbitkan dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda 

II. ………); 

 Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp. ………) 

diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-

SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-BLUD RSUD untuk satu tahun 

anggaran dengan jumlah total dana yang telah di-SPD-kan; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UP diisi 

dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk 

keperluan UP; 



 

 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan GU diisi 

dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk 

keperluan GU; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS 

Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan dana yang 

telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran 

gaji dan tunjangan; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS 

Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan dana yang telah 

dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran ke 

pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa; 

 Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai point 

9) dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda III. 

Rp. ……….; 

 Pada tempat dengan tanda II-III. Rp. ……… diisikan jumlah 

hasil pengurangan dana seluruh SPD degan dana yang telah 

di-SP2D-kan; 

 Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan 

tempat penerbitan SPP; 

 Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan 

nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi 

dengan NIP bendahara pengeluaran. 

 Di bawah tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

diisi dengan nama jelas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

dan di bawah nama diisi dengan NIP Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan. 

2. Penerbitan SPM. 

a. Setiap SPP yang memenuhi persyaratan dinyatakan lengkap 

dan benar akan dibuatkan rancangan SPM oleh PPK-BLUD 

RSUD untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan Direktur 

selaku Pemimpin BLUD RSUD, penerbitan SPM paling lama 2 

(dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPP; 

b. Apabila SPP dinyatakan tidak lengkap, PPK-BLUD RSUD 

akan menerbitkan surat penolakan penerbitan SPM yang 

ditandatangani oleh pejabat keuangan dan selanjutnya 

diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk dilakukan 

penyempurnaan, penolakan penerbitan SPM  paling lambat 1 

(satu) hari sejak SPP diterima; 

c. SPM yang telah diterbitkan, untuk selanjutnya disampaikan 

kepada Direktur selaku Pemimpin  BLUD RSUD untuk 

penerbitan SP2D; 

d. Penatausahaan penerbitan/pengeluaran perintah membayar 

sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh PPK-BLUD 

RSUD; 

e. Setelah tahun anggaran berakhir, Direktur selaku Pemimpin 

BLUD RSUD dilarang menerbitkan SPM yang membebani 

tahun anggaran berkenaan; 

f. Pembayaran atas beban anggaran belanja BLUD RSUD 

dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar 

(SPM-UP/SPM-GU/ dan SPM-LS). 

g. Penerbitan SPM-UP/SPM-GU 



 

 

1) PPK-BLUD RSUD menerima SPP-UP/SPP-GU yang 

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 

2) PPK-BLUD RSUD meneliti kelengkapan dokumen SPP-

UP/SPP-GU; 

3) PPK-BLUD RSUD mencatat SPP-UP/SPP-GU yang 

diterima kedalam register SPP-UP/SPP-GU; 

4) Batas waktu antara penerimaan SPP-UP/SPP-GU/SPP-LS 

dan penerbitan SPM-UP/SPM-GU/SPM-LS, selambat-

lambatnya 2 (hari) kerja; 

5) Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku Pejabat 

Keuangan menandatangani SPM, menerbitkan SPM-

UP/SPM-GU paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung 

sejak diterimanya pengajuan SPP-UP/SPP-GU yang 

dinyatakan lengkap dan benar; 

6) PPK-BLUD RSUD mencatat penerbitan SPM-UP/SPM-GU 

yang diterima ke dalam Register Penerbitan SPM; 

7) PPK-BLUD RSUD mencatat penolakan SPM-UP/SPM-GU 

yang diterima ke dalam Register Penolakan SPP; 

8) Penerbitan SPM-UP/SPM-GU terdiri dari 3 (tiga) lembar : 

a) Lembar 1 dikirim ke pejabat yang menangani tugas 

perbendaharaan BLUD RSUD; 

b) Lembar 2 untuk bendahara pengeluaran; 

c) Lembar 3 untuk arsip PPK-BLUD RSUD. 

9) PenerbitanSPM-LS terdiri dari 4 lembar : 

a) Lembar 1 dikirim ke Sub Bag Perbendaharan BLUD 

RSUD; 

b) Lembar 2 untuk Bendahara Pengeluaran; 

c) Lembar 3 untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu; 

d) Lembar 4 untuk arsip PPK-BLUD RSUD. 

h. Penerbitan SPM-LS. 

1) PPK-BLUD RSUD menerima SPP-LS untuk pengadaan 

barang/jasa maupun belanja tidak lansung yang diajukan 

oleh Bendahara Pengeluaran; 

2) PPK-BLUD RSUD mencatat SPP-LS yang diterima ke 

dalam Register SPP; 

3) PPK-BLUD RSUD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS, 

jika kelengkapan dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap 

dan benar, PPK-BLUD RSUD menyiapkan SPM-LS untuk 

ditandatangani oleh Pejabat Keuangan atau pejabat yang 

diberi wewenang untuk menandatangani SPM; 

4) Jika kelengkapan dokumen SPP-LS dinyatakan tidak 

lengkap dan/atau tidak sah, maka PPK-BLUD RSUD 

menolak menerbitkan SPM-LS dan selanjutnya 

mengembalikan SPP-LS paling lambat 1 (satu) hari kerja 

terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP kepada 

Bendahara Pengeluaran untuk dilengkapi dan diperbaiki; 

5) Wakil Direktur Umum dan Keuangan selaku Pejabat 

Keuangan menandatangani SPM, menerbikan SPM-LS 

paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak 

diterimanya pengajuan SPP yang dinyatakan lengkap dan 

benar; 



 

 

6) PPK-BLUD RSUD mencatat penerbitan SPM-LS ke dalam 

Register Penerbitan SPM; 

7) PPK-BLUD RSUD mencatat penolakan penerbitan SPM-LS 

yang diterima ke dalam Register Penolakan SPM; 

8) Penerbitan SPM-LS rangkap 3 (tiga) lembar untuk : 

a) Lembar 1 dan 2 dikirim ke Pejabat yang menangani 

tugas perbendaharaan; 

b) Lembar 2 dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran 

setelah diberi cap, tanggal dan nomor yang diterima 

oleh Sub. Bag. Perbendaharaan, lembar 3 sebagai arsip 

PPK-BLUD RSUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Format Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Penolakan 

Penerbitan SPM, dan dokumen-dokumen pendukungnya adalah 

sebagai berikut: 

 

1) Surat Perintah Membayar (SPM) 

 
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BLUD RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) 

TAHUN ANGGARAN ……….. 

 

Format : 

UP/GU/LS*) 

      Nomor SPM : …………………………… 

 
(Diisi oleh PPk-BLUD RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN 

WONOGIRI) 
 

 

WADIR UMUM DAN KEUANGAN SELAKU 

PEJABAT KEUANGAN 

BLUD RSUD dr SOEDIRAN MANGUN 

SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

 

Supaya menerbitkan SP2D kepada : 

Potongan-potongan : 

 

 Rekanan : …………………………………… 
No

. 

Uraian 

(No. Rekening) 
Jumlah 

Keteran

gan 
 

 
Bendahara Pengeluaran/Pihak Ketiga*) 

…………………… 
1. 

Iuran Wajib 

Pegawai Negeri 
   

 
Nomor Rekening Bank : 

………………………………….… 
2. 

Tabungan 

Perumahan 

Pegawai 

   

 
NPWP : 

........................................................................ 
3. …………………..    

 
Dasar Pembayaran/No. dan Tanggal SPD : 

……................ 
     

 Untuk Keperluan :…………………………………………..      

 ……………………………………………………………….      

 1. Belanja Tidak Langsung**)  
Jumlah 

Potongan 

Rp. 

……….. 
  

 2. Belanja Langsung**)  Informasi : (tidak mengurangi jumlah 

pembayaran SPM) 

 

 Pembebanan pada Kode Rekening :   

 (Kode Rekening) : ……… Rp. …………… 
No

. 
Uraian Jumlah 

Keteran

gan 
 

 (Kode Rekening) : ……… Rp. …………… 1. PPN    

 (Kode Rekening) : ……… Rp. …………… 2. PPH    

 (Kode Rekening) : ……… Rp. ……………      

 (Kode Rekening) : ……… Rp. ……………  Jumlah 
Rp. 

………… 
  

 (Kode Rekening) : ……… Rp. …………… Jumlah SPM  
Rp. 

………… 
 

 (Kode Rekening) : ……… Rp. …………… 
Uang sejumlah  : 

……………………………………………………….. 
 

 (Kode Rekening) : ……… Rp. ……………  ………….………., tanggal ……………. 

Wadir Umum dan Keuangan  BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 (Kode Rekening) : ……… Rp. ……………   

 (Kode Rekening) : ……… Rp. ……………   

 Jumlah SPP yang Diminta Rp. ……………   

   (………………..)   

 
Nomor dan tanggal SPP : ………… dan 

………………… 
  

 *)   Coret yang tidak perlu   

 **) Pilih yang sesuai   

 SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel   

        

 

Keterangan: 

 Bendahara/Pihak ketiga diisi dengan nama bendahara 

pengeluaran/pihak ketiga; 

 Nomor rekening bank diisi dengan nomor rekening 

bendahara pengeluaran/pihak ketiga; 

 Dasar pembayaran diisi dengan nomor dan tanggal SPD; 

 Keperluan diisi dengan keperluan penerbitan SPM; 



 

 

 Pembebanan kode rekening diisi dengan perincian kode 

rekening, nama rekening beserta jumlahnya; 

 Jumlah SPP diisi dengan jumlah SPP yang diajukan; 

 Nomor dan tanggal SPP diisi dengan nomor dan tanggal SPP 

yang diajukan; 

 Iuran Wajib Pegawai Negeri diisi dengan jumlah iuran wajib 

pegawai negeri jika ada; 

 Tabungan perumahan pegawai diisi dengan jumlah tabungan 

perumahan pegawai, PPN dan PPH diisi dengan jumlah PPN 

dan PPH. 

 

2) Surat Penolakan Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) 

 
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM 

 

 

 

 

Nomor 

Lampiran 

Perihal  

 

 

: 

: 

: 

 

 

……………. 

……………. 

……………. 

...................., tanggal ……………. 

 

Kepada Yth, 

Bendahara/PPTK …………………… 

…………………………………………… 

di ……………………………………….. 

 

Bersama ini, terlampir Surat Permintaan Pembayaran Uang 

Persediaan/Ganti Uang dan Langsung (SPP-UP/GU/LS) Saudara Nomor:……. tanggal 

………. tahun ………. dikembalikan karena tidak memenuhi syarat untuk diproses. 

Adapun kekurangannya sebagai berikut: 

 

1. ………………………………………………………………………………………………………….. 

      ……………………………………………………………………………...………………………….. 

2. ……………………………………………………………………………...………………………….. 

      ……………………………………………………………………………...………………………….. 

3. ……………………………………………………………………………...………………………….. 

      ……………………………………………………………………………...………………………….. 

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

 

 

Mengetahui: 

Direktur BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

Selaku Pemimpin BLUD 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

………………., tanggal …………….…… 

 

PPK-BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

Pengeluaran BLUD RSUD 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  

REGISTER PENERIMAAN LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 

 
No. 

Urut 
Tanggal Jumlah SPJ Uraian Keterangan 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

 

 

Mengetahui: 

Wadir Umum dan Keuangan BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

Selaku Pejabat Keuangan  

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 …………..……., tanggal ………………… 

 

 

 

PPK-BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4) Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

Pengeluaran BLUD RSUD 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

REGISTER PENGESAHAN LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 

 
No. 

Urut 
Tanggal Pengeluaran Uraian Keterangan 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Mengetahui: 

Direktur BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

Selaku Pemimpin BLUD 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 …………..……., tanggal ………………… 

 

PPK-BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 



 

 

5) Register Penolakan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 

Pengeluaran BLUD RSUD 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

REGISTER PENOLAKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

BENDAHARA PENGELUARAN 

 
No. 

Urut 
Tanggal Jumlah SPJ Uraian Keterangan 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Mengetahui: 

Direktur BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

Selaku Pemimpin BLUD 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 …………..……., tanggal ………………… 

 

PPK-BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6). Register Surat Perintah Membayar (SPM) 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

REGISTER SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

 

No. 

Urut 

Tanggal 

& Nomor 

Nomor SPP 

Uraian 

Jumlah SPP (Rp.) 

UP GU 
LS 

UP GU 
LS 

Gaji Barang & Jasa Gaji Barang & Jasa 

1 2 3 4 5 

           

           

           

           

           

 
 

Mengetahui: 

Wadir Umum dan Keuangan BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

Selaku Pejabat Keuangan  

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 …………..……., tanggal ………………… 

 

PPK-BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

 

 



 

 

7). Register Surat Penolakan Penerbitan SPM 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

REGISTER SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

 

No. 

Urut 

Tanggal 

& Nomor 

Nomor SPP 

Uraian 

Jumlah SPP (Rp.) 

UP GU 
LS 

UP GU 
LS 

Gaji Barang & Jasa Gaji Barang & Jasa 

1 2 3 4 5 

           

           

           

           

           

           

 
 

Mengetahui: 

Wadir Umum dan Keuangan BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

Selaku Pejabat Keuangan 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP.NIP. 

 …………..……., tanggal ………………… 

 

PPK-BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP.NIP. 



 

 

8) Surat Penolakan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

SURAT PENOLAKAN PENGESAHAN 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ) 

 

 

 

 

Nomor 

Lampiran 

Perihal  

 

 

: 

: 

: 

 

 

……………. 

……………. 

……………. 

…………..……., tanggal ………………… 

 

Kepada Yth, 

Bendahara Pengeluaran ……………...… 

………………………………………….……… 

di ……………………………………………… 

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPJ Saudara pada periode 

………. tanggal ………. bulan ………. tahun ………. ditemukan kesalahan sebagai 

berikut: 

1. ………………………………………………………………………………………………………….. 

      …………………………………………………………………………………………………………. 

2. …………………………………………………………………………………………………….……. 

      …………………………………………………………………………………………………..……… 

3. ……………………………………………………………………………………………………..…… 

      ………………………………………………………………………………………………………….. 

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

 

 

 

Mengetahui: 

Direktur BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

Selaku Pemimpin BLUD 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

…………..……., tanggal ………………… 

 

PPK-BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

3. Penggunaan Dana. 

a. PPK-BLUD RSUD menerima SP2D (lembar 2) yang dibubuhi 

cap telah diterbitkan SP2D tanggal dan nomor; 

b. PPK-BLUD RSUD mencatat SP2D yang telah diterima dalam 

Register SP2D; 

c. PPK-BLUD RSUD menyerahkan SP2D ke Bendahara 

Pengeluaran; 

d. Bendahara Pengeluaran mencatat SP2D yang diterima ke 

dalam Register SP2D; 

e. Bendahara Pengeluaran (atau pihak ketiga) menerima 

transfer uang ke rekeningnya dari Bank pemegang kas BLUD 

RSUD; 

f. Bendahara Pengeluaran mencatat transfer/penerimaan ke 

dalam buku kas umum disisi penerimaan; 

g. Bendahara Pengeluaran mencatat ke dalam buku 

simpanan/bank (jika pembebanan uang persediaan/ganti 

uang); 

 



 

 

h. Bendahara Pengeluaran mencatat pengeluaran ke dalam 

buku kas umum disisi pengeluaran; 

i. Bendahara Pengeluaran mencatat pengeluaran kas ke dalam 

buku kas umum dan buku panjar, jika uang yang 

dikeluarkan belum disertai bukti transaksi; 

j. Bendahara Pengeluaran mencatat pemotongan dan 

penyetoran pajak kedalam buku pajak. 

Jika ada Bendahara Pengeluaran Pembantu : 

a. Bendahara Pengeluaran menyerahkan uang muka 

kerja/panjar kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu; 

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima uang dan 

mencatat dalam buku kas pengeluaran pembantu disisi 

penerimaan; 

c. Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pengeluaran 

kas ke dalam buku kas pengeluaran pembantu disisi 

pengeluaran. 

4. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana. 

a. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib 

mempertanggungjawabkan penggunaan dana UP/GU kepada 

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang melalui PPK-BLUD 

RSUD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya; 

b. Dokumen yang digunakan dalam penatausahaan 

pertanggungjawaban pengeluaran mencakup: 

1) Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban 

Pengeluaran (SPJ); 

2) Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban 

Pengeluaran (SPJ); 

3) Surat Penolakan Laporan Pertanggungjawaban 

Pengeluaran (SPJ); 

4) Register Penolakan Laporan Pertanggungjawaban 

Pengeluaran (SPJ); 

5) Register Penutupan Kas. 

c. Dokumen laporan pertanggungjawaban meliputi : 

1) Buku Kas Umum; 

2) Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai 

dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas 

pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum 

dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek 

dimaksud; 

3) Buku atas penyetoran PPh/PPN ke kas Negara; 

4) Laporan Penutupan Kas Bulanan. 

d. Buku kas umum ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan 

dan persetujuan pengguna anggaran/pengguna barang; 

e. Dalam hal laporan pertanggungjawabn telah sesuai, 

pengguna anggaran/pengguna barang menerbitkan surat 

pengesahan laporan pertanggungjawaban; 

f. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun 

anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan 

Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember; 

g. Dalam melakukan verifikasi atas laporan 

pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-BLUD RSUD : 



 

 

1. Meneliti kelengkapan dokumen laporan 

pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti 

pengeluaran yang dilampirkan; 

2. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per 

rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per 

rincian obyek; 

3. Menghitung pengenaan PPh/PPN per rincian obyek; 

4. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang 

diterbitkan periode sebelumnya. 

h. Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan 

buku pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran 

beban langsung kepada pihak ketiga; 

i. Bendahara pengeluaran pada BLUD RSUD wajib 

mempertanggungjawabkan secara fungsional atas 

pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran 

kepada Direktur BLUD RSUD paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya; 

j. Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran 

secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat 

pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh Direktur 

selaku Pemimpin BLUD; 

k. Direktur BLUD RSUD melakukan pemeriksaan kas yang 

dikelola Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 

(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; 

l. Bendahara Pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang 

dikelola bendahara pengeluaran pembantu sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; 

m. Pemeriksaan kas dituangkan dalam berita acara pemeriksaan 

kas yang disertai dengan register penutupan kas; 

n. Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran 

dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat 

elektronik lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Format, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan 

dokumen-dokumen pendukungnya adalah sebagai berikut: 

 

1) Buku Kas Umum (BKU) 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

BUKU KAS UMUM 

BENDAHARA PENGELUARAN 

 

No. Tanggal Uraian 
Kode 

Rekening 

Penerimaan 

(Rp.) 
Pengeluara

n (Rp.) 
Saldo 

       

       

       

       

       

       

Jumlah bulan ini    

Jumlah s/d bulan lalu    

Jumlah s/d bulan ini    

 
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. …………… 

(………………………………. dengan huruf) 

terdirin dari : 

- Tunai  : ………. 

- Saldo Bank  : ………. 

- Surat Berharga : ………. 

 
 

Mengetahui/Menyetujui: 

 …………..……., tanggal ………………… 

 

Wadir Umum dan Keuangan BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

Selaku Pejabat Keuangan 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 Bendahara Pengeluaran BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

Keterangan: 

 Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi BKU 

Bendahara Pengeluaran (dimulai dari nomor 1 dst). Nomor 

urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan 

pencatatan (apabila suatu transaksi menghasilkan dua atau 

lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan 

seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi yang 

pertama kali dicatat); 

 Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi; 

 Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi; 

 Kolom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening. 

Kolom ini diisi hanya untuk transaksi belanja; 

 Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah transaksi 

penerimaan; 



 

 

 Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah transaksi 

pengeluaran; 

 Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo akumulasi; 

 Kas di Bendahara Pengeluaran diisi dengan nilai yang 

tercantum pada kolom saldo pada saat penutupan akhir 

bulan. Kas di Bendahara pengeluaran dapat berupa kas 

tunai atau simpanan di bank *) 

 Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara 

Pengeluaran dan Pejabat Keuangan disertai nama jelas*) 

 

*) Diisi hanya pada saat penutupan diakhir bulan untuk 

keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran. 

 



 

 

2) Buku Pembantu Kas Tunai 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI 

BENDAHARA PENGELUARAN 

 

Tanggal No. BKU Uraian 
Penerimaan 

(Rp.) 
Pengeluara

n (Rp.) 
Saldo 

      

      

      

      

      

      

 

 
 

Mengetahui: 

 …………..……., tanggal ………………… 

 

Wadir Umum dan Keuangan BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

Selaku Pejabat Keuangan 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 Bendahara Pengeluaran BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

Keterangan: 

 Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau 

pengeluaran tunai bendahara pengeluaran; 

 Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau 

pengeluaran tunai pada BKU; 

 Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau 

pengelauran tunai; 

 Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan 

tunai; 

 Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran 

tunai; 

 Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo kas tunai; 

 Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara 

Pengeluaran dan Pejabat Keuangan disertai nama jelas*) 

 

*) Diisi hanya pada saat penutupan diakhir bulan untuk 

keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3) Buku Pembantu Pajak 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

BUKU PEMBANTU PAJAK 

BENDAHARA PENGELUARAN 
 

Tanggal No. BKU Uraian 
Penerimaan 

(Rp.) 
Pengeluara

n (Rp.) 
Saldo 

      

      

      

      

      

      

 

 
 

Mengetahui: 

 …………..……., tanggal ………………… 

 

Wadir Umum dan Keuangan BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

Selaku Pejabat Keuangan 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 Bendahara Pengeluaran BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

Keterangan: 

 Kolom tanggal diisi dengan tanggal pemotongan atau 

penyetoran pajak; 

 Kolom No. BKU diisi dengan nomor pemotongan atau 

penyetoran pajak pada BKU; 

 Kolom uraian diisi dengan uraian pemotongan atau 

penyetoran pajak; 

 Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah pemotongan 

pajak; 

 Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah penyetoran 

pajak; 

 Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo pemotongan atau 

penyetoran pajak; 

 Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara 

Pengeluaran dan Pejabat Keuangan disertai nama jelas*) 

 

*) Diisi hanya pada saat penutupan diakhir bulan untuk 

keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4) Buku Pembantu Panjar 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

BUKU PEMBANTU PANJAR 

BENDAHARA PENGELUARAN 

 

Tanggal No. BKU Uraian 
Penerimaan 

(Rp.) 
Pengeluaran 

(Rp.) 
Saldo 

      

      

      

      

      

      

 
 

Mengetahui: 

 …………..……., tanggal ………………… 

 

Wadir Umum dan Keuangan BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

Selaku Pejabat Keuangan 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 Bendahara Pengeluaran BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

Keterangan: 

 Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau 

pertanggungjawaban panjar; 

 Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau 

pertanggungjawaban panjar pada BKU; 

 Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau 

pertanggungjawaban panjar; 

 Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah SPJ panjar; 

 Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pemberian 

panjar; 

 Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo sisa panjar yang 

masih berada pada PPTK; 

 Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara 

Pengeluaran dan Pejabat Keuangan disertai nama jelas*) 

 

*) Diisi hanya pada saat penutupan diakhir bulan untuk 

keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5) Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN 

WONOGIRI 

BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA 

BENDAHARA PENGELUARAN/ 

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU 

 

SKPD    : 

Kode Rekening  : 

Nama rekening  : 

Jumlah Anggaran (DPA) : Rp. ………. 

Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp. ………. 

Tgl 
No. 

BKU 
Uraian Belanja LS 

Belanja 

UP/GU 
Jumlah 

      

      

      

      

      

      

Jumlah bulan ini    

Jumlah s/d bulan lalu    

Jumlah s/d bulan ini    

 

 

 

Mengetahui: 

 …………..…., tanggal ………………… 

 

Wadir Umum dan Keuangan BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

Selaku Pejabat Keuangan 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 Bendahara Pengeluaran BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

 

 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

Keterangan: 

 Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan, kode 

rekening, nama rekening, jumlah anggaran dan tahun 

anggaran; 

 Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran; 

 Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut BKU Bendahara 

Pengeluaran 

 Kolom uraian diisi dengan uraian belanja; 

 Kolom belanja LS diisi dengan jumlah rupiah belanja 

menggunakan SPP LS; 

 Kolom belanja UP/GU diisi dengan jumlah rupiah belanja 

menggunakan SPP UP/GU; 

 Kolom Jumlah diisi akumulasi dari setiap transaksi belanja 

UP/GU dan LS; 



 

 

 Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara 

Pengeluaran dan Pejabat Keuangan disertai nama jelas*) 

 

*) Diisi hanya pada saat penutupan diakhir bulan untuk 

keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran. 

 

6) Nota Pencairan Dana (NPD) 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

NOTA PENCAIRAN DANA 

NOMOR … TAHUN …… 

 
BENDAHARA PENGELUARAN 

SKPD: 

Supaya mencairkan dana kepada 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

Program 

Kegiatan 

Nomor DPA/DPAL/DPPA-BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun 

Sumarso KaBUPATEN Wonogiri 

Tahun Anggaran 

Jumlah dana yang diminta 

: 

: 

: 

: 

: 

 

 

: 

: 

   

(terbilang ………………………………………………………………………………………..) 

Pembebanan pada kode rekening: 

No. 

Urut 

Kode 

Rekening 
Uraian Anggaran 

Akumulasi 

Pencairan 

Sebelumny

a 

Pencairan 

Saat Ini 

Sisa 

Anggaran 

       

       

       

       

JUMLAH     

Potongan-potongan: 

       

PPN : Rp. 

PPh pasal 21/22/23 : Rp. 

Jumlah yang diminta 

Potongan 

Jumlah yang dibayarkan 

(terbilang ………………………………………………………………………………………...) 

 

 

Mengetahui; 

Wadir Umum dan Keuangan BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

Selaku Pejabat Keuangan 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

….…………..……., tanggal ………………..…… 

 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

 

 

 



 

 

7). Register SPP/SPM/SP2D 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

REGISTER SPP/SPM/SP2D 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

 

 

No 
Jenis 

UP/GU/LS 

SPP SPM SP2D 
Uraian Jumlah Keterangan 

Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

 
….…………..……., tanggal ………………..…… 

Bendahara Pengeluaran BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

Keterangan: (pengisian Register SPP, SPM dan SP2D) 

 Kolom 1 diisi dengan nomor urut; 

 Kolom 2 diisi dengan jenis pengeluaran dengan UP/GU/LS; 

 Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP; 

 Kolom 4 diisi dengan nomor SPP yang diajukan; 

 Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait 

pengajuan SPP pada kolom sebelumnya; 

 Kolom 6 diisi dengan nomor SPM yang diterbitkan; 

 Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan 

penerbitan SPM pada olom sebelumnya; 

 Kolom 8 diisi dengan nomor SP2D yang diterbitkan; 

 Kolom 9 diisi dengan uraian pengajuan; 

 Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan; 

 Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperlukan; 

 Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara 

Pengeluaran disertai nama jelas dan di bawah nama jelas 

diisi dengan NIP Bendahara Pengeluaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8). Laporan Pertanggungjawaban UP 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WO0NOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN (UP) 

BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN 

PEMBANTU 

 

Tahun Anggaran : 

 
Kode Rekening Uraian Jumlah 

            

            

            

            

            

            

Total  

Uang Persediaan Awal Periode  

Uang Persediaan Akhir Periode  

 

 
….…………., tanggal ……………..…… 

Bendahara Pengeluaran BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

 

Keterangan: 

 Judul diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan; 

 Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening mulai dari 

kode rekening kegiatan, belanja sampai dengan rincian 

obyek; 

 Kolom uraian diisi dengan uraian nama kegiatan dan belanja 

sampai dengan rincian obyek; 

 Kolom jumlah diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode 

rekening setiap rincian obyek belanja; 

 Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara 

Pengeluaran disertai nama jelas dan di bawah nama jelas 

diisi dengan NIP Bendahara Pengeluaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9). Laporan Penutupan Kas Bulanan 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN 

Bulan ………. Tahun ………. 

 
Kepada Yth. 

…………………. 

…………………. 

Di Tempat 

 

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Wonogiri No … tahun 2016 tentang 

Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), 

bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di 

Bendahara Pengeluaran SKPD ……………… adalah sejumlah Rp. ……………… dengan 

perincian sebagai berikut: 

 

A. Kas di Bendahara Pengeluaran 

A.1. Saldo awal bulan tanggal …  Rp. ………………… 

A.2. Jumlah Penerimaan   Rp. ………………… 

A.3. Jumlah Pengeluaran   Rp. ………………… 

A.4. Saldo Akhir bulan tanggal …  Rp. ………………… 

Saldo akhir bulan tanggal … terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. …………… 

dan saldo di bank sebesar Rp. ………………… 

B. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu 

B.1. Saldo awal bulan tanggal …  Rp. ………………… 

B.2. Jumlah Penerimaan   Rp. ………………… 

B.3. Jumlah Pengeluaran   Rp. ………………… 

B.4. Saldo Akhir bulan tanggal …  Rp. ………………… 

Saldo akhir bulan tanggal … terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp. …………… 

dan saldo di bank sebesar Rp. ………………… 

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran 

C.1. Saldo di Kas Tunai   Rp. ………………… 

C.2. Saldo di Bank    Rp. ………………… 

C.3. Saldo total    Rp. ………………… 

 

 

………………., tanggal …………. 

Bendahara Pengeluaran BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun 

Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 
Tanda Tangan 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10). Laporan Pertanggungjawaban Administratif 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 

(SPJ BELANJA) 
SKPD    : 1) 

Pengguna Anggaran  : 2) 

Bendahara Pengeluaran  : 3) 

Tahun Anggaran  : 4) 

Bulan    : 5) 

Kode 

Rekening 
Uraian 

Jumlah 

Anggaran 

SPJ LS-Gaji SPJ LS-Barang Jasa SPJ UP/GU Jumlah 
Sisa Pagu 

Anggaran 
s.d Bulan 

Lalu 

Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Lalu 

Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Lalu 

Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Ini 
SPJ/Gaji//LS/GU/TU 

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14 

              

              

              

              

              

              

JUMLAH              

 Penerimaan            

* SP2D            

* Potongan Pajak            

a. PPN            

b. PPh 21            

c. PPh 22            

d. PPh 23            

* Lain-lain            

1. Askes            

2. IWP            

3. PPh. 21            

4. Taperum            

5. Lain-lain            



 

 

Jumlah Penerimaan :            

Kode 

Rekening 
Uraian 

Jumlah 

Anggaran 

SPJ LS-Gaji SPJ LS-Barang Jasa SPJ UP/GU Jumlah 
Sisa Pagu 

Anggaran 
s.d Bulan 

Lalu 

Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Lalu 

Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Lalu 

Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Ini 
SPJ/Gaji//LS/GU/TU 

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14=(3-13) 

              

              

              

JUMLAH              

 Pengeluaran            

* SPJ (LS/+UP/GU)            

* Potongan Pajak            

a. PPN            

b. PPh 21            

c. PPh 22            

d. PPh 23            

* Lain-lain            

1. Askes            

2. IWP            

3. PPh. 21            

4. Taperum            

5. Lain-lain            

Jumlah Pengeluaran :            

 Saldo             

 

Mengetahui: 

Pengguna Anggaran BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Won ogiri 

Selaku Pemimpin BLUD 

Tanda Tanda 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 ……..……., tanggal ……….…..…… 

 

Bendahara Pengeluaran BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Won ogiri 

 

 

Tanda Tanda 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 



 

 

Keterangan: 

 1) Diisi dengan BLUD RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri; 

 2) Diisi dengan nama Pengguna Anggaran; 

 3) Diisi dengan Nama Bendahara Pengeluaran; 

 4) Diisi dengan tahun anggaran APBD; 

 5) Diisi dengan bulan anggaran laporan; 

 Kolom 1 diisi dengan kode rekening; 

 Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening; 

 Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan dalam APBD atas masing-masing kode rekening; 

 Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai bulan lalu; 

 Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini; 

 Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai bulan ini; 

 Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-pihak ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai bulan lalu 

berdasarkan data PPTK; 

 Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-pihak ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini berdasarkan data 

PPTK; 

 Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-pihak ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai bulan ini berdasarkan 

data PPTK; 

 Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU sampai bulan lalu; 

 Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU bulan ini; 

 Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana UP/GU sampai bulan ini; 

 Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana LS+UP/GU sampai bulan ini; 

 Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa yang telah disetor ke Kas Daerah sampai dengan bulan lalu; 

 Jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah anggaran yang dikurangi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana 

LS+UP/GU sampai bulan ini; 

 Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Keuangan disertai nama jelas dan NIP. 

 



 

 

11). Laporan Pertanggungjawaban Fungsional 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 

(SPJ BELANJA) 

SKPD    : 1) 

Pengguna Anggaran  : 2) 

Bendahara Pengeluaran : 3) 

Tahun Anggaran  : 4) 

Bulan    : 5) 

Kode 

Rekening 
Uraian 

Jumlah 

Anggaran 

SPJ LS-Gaji SPJ LS-Barang Jasa SPJ UP/GU Jumlah 

Sisa Pagu Anggaran s.d Bulan 

Lalu 

Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Lalu 

Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Lalu 

Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Ini 
SPJ/Gaji//LS/GU/TU 

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14 

              

              

              

              

              

              

JUMLAH              

 Penerimaan            

* SP2D            

* Potongan Pajak            

a. PPN            

b. PPh 21            

c. PPh 22            

d. PPh 23            

* Lain-lain            

1. Askes            

2. IWP            

3. PPh. 21            

4. Taperum            



 

 

5. Lain-lain            

Jumlah Penerimaan :            

Kode 

Rekening 
Uraian 

Jumlah 

Anggaran 

SPJ LS-Gaji SPJ LS-Barang Jasa SPJ UP/GU Jumlah 

Sisa Pagu Anggaran s.d Bulan 

Lalu 

Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Lalu 

Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Lalu 

Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Ini 
SPJ/Gaji//LS/GU/TU 

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14=(3-13) 

              

              

              

JUMLAH              

 Pengeluaran            

* SPJ (LS/+UP/GU)            

* Potongan Pajak            

a. PPN            

b. PPh 21            

c. PPh 22            

d. PPh 23            

* Lain-lain            

1. Askes            

2. IWP            

3. PPh. 21            

4. Taperum            

5. Lain-lain            

Jumlah Pengeluaran :            

 Saldo             

 

Mengetahui: 

Wadir Umum dan Keuangan BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

Selaku Pejabat Keuangan 

 

Tanda Tanda 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 …..………, tanggal ……………………… 

 

Bendahara Pengeluaran BLUD 

RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

 

Tanda Tanda 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 



 

 

Keterangan: 

 1) Diisi dengan nama SKPD; 

 2) Diisi dengan nama Pengguna Anggaran; 

 3) Diisi dengan Nama Bendahara Pengeluaran; 

 4) Diisi dengan tahun anggaran APBD; 

 5) Diisi dengan bulan anggaran laporan; 

 Kolom 1 diisi dengan kode rekening; 

 Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening; 

 Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan 

dalam APBD atas masing-masing kode rekening; 

 Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji 

dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai bulan lalu; 

 Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji 

dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini; 

 Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji 

dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai bulan ini; 

 Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-

pihak ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai bulan lalu 

berdasarkan data PPTK; 

 Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-

pihak ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini 

berdasarkan data PPTK; 

 Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-

pihak ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai bulan ini 

berdasarkan data PPTK; 

 Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana 

UP/GU sampai bulan lalu; 

 Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana 

UP/GU bulan ini; 

 Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana 

UP/GU sampai bulan ini; 

 Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana 

LS+UP/GU sampai bulan ini; 

 Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa yang telah disetor ke Kas 

Daerah sampai dengan bulan lalu; 

 Jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah 

anggaran yang dikurangi dengan jumlah SPJ atas 

penggunaan dana LS+UP/GU sampai bulan ini; 

 Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara 

Pengeluaran dan Pejabat Keuangan disertai nama jelas dan 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. PERGESERAN ANGGARAN. 

1. Pergeseran anggaran BLUD RSUD yang dibiayai dari 

APBD/APBN dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

2. Tata cara pergeseran belanja BLUD RSUD yang dibiayai dari 

RBA BLUD RSUD diatur sebagai berikut : 

a. PPTK BLUD RSUD mengajukan permohonan untuk 

melakukan pergeseran anggaran disertai dengan alasan yang 

dapat dipertanggungjawabkan kepada Direktur BLUD RSUD 

melalui Pejabat Keuangan; 

b. Permohonan tersebut dikaji oleh Pejabat Keuangan, Pejabat 

Teknis dan PPK untuk menentukan pergeseran anggaran 

tersebut dapat disetujui atau tidak. Apabila pergeseran 

tersebut disetujui, maka Direktur BLUD RSUD memberikan 

surat persetujuan pergeseran anggaran dimaksud kepada 

PPTK yang bersangkutan, selanjutnya pergeseran anggaran 

tersebut dituangkan dalam perubahan RBA dan disampaikan 

kepada PPKD. Apabila pergeseran anggaran tersebut ditolak 

maka penolakan tersebut diberitahukan kepada PPTK yang 

bersangkutan. Setelah penetapan peraturan daerah tentang 

APBD Perubahan, tidak diperkenankan adanya pergeseran 

anggaran. 

c. Pergeseran obyek belanja BLUD dapat dilakukan sebelum 

dan setelah perubahan APBD sepanjang tidak merubah 

plafon jenis belanja sebagaimana dalam APBD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D. PERUBAHAN ANGGARAN 

Format DPPA-SKPD adalah sebagai berikut: 

1. Sampul/halaman depan 

 
 

KABUPATEN WONOGIRI 

 

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN 

WONOGIRI 

TAHUN ANGGARAN ………. 

 

Kode Nama Formulir 

DPPA-BLUD RSUD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran BLUD RSUD dr 

Soediran Mangun Sumarso  

DPPA-BLUD RSUD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran Pendapatan 

BLUD RSUD dr Soediran Mangun 

Sumarso 

DPPA-BLUD RSUD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran Belanja Tidak 

Langsung BLUD RSUD dr Soediran 

Mangun Sumarso 

DPPA-BLUD RSUD 2.2 Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran Belanja 

Langsung menurut Program dan 

Kegiatan BLUD RSUD dr Soediran 

Mangun Sumarso 

DPPA-BLUD RSUD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran Belanja 

Langsung Program dan per Kegiatan 

BLUD RSUD dr Soediran Mangun 

Sumarso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan BLUD RSUD 

(DPPA-BLUD RSUD) 

 
 Halaman : ………….. 

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 

BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

Tahun Anggaran ….. 

Formulir 

DPPA-BLUD RSUD 

Kabupaten Wonogiri 

Tahun Anggaran ….. 

Urusan Pemerintahan : x.xx ……………………...  

Organisasi : x.xx.xx ……………………...  

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran  

BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri 

Kode 

Rekening 
Uraian 

Jumlah (Rp) 
Bertambah/ 

(Berkurang) 

Sebelum 

Perubahan 

Setelah 

Perubahan 
(Rp) % 

1 2 3 4 5 6 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran 

BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso KAbupaten Wonogiri per triwulan 

No Uraian 
Triwulan 

Jumlah 
I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6 

1 Pendapatan      

2.1 Belanja Tidak Langsung      

2.2 Belanja Langsung      

       

……….., tanggal …………… 

Menyetujui 

Sekretaris Daerah, 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

Keterangan: 

Formulir DPPA-BLUD RSUD merupakan ringkasan anggaran 

BLUD RSUD yang sumber datanya berasal dari peringkasan 

jumlah pendapatan menurut kelompok dan jenis pendapatan 

yang diisi dalam formulir DPPA-BLUD RSUD 1, jumlah belanja 

tidak langsung menurut kelompok dan jenis belanja yang diisi 

dalam formulir DPPA-BLUD RSUD 2.1, dan penggabungan dari 

seluruh jumlah kelompok dan jenis belanja langsung yang diisi 

dalam setiap formulir DPPA-BLUD RSUD 2.2.1. 

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang 

direncanakan; 

2. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan daerah dan nama urusan pemerintahan daerah 

yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi BLUD RSUD; 



 

 

3. Organisasi diisi dengan nomor kode BLUD RSUD dan nama 

BLUD RSUD; 

4. Kolom 1 diisi dengan nomor kode rekening 

pendapatan/nomor kode rekening belanja; 

5. Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan dimulai 

dari kode rekening anggaran 

pendapatan/belanja/pembiayaan, diikuti dengan masing-

masing koder rekening kelompok 

pendapatan/belanja/pembiayaan dan diakhiri dengan kode 

rekening jenis pendapatan/belanja/pembiayaan; 

6. Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan/belanja: 

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian 

pendapatan, selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok 

dan setiap uraian kelomok diikuti dengan uraian jenis 

pendapatan yang dipungut atau diterima oleh satuan kerja 

perangkat daerah sebagaimana dianggarkan dalam 

formulir DPPA-BLUD RSUD 1;. 

b. Untuk belanja diawali dengan pencantuman uraian 

belanja, selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke 

dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. 

Dalam kelompok belanja tidak langsung diuraikan jenis-

jenis belanja sesuai dengan yang tercantum dalam 

formulir DPPA-BLUD RSUD 2.1. 

Dalam kelompok belanja langsung diuraikan jenis-jenis 

belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir 

DPPA-BLUD RSUD 2.2.1. 

7. Kolom 3 diisi dengan jumlah menurut kelompok, menurut 

jenis pendapatan dan jenis belanja sebelum perubahan, 

jumlah dimaksud merupakan penjumlahan dari jumlah yang 

tercantum dari formulir DPPA-BLUD RSUD 1, formulir DPPA-

BLUD RSUD 2.1 formulir DPPA-BLUD RSUD 2.2 dan seluruh 

formulir DPPA-BLUD RSUD 2.2.1; 

8. Kolom 4 diisi dengan jumlah menurut kelompok, menurut 

jenis pendapatan dan jenis belanja setelah perubahan, jumlah 

dimaksud merupakan penjumlahan dari jumlah yang 

tercantum dari formulir DPPA-BLUD RSUD 1, formulir DPPA-

BLUD RSUD 2.1 formulir DPPA-BLUD RSUD 2.2 dan seluruh 

formulir DPPA-BLUD RSUD 2.2.1; 

9. Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan 

diperkirakan lebih besar dari jumlah anggaran belanja; 

10. Defisit diisi apabila jumlah anggaran pendapatan 

diperkirakan lebih kecil dari jumlah anggaran belanja; 

11. Rencana pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 

daerah per tri wulan diisi sebagai berikut: 

a. Baris pendapatan diisi dengan jumlah pendapatan yang 

dapat dipungut atau diterima setiap triwulan selama satu 

tahun anggaran yang direncanakan; 

b. Baris belanja tidak langsung diisi dengan jumlah belanja 

tidak langsung yang dibutuhkan setiap triwulan selama 

satu tahun anggaran yang direncanakan; 

c. Baris belanja langsung diisi dengan jumlah belanja 

langsung yang dibutuhkan untuk mendanai program dan 



 

 

kegiatan setiap triwulan dalam satu tahun anggaran yang 

direncanakan; 

12. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun diisi berdasarkan 

pembuatan formulir DPPA-BLUD RSUD 1, dengan 

mencantumkan nama jabatan kepala satuan kerja perangkat 

daerah; 

13. Formulir DPPA-BLUD RSUD ditandatangani oleh Sekretaris 

Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor 

induk pegawai; 

14. Formulir DPPA-BLUD RSUD dapat diperbanyak sesuai dengan 

kebutuhan; 

15. Apabila formulir DPPA-BLUD RSUD lebih dari satu halaman 

setiap halaman diberi nomor urut halaman. 

 

3. Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan 

BLUD RSUD (DPPA-BLUD RSUD 1) 

 

 
 

KABUPATEN WONOGIRI 

 

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN 

WONOGIRI 

TAHUN ANGGARAN ………. 

 

 

PENDAPATAN 

 

NO DPA BLUD RSUD : x.xx xx 00 00 4 

 

 

 

URUSAN PEMERINTAHAN : X.XX ………………………… 

ORGANISASI : X.XX.XX ………………………… 

PENGGUNA ANGGARAN/ :  

KUASA PENGGUNA   

ANGGARAN   

NAMA : ..………………………………………. 

NIP : ..………………………………………. 

JABATAN : ..………………………………………. 



 

 

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 
Formulir 

DPPA-BLUD 

RSUD 1 
Kabupaten Wonogiri 

Tahun Anggaran ….. 

Urusan Pemerintahan : x.xx …………………..   

Organisasi : x.xx.xx …………………..   

Latar belakang perubahan/dianggarkan 

pendapatan dalam perubahan APBD 

: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan 

BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso K abupaten Wonogiri 

Kode Rekening Uraian 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 
Bertambah/ 

Berkurang 

Rincian Penghitungan 

Jumlah 

Rincian Penghitungan 

Jumlah (Rp) % 
Volume Satuan 

Tarif/ 

Harga 
Volume Satuan 

Tarif/ 

Harga 

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7x9 11 = 10-6 12 

Xx Xx xx xx Xx            

Xx Xx xx xx Xx            

Xx Xx xx xx Xx            

Jumlah      

Perubahan Rencana Pendapatan per Triwulan 

 

Triwulan I 

 

Rp. ………. 

   

 

 

……….……, tanggal ………………….. 

Mengesahkan, 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

Triwulan II Rp. ……….   

Triwulan III Rp. ……….   

Triwulan IV Rp. ……….   

Jumlah Rp. ……….   

       

       

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 

1.     

dst     



 

 

Keterangan: 

Formulir DPPA-BLUD RSUD 1 sebagai formulir untuk menyusun 

rencana pendapatan atau pengeluaran BLUD RSUD dalam 

perubahan APBD tahun anggaran yang direncanakan. Oleh 

karena itu nomor kode rekening dan uraian nama kelompok, 

jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan yang dicantumkan 

dalam formulir DPPA-BLUD RSUD 1 disesuaikan dengan 

pendapatan tertentu yang akan dipungut atau pengeluaran 

tertentu dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BLUD RSUD 

sebagaimana ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Untuk memenuhi azas transparansi dan prinsip 

anggaran berdasarkan rencana pendapatan yang dianggarkan, 

pengisian rincian perhitungan tidak diperkenankan 

mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, 

pm, up, lumpsum. 

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang 

direncanakan; 

2. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan daerah dan nama urusan pemerintahan 

daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi BLUD 

RSUD; 

3. Organisasi diisi dengan nomor kode BLUD RSUD dan nama 

BLUD RSUD; 

4. Baris latar belakang perubahan/dianggarkan pendapatan 

dalam perubahan APBD diisi dengan latar belakang 

terjadinya perubahan/dianggarkannya pendapatan; 

5. Kolom 1 kode rekening diisi dengan kode rekening kelompok, 

jenis, obyek, rincian obyek pendapatan BLUD RSUD; 

6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, 

obyek dan rincian obyek pendapatan; 

7. Sebelum Perubahan: 

a. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian 

obyek pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah 

kendaraan bermotor, jumlah liter bahan bakar kendaraan 

bermotor, jumlah tingkat hunian hotel, jumlah pengunjung 

restoran, jumlah kepala keluarga, jumlah pasien, jumlah 

pengunjung, jumlah kendaraan yang memanfaatkan lahan 

parker, jumlah bibit perikanan/ pertanian/ peternakan/ 

kehutanan/ perkebunan, jumlah limbah yang diuji, jumlah 

kios/los/kaki lima, jumlah pemakaian/penggunaan sarana 

olah raga/gedung/gudang/lahan milik pemda, jumlah unit 

barang bekas milik pemerintah daerah yang dijual, jumlah 

uang yang ditempatkan pada bank tertentu dalam bentuk 

tabungan atau giro, jumlah modal yang disertakan atau 

diinvestasikan; 

b. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target 

rincian obyek yang direncanakan seperti unit, 

waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, 

ukuran isi dan sebagainya; 

c. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif pajak/retribusi atau 

harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat 



 

 

suku bunga, persentase bagian laba, atau harga atas 

penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan; 

d. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang 

direncanakan menurut kelompok, jenis, obyek, rincian 

obyek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian 

obyek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 

3 dengan kolom 5; 

8. Setelah Perubahan: 

a. Kolom 7 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian 

obyek pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah 

kendaraan bermotor, jumlah liter bahan bakar kendaraan 

bermotor, jumlah tingkat hunian hotel, jumlah pengunjung 

restoran, jumlah kepala keluarga, jumlah pasien, jumlah 

pengunjung, jumlah kendaraan yang memanfaatkan lahan 

parker, jumlah bibit perikanan/ pertanian/ peternakan/ 

kehutanan/ perkebunan, jumlah limbah yang diuji, jumlah 

kios/los/kaki lima, jumlah pemakaian/penggunaan sarana 

olah raga/gedung/gudang/lahan milik pemda, jumlah unit 

barang bekas milik pemerintah daerah yang dijual, jumlah 

uang yang ditempatkan pada bank tertentu dalam bentuk 

tabungan atau giro, jumlah modal yang disertakan atau 

diinvestasikan; 

b. Kolom 8 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target 

rincian obyek yang direncanakan seperti unit, 

waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, 

ukuran isi dan sebagainya; 

c. Kolom 9 (tarif/harga) diisi dengan tarif pajak/retribusi atau 

harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya tingkat 

suku bunga, persentase bagian laba, atau harga atas 

penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan; 

d. Kolom 10 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang 

direncanakan menurut kelompok, jenis, obyek, rincian 

obyek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian 

obyek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 

7 dengan kolom 9; 

9. Kolom 11 (bertambah/berkurang) diisi dengan selisih antara 

jumlah pendapatan sebelum perubahan (kolom 6) dengan 

jumlah pendapatan setelah perubahan (kolom 10); 

10. Kolom 12 diisi dengan besaran persentase nyaitu jumlah 

selisih pendapatan (kolom 11) dibagi dengan jumlah 

pendapatan sebelum perubahan (kolom 6) dikali 100 % (per 

seratus); 

11. Perubahan Rencana Pendapatan per triwulan diisi dengan 

jumlah pendapatan yang dapat dipungut atau diterima setiap 

ntriwulan selama tahun anggaran yang direncanakan; 

12. Pengisian setiap triwulan harus disesuaikan dengan rencana 

yang dapat dipungut atau diterima. Oleh karena itu tidak 

dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara 

membagi 4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun 

anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran 

pertriwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran 



 

 

kas dan mengendalikan likuiditas Kas Umum Daerah serta 

penerbitan SPD; 

13. Formulir DPPA-BLUD RSUD 1 merupakan input data untuk 

menyusun formulir DPPA-BLUD RSUD; 

14. Nama tempat,tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan 

pembuatan formulir DPPA-BLUD RSUD 1; 

15. Formulir DPPA-BLUD RSUD 1 ditandatangani oleh Pejabat 

Pengelola keuangan Daerah dengan mencantumkan nama 

lengkap dan nomor induk pegawai; 

16. Formulir DPPA-BLUD RSUD 1 dapat diperbanyak sesuai 

dengan kebutuhan; 

17. Apabila formulir DPPA-BLUD RSUD 1 lebih dari satu 

halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman. 

18. seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah 

menandatangani formulir DPPA-BLUD RSUD 1 yang telah 

dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan. 

 

4. Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja 

Tidak Langsung BLUD RSUD (DPPA-BLUD RSUD 2.1) 

 

 
 

KABUPATEN WONOGIRI 

 

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN 

WONOGIRI 

TAHUN ANGGARAN ………. 

 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 

 

NO DPA BLUD RSUD : x.xx xx 00 00 5 1 

 

URUSAN PEMERINTAHAN : X.XX ………………………… 

ORGANISASI : X.XX.XX ………………………… 

PENGGUNA ANGGARAN/ :  

KUASA PENGGUNA   

ANGGARAN   

NAMA : ..………………………………………. 

NIP : ..………………………………………. 

JABATAN : ..………………………………………. 



 

 

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

NOMOR DPPA SKPD 
Formulir 

DPPA-BLUD 

RSUD 1 

x.xx xx 00 00 5 1 

Kabupaten Wonogiri 

Tahun Anggaran ….. 

Urusan Pemerintahan : x.xx …………………..   

Organisasi : x.xx.xx …………………..   

Latar belakang perubahan/dianggarkan 

dalam perubahan APBD 

: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung 

BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri 

Kode Rekening Uraian 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 
Bertambah/ 

Berkurang 

Rincian Penghitungan 

Jumlah 

Rincian Penghitungan 

Jumlah (Rp) % 
Volume Satuan 

Harga 

Satuan 
Volume Satuan 

Harga 

Satuan 

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7x9 11 = 10-6 12 

Xx xx xx xx Xx            

Xx xx xx xx Xx            

Xx xx xx xx Xx            

Jumlah      

Perubahan Rencana Penarikan Dana per Triwulan 

 

Triwulan I 

 

Rp. ………. 

   

 

 

………, tanggal ……….. 

Mengesahkan, 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

Triwulan II Rp. ……….   

Triwulan III Rp. ……….   

Triwulan IV Rp. ……….   

Jumlah Rp. ……….   

       

       

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 

1.     

dst     



 

 

Keterangan: 

Formulir DPPA-BLUD RSUD 2.1 sebagai formulir untuk 

menyusun rencana pendapatan atau pengeluaran BLUD 

RSUD dalam perubahan APBD tahun anggaran yang 

direncanakan. Untuk memenuhi azas transparansi dan 

prinsip anggaran berdasarkan rencana pendapatan yang 

dianggarkan, pengisian rincian perhitungan tidak 

diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak 

terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum. 

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang 

direncanakan; 

2. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan daerah dan nama urusan pemerintahan 

daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi BLUD 

RSUD; 

3. Organisasi diisi dengan nomor kode BLUD RSUD dan 

nama BLUD RSUD; 

4. Kolom 1 kode rekening diisi dengan kode rekening 

kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan BLUD 

RSUD; 

5. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, 

jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan; 

6. Sebelum Perubahan: 

a. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa 

jumlah orang/pegawai; 

b. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari 

target rincian obyek yang direncanakan seperti 

hari/bulan/tahun; 

c. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan 

dapat berupa standar gaji/tunjangan dan tambahan 

penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan; 

d. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian 

antara jumlah volume dan harga satuan. Setiap 

jumlah uraian rincian obyek dijumlahkan menjadi 

jumlah rincian obyek belanja. Setiap jumlah rincian 

obyek pada masing-masing obyek belanja selanjutnya 

dijumlahkan menjadi obyek belanja berkenaan. 

Setiap obyek belanja pada masing-masing jenis 

belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis 

belanja. Penjumlahan dari seluruhm jenis belanja 

merupakan jumlah kelompok belanja tidak langsung 

yang dituangkan dalam formulir DPPA-BLUD RSUD. 

7. Setelah Perubahan: 

a. Kolom 7 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa 

jumlah orang/pegawai; 

b. Kolom 8 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari 

target rincian obyek yang direncanakan seperti 

hari/bulan/tahun; 

c. Kolom 9 (harga satuan) diisi dengan harga satuan 

dapat berupa standar gaji/tunjangan dan tambahan 



 

 

penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan; 

d. Kolom 10 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian 

antara jumlah volume dan harga satuan. Setiap 

jumlah uraian rincian obyek dijumlahkan menjadi 

jumlah rincian obyek belanja. Setiap jumlah rincian 

obyek pada masing-masing obyek belanja selanjutnya 

dijumlahkan menjadi obyek belanja berkenaan. 

Setiap obyek belanja pada masing-masing jenis 

belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis 

belanja. Penjumlahan dari seluruhm jenis belanja 

merupakan jumlah kelompok belanja tidak langsung 

yang dituangkan dalam formulir DPPA-BLUD RSUD. 

8. Kolom 11 (bertambah/berkurang) diisi dengan selisih 

antara jumlah belanja tidak langsung sebelum 

perubahan (kolom 6) dengan jumlah pendapatan setelah 

perubahan (kolom 10); 

9. Kolom 12 diisi dengan besaran persentase yaitu jumlah 

selisih jumlah belanja tidak langsung (kolom 11) dibagi 

dengan jumlah belanja tidak langsung sebelum 

perubahan (kolom 6) dikali 100 % (per seratus); 

10. Rencana penarikan dana belanja tidak langsung setiap 

triwulan selama tahun anggaran yang direncanakan, 

diisi dengan jumlah yang disesuaikan dengan rencana 

kebutuhan. Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian 

jumlah setiap triwulan dengan cara membagi 4 dari 

jumlah yang direncanakan dalam satu tahun anggaran. 

Keakurasian data pelaksanaan anggaran pertriwulan 

sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran kas 

dan mengendalikan likuiditas Kas Umum Daerah serta 

penerbitan SPD; 

11. Formulir DPPA-SKPD 2.1 merupakan input data untuk 

menyusun formulir DPPA-BLUD RSUD; 

12. Nama tempat,tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan 

pembuatan formulir DPPA-BLUD RSUD 2.1; 

13. Formulir DPPA-BLUD RSUD 2.1 ditandatangani oleh 

Pejabat Pengelola keuangan Daerah dengan 

mencantumkan nama lengkap dan nomor induk 

pegawai; 

14. Formulir DPPA-BLUD RSUD 2.1 dapat diperbanyak 

sesuai dengan kebutuhan; 

15. Apabila formulir DPPA-BLUD RSUD 2.1 lebih dari satu 

halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman. 

16. seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah 

menandatangani formulir DPPA-BLUD RSUD 2.1 yang 

telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan 

jabatan. 



 

 

5. Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut 

Program dan per Kegiatan BLUD RSUD (DPPA-BLUD RSUD 

2.2) 

 

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN 

WONOGIRI 
Formulir 

DPPA-BLUD RSUD 2.2 
Kabupaten Wonogiri 

Tahun Anggaran ….. 

Urusan 

pemerintahan 
: x.xx 

…………

…. 
      

Organisasi : x.xx.xx 
…………

…. 
      

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Langsung  

Berdasarkan Program dan Kegiatan 

Kode 

Progra

m/Kegi

atan 

Uraian 
Lokasi 

Kegiatan 

Target 

Kinerja 

(Kuantita

tif) 

Sum

ber 

Dana 

Jumlah (Rp) 
Bertambah/ 

(Berkurang) 

Sebelum 

Perubahan 

Setelah 

Perubah

an 

(Rp) % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=8-7 10 

            

xx  Program A          

  Kegiatan ….          

 Xx Kegiatan ….          

 Xx dst ….          

            

xx  Program B          

 Xx Kegiatan ….          

 Xx Kegiatan ….          

 Xx dst ….          

            

xx  Program ….          

 Xx Kegiatan ….          

 Xx Kegiatan ….          

 Xx dst ….          

            

xx  dst ….          

 Xx dst ….          

            

Jumlah       

     

 

………., tanggal ……….. 

Mengesahkan, 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

Keterangan: 

Formulir DPPA-BLUD RSUD 2.2 merupakan formulir 

rekapitulasi dari seluruh program dan kegiatan BLUD 

RSUD yang dikutip dari setiap formulir DPPA-BLUD RSUD 

2.2.1 

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang 

direncanakan; 

2. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan daerah dan nama urusan pemerintahan 



 

 

daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi BLUD 

RSUD; 

3. Organisasi diisi dengan nomor kode BLUD RSUD dan 

BLUD RSUD; 

4. Kolom 1 (kode program/kegiatan) diisi dengan kode 

angka program; 

5. Kolom 2 (kode program/kegiatan) diisi dengan kode 

angka kegiatan; 

6. Untuk kode angka program dan kegiatan tersebut pada 

angka 5 dan 6 sesuai dengan kebutuhan daerah; 

7. Kolom 3 (uraian) diisi dengan nama program yang 

diikuti selanjutnya dengan nama masing-masing 

kegiatan untuk mendukung terlaksananya program 

dimaksud; 

8. Kolom 4 (lokasi kegaitan) diisi dengan nama tempat atau 

lokasi dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan 

atau kecamatan; 

9. Kolom 5 (target kinerja) diisi dengan target kinerja 

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan; 

10. Kolom 6 (sumber dana) diisi dengan jenis sumber dana 

(PAD, bagi hasil, DAU, DAK, lain-lain pendapatan yang 

sah) untuk mendanai pelaksanaan program dan 

kegiatan yang direncanakan. Catatan: untuk kolom ini 

diisi oleh tim anggaran pemerintah daerah, kecuali 

apabila pendanaan untuk program kegiatan tersebut 

sumber dananya sudah pasti, seperti DAK, pinjaman 

daerah, dana darurat, bantuan khusus yang telah 

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

11. Kolom 7 (jumlah sebelum perubahan) diisi dengan 

jumlah belanja langsung sebelum perubahan menurut 

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 

tahun yang direncanakan. Jumlah program merupakan 

penjumlahan penjumlahan dari seluruh jumlah 

kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, 

sedangkan untuk jumlah setiap kegiatan merupakan 

penjumlahan dari seluruh jenis belanja untuk 

mendukung pelaksanaan masing-masing kegiata; 

12. Kolom 8 (jumlah setelah perubahan) diisi dengan jumlah 

belanja langsung setelah perubahan menurut program 

dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang 

direncanakan. Jumlah program merupakan 

penjumlahan penjumlahan dari seluruh jumlah 

kegiatan yang termasuk dalam program dimaksud, 

sedangkan untuk jumlah setiap kegiatan merupakan 

penjumlahan dari seluruh jenis belanja untuk 

mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan yang 

mengalami perubahan; 

13. Kolom 9 (bertambah/berkurang) diisi dengan jumlah 

selisih antara jumlah anggaran setelah perubahan 

dikurangi dengan jumlah anggaran sebelum perubahan; 



 

 

14. kolom 10 (persentase) diisi dengan persentase 

kenaikan/penurunan anggaran setelah perubahan 

dengan jumlah anggaran sebelum perubahan; 

15. Baris jumlah pada kolom 6, 7, 8, 9 dan 10 diisi dengan 

penjumlahan dari seluruh jumlah program yang 

tercantum dalammkolom 6, 7, 8, 9 dan 10; 

16. Formulir DPPA-SKPD 2.2 ditandatangani oleh Pejabat 

Pengelola keuangan Daerah dengan mencantumkan 

nama lengkap dan nomor induk pegawai; 

17. Formulir DPPA-SKPD 2.2 dapat diperbanyak sesuai 

dengan kebutuhan; 

18. Apabila formulir DPPA-SKPD 2.2 lebih dari satu 

halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman. 

19. Nama tempat, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan 

pembuatan formulir DPPA-SKPD 2.2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan 

per Kegiatan SKPD (DPPA-SKPD 2.2.1) 

 
 

KABUPATEN WONOGIRI 

 

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

TAHUN ANGGARAN ………. 

 

BELANJA LANGSUNG 

 

NO DPA BLUD RSUD : x.xx xx 00 00 5 2 

 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
: X.XX ……………………………….. 

ORGANISASI : X.XX.XX ……………………………….. 

PROGRAM : X.XX.XX.XX ……………………………….. 

KEGIATAN : X.XX.XX.XX.XX ……………………………….. 

LOKASI KEGIATAN : ……………………………………….………………. 

SUMBER DANA : ……………………………………….………………. 

JUMLAH ANGGARAN : Rp. ………………………………………………….. 

TERBILANG (…………………………………………..…………….) 

PENGGUNA 

ANGGARAN/ 
:  

KUASA PENGGUNA   

ANGGARAN   

NAMA : ……………………………………….………………. 

NIP : ………………………………………….……………. 

JABATAN : ………………………………………….……………. 



 

 

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

NOMOR DPPA-BLUD RSUD 

Formulir 

DPPA-BLUD RSUD 2.2.1 

x.xx xx 00 00 5 2 

Kabupaten Wonogiri 

Tahun Anggaran ….. 

Urusan Pemerintahan : x.xx ………………….. 

Organisasi : x.xx.xx ………………….. 

Program : x.xx.xx.xx ………………….. 

Kegiatan : x.xx.xx.xx.xx ………………….. 

Lokasi Kegiatan : …………………………………… 

Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam 

perubahan APBD 

: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Perubahan Indikator & tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung 

Indikator 
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 

Capaian Program     

Masukan     

Keluaran     

Hasil     

Kelompok Sasaran Kegiatan : ………. 

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri 

Kode Rekening Uraian 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/Berkurang 

Rincian Penghitungan 
Jumlah 

Rincian Penghitungan 
Jumlah (Rp) % 

Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan 

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7x9 11 = 10-6 12 

Xx xx xx xx Xx            

Jumlah      

Perubahan Rencana Penarikan Dana per Triwulan 

 

Triwulan I 

 

Rp. ………. 

   

 

 

………, tanggal ……….. 

Mengesahkan, 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

 

Tanda Tangan 

Triwulan II Rp. ……….   

Triwulan III Rp. ……….   

Triwulan IV Rp. ……….   

Jumlah Rp. ……….   



 

 

        

(Nama Lengkap) 

NIP. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 

1.     

dst     



 

 

Keterangan: 

Formulir DPPA-BLUD RSUD 2.2.1 digunakan untuk 

menyusun rencana belanja langsung dari setiap kegiatan 

yang diprogramkan. Dengan demikian apabila dalam 1 

(satu) program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan maka 

setiap kegiatan dituangkan dalam formulir DPPA-BLUD 

RSUD 2.2.1 masing-masing. Untuk memenuhi azas 

transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan rencana 

pendapatan yang dianggarkan, pengisian rincian 

perhitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan 

ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, 

lumpsum. 

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang 

direncanakan; 

2. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan daerah dan nama urusan pemerintahan 

daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi BLUD 

RSUD; 

3. Organisasi diisi dengan nomor kode BLUD RSUD dan 

nama BLUD RSUD. Kolom 1 (kode rekening) diisi 

dengan kode rekening kelompok, jenis, obyek, rincian 

obyek belanja langsung BLUD RSUD; 

4. Baris kolom program diisi dengan kode program dan 

nama program dari kegiatan yang berkenaan. Program 

merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau 

lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan 

masyarakat yang dikoordinasikan oleh BLUD RSUD 

untuk mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang 

ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran; 

5. Baris kolom kegiatan diisi dengan kode kegiatan dan 

anama kegiatan yang akan dilaksanakan; 

6. Kegiatan merupakan tindakan yang akan dilaksanakan 

sesuai dengan program yang direncanakan untuk 

memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang 

diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang 

tersedia; 

7. Baris latar belakang perubahan/dianggarkan 

pendapatan dalam perubahan APBD diisi dengan hal-

hal yang menyebabkan terjadinya perubahan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan antara lain 

apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan 

kebijakan umum APBD, pergeseran anggaran antar unit 

organisasi, antar kegiatan, antar jenis belanja, terjadi 

keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun 

sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan 

anggaran tahun anggaran berjalan serta keadaan 

darurat; 

8. Kolom tolok ukur kinerja diisi dengan tolok ukur kinerja 

dari setiap masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah 

SDM, jumlah jam kerja, jumlah peralatan/teknologi 

yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran dalam 

tahun anggaran yang direncanakan. Tolok ukur kinerja 



 

 

dari setiap keluaran diisi dengan jumlah keluaran yang 

akan dihasilkan dalam tahun anggaran direncanakan. 

Tolok ukur kinerja hasil diisi dengan manfaat yang akan 

diterima pada mas yang akan datang; 

9. Kolom target kinerja diisi dengan tingkat prestasi kerja 

yang dapat diukur pencapaiannya atas capaian 

program, masukan, keluaran dan hasil yang ditetapkan 

dalam kolom tolok ukur kinerja; 

10. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening 

kelompok, jenis, obyek, rincian obyek belanja langsung 

satuan kerja perangkat daerah; 

11. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, 

jenis, obyek dan rincian obyek belanja langsung; 

12. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa 

jumlah orang/pegawai dan barang; 

13. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target 

rincian obyek yang direncanakan seperti unit, 

waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran 

luas, ukuran isi dan sebagainya; 

14. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat 

berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs; 

15. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara 

volume dengan harga satuan. Setiap jumlah uraian 

rincian obyek dijumlahkan menjadi jumlah rincian 

obyek belanja. Setiap jumlah rincian obyek pada 

masing-masing obyek belanja selanjutnya dijumlahkan 

menjadi obyek belanja berkenaan. Setiap obyek belanja 

pada masing-masing jenis belanja kemudian 

dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. Penjumlahan 

dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok 

belanja langsung yang dituangkan dalam formulir 

DPPA-BLUD RSUD 2.2.1; 

16. Rencana penarikan dana belanja langsung setiap 

triwulan selama tahun anggaran yang direncanakan, 

diisi dengan jumlah yang disesuiakan dengan rencana 

kebutuhan mendanai pelksanaan kegiatan. Oleh karena 

itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan 

dengan cara membagi 4 dari jumlah yang direncanakan 

dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data 

pelaksanaan anggaran pertriwulan sangat dibutuhkan 

untuk penyusunan anggaran kas dan mengendalikan 

likuiditas Kas Umum Daerah serta penerbitan SPD; 

17. Formulir DPPA-BLUD RSUD 2.2.1 merupakan input 

data untuk menyusun formulir DPPA-BLUD RSUD dan 

formulir DPPA-BLUD RSUD 2.2; 

18. Formulir DPPA-BLUD RSUD 2.2.1 dapat diperbanyak 

sesuai dengan kebutuhan; 

19. Apabila formulir DPPA-BLUD RSUD 2.2.1 lebih dari satu 

halaman setiap halaman diberi nomor urut halaman. 

20. Nama tempat, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan 

pembuatan formulir DPPA-BLUD RSUD 2.2.1; 



 

 

21. Formulir DPA-BLUD RSUD 2.2.1 ditandatangani oleh 

Pejabat Pengelola keuangan Daerah dengan 

mencantumkan nama lengkap dan nomor induk 

pegawai yang bersangkutan; 

22. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir 

DPPA-BLUD RSUD 2.2.1 oleh tim anggaran pemerintah 

daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan 

oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk 

mendapatkan perhatian kepala satuan kerja perangkat 

daerah dicantumkan dalam kolom catatan hasil 

pembahasan; 

23. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah 

menandatangani formulir DPPA-BLUD RSUD 2.2.1 yang 

telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan 

jabatan. 

 

IV. AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

 

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

B. PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN. 

1. BLUD RSUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan 

keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan 

yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia 

untuk manajemen bisnis yang sehat; 

2. Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan 

menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan 

pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana; 

3. BLUD RSUD mengembangkan dan menerapkan system 

akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi 

keuangan dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD; 

4. Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan 

keuangan berbasis akrual, Pemimpin BLUD RSUD 

menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada 

standar akuntansi sesuai jenis layanannya; 

5. Kebijakan akuntansi BLUD RSUD digunakan sebagai dasar 

dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan 

dan biaya; 

6. Laporan Keuangan BLUD RSUD terdiri dari: 

a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan 

mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 

tanggal tertentu; 

b. Laporan Operasional yang berisi informasi jumlah 

pendapatan dan belanja BLUD RSUD selama satu 

periode; 

c. Laporan Arus Kas yang menyajikan informasi kas 

berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan 

aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang 

menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran 

dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan 



 

 

d. Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisi penjelasan 

naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam 

laporan keuangan. 

7. Laporan Keuangan disertai laporan kinerja yang berisikan 

informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RSUD; 

8. Laporan keuangan diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

9. Setiap triwulan BLUD RSUD dr. Soediran Mangun 

Sumarso Kabupaten Wonogiri menyusun dan 

menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas 

kepada PPKD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah 

periode pelaporan berakhir; 

10. Setiap semesteran dan tahunan BLUD RSUD dr. Soediran 

Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri wajib menyusun 

laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) lengkap yang terdiri dari Laporan Operasional, 

Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode 

pelaporan berkhir; 

11. Setiap semesteran dan tahunan BLUD RSUD wajib 

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dengan 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) lengkap yang terdiri 

dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan 

Atas Laporan Keuangan yang merupakan konfersi dari 

Laporan Keuangan SAK disertai Laporan Kinerja serta 

dilampiri Laporan Keuangan SAK kepada PPKD untuk 

dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah 

daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode 

pelaporan berakhir; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Format laporan pendapatan dan laporan keuangan adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Format Laporan Pendapatan BLUD RSUD 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN 

WONOGIRI 

LAPORAN PENDAPATAN  

TRIWULAN ………. TAHUN ….. 

 

NO URAIAN 
ANGGARAN 

DALAM DPA 

REALISASI 

S/D 

TRIWULAN 

LALU 

REALISASI 

TRIWULAN 

INI 

REALISASI 

S/D 

TRIWULAN 

INI 

LEBIH 

(KURANG) 

 Pendapatan 

BLUD 

     

 1. Jasa 

Layanan 

     

 2. Hibah      

 3. Hasil 

Kerjasama 

     

 4. 

Pendapatan 

Lain yang 

Sah 

     

 Jumlah      

 

 

Mengetahui: 

 ………, tanggal ………. 

Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah 

 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 Pemimpin BLUD  

RSUD dr. Soediran Mangun 

Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN 

WONOGIRI 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ) 

 

 

 

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. 

Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Triwulan ….. 

Tahun ….;. sebesar Rp. ………. (………………………), yang berasal 

dari pendapatan: Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan 

Pendapatan lain-lain yang sah, adalah tanggung jawab kami. 

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan 

dikelola berdasarkan system pengendalian intern yang memadai 

dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai 

dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD RSUD dr. 

Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dan bukti-bukti 

pengeluaran ada pada kami. 

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan 

pengesahan pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. Soediran 

Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri. 

 

 

 

 

………..…….., tanggal ……………..…. 

 

Pemimpin BLUD  

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Format Laporan Pengeluaran Biaya BLUD RSUD 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN 

WONOGIRI 

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA 

TRIWULAN ………. TAHUN ….. 

 

N

O 
URAIAN 

ANGGARAN 

DALAM DPA 

REALISASI 

S/D 

TRIWULAN 

LALU 

REALISASI 

TRIWULAN 

INI 

REALISASI 

S/D 

TRIWULAN 

INI 

LEBIH 

(KURANG) 

A BIAYA OPERASIONAL      

 1. Biaya Pelayanan      

     a. Biaya Pegawai      

     b. Biaya Bahan      

     c. Biaya Jasa Pelayanan      

     d. Biaya Pemeliharaan      

     e. Biaya Barang & Jasa      

     f. Biaya Pelayanan lain- 

lain 

     

 2. Biaya Umum & 

Administrasi 

     

     a. Biaya Pegawai      

     b. Biaya Adm Kantor      

     c. Biaya Pemeliharaan      

     d. Biaya Barang & Jasa      

     e. Biaya Promosi      

      f. Biaya Umum & Adm 

lain-lain 

     

B BIAYA NON OPERASIONAL      

     a. Biaya Bunga      

     b. Biaya Adm Bank      

     c. Biaya Kerugian 

Penjualan Aset Tetap 

     

    d. Biaya Kerugian 

Penuruan Nilai 

     

    e.  Biaya Non Operasional 

lain-lain 

     

JUMLAH      

 

 

 

Mengetahui: 

 ………………, tanggal ………. 

Pejabat Pengelola Keuangan 

Daerah 

 

 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 Pemimpin BLUD  

RSUD dr. Soediran Mangun 

Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

 

 



 

 

4. Format Neraca 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN 

WONOGIRI 

NERACA PER 31 Des …….. 

 (Setelah  Konversi) 

 

URAIAN 
TAHUN KENAIKAN/ 

PENURUNAN 
% 

20xx 20xx 

AKTIVA xxxx xxxx xxxx  

ASET LANCAR xxxx xxxx xxxx  

Kas xxxx xxxx xxxx  

Kas di bendahara 

Pengeluaran 
xxxx xxxx xxxx  

Kas di Bendahara 

Penerimaan 
xxxx xxxx xxxx  

Kas di bank xxxx xxxx xxxx  

Piutang xxxx xxxx xxxx  

Piutang Pajak xxxx xxxx xxxx  

Piutang Pelayanan xxxx xxxx xxxx  

- Jamkesmas xxxx xxxx xxxx  

- Askes xxxx xxxx xxxx  

- Jamkesda xxxx xxxx xxxx  

- SKTM xxxx xxxx xxxx  

Piutang Lain-lain xxxx xxxx xxxx  

Persediaan xxxx xxxx xxxx  

Persediaan ATK xxxx xxxx xxxx  

Persediaan Obat-obatan xxxx xxxx xxxx  

Bahan Medis Habis 

Pakai 
xxxx xxxx xxxx  

Bahan Logistik xxxx xxxx xxxx  

ASET TETAP xxxx xxxx xxxx  

Tanah xxxx xxxx xxxx  

Tanah xxxx xxxx xxxx  

Peralatan dan Mesin xxxx xxxx xxxx  

Alat-alat Berat xxxx xxxx xxxx  

Alat-alat Angkutan xxxx xxxx xxxx  

Alat bengkel xxxx xxxx xxxx  

Alat Pertanian dan 

Peternakan 
xxxx xxxx xxxx  

Alat-alat Kantor dan 

Rumah Tangga 
xxxx xxxx xxxx  

Alat Studio dan Alat 

Komunikasi 
xxxx xxxx xxxx  

Alat Ukur xxxx xxxx xxxx  

Alat-alat Kedokteran xxxx xxxx xxxx  

Alat Laboratorium xxxx xxxx xxxx  

Alat Keamanan xxxx xxxx xxxx  



 

 

Gedung dan Bangunan xxxx xxxx xxxx  

Bangunan Gedung xxxx xxxx xxxx  

Bangunan Monumen xxxx xxxx xxxx  

Jalan, Irigasi dan 

Jaringan 
xxxx xxxx xxxx  

Jalan dan jembatan xxxx xxxx xxxx  

bangunan Air (Irigasi) xxxx xxxx xxxx  

Instalasi xxxx xxxx xxxx  

Jaringan xxxx xxxx xxxx  

Aset Tetap Lainnya xxxx xxxx xxxx  

Buku dan 

Perpustakaan 
xxxx xxxx xxxx  

Barang Bercorak 

Kesenian/Kebud 
xxxx xxxx xxxx  

Hewan Ternak dan 

Tumbuhan 
xxxx xxxx xxxx  

Konstruksi Dalam 

Pengerjaan 
xxxx xxxx xxxx  

Konstruksi dalam 

pengerjaan 
xxxx xxxx xxxx  

ASET LAINNYA xxxx xxxx xxxx  

Tagihan Penjualan 

Angsuran 
xxxx xxxx xxxx  

Tagihan Tuntutan 

Ganti Kerugian Daerah 
xxxx xxxx xxxx  

Tagihan Daerah 

Lainnya 
xxxx xxxx xxxx  

Kemitraan Dengan 

Pihak Ketiga 
xxxx xxxx xxxx  

Aset Tak berwujud xxxx xxxx xxxx  

Aset Lain-lain xxxx xxxx xxxx  

JUMLAH xxxx xxxx xxxx  

KEWAJIBAN xxxx xxxx xxxx  

Kewajiban Jangka 

Pendek 
xxxx xxxx xxxx  

Utang Perhitungan 

Pihak Ketiga 
xxxx xxxx xxxx  

Uang Muka dari Kas 

Daerah 
xxxx xxxx xxxx  

Pendapatan Diterima 

Dimuka 
xxxx xxxx xxxx  

Utang Jangka Pendek 

Lainnya 
xxxx xxxx xxxx  

EKUITAS DANA xxxx xxxx xxxx  

Ekuitas Dana Lancar xxxx xxxx xxxx  

Cadangan piutang xxxx xxxx xxxx  

Cadangan Persediaan xxxx xxxx xxxx  

Dana yang harus 

disediakan untuk 

pembayaran utang 

xxxx xxxx xxxx  



 

 

jangka pendek 

Ekuitas Dana 

Investasi 
xxxx xxxx xxxx  

Diinvestasikan dalam 

Aset Tetap 
xxxx xxxx xxxx  

Diinvestasikan dalam 

Aset Lainnya 
xxxx xxxx xxxx  

JUMLAH KEWAJIBAN 

DAN EKUITAS 
xxxx xxxx xxxx  

 

 

…..………, tanggal ……..……. 

 

Pemimpin BLUD  

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

NERACA Per 31 Des…… 

 (Sebelum  Konversi) 

 

KETERANGAN JUMLAH 

ASET 

ASET LANCAR xxxx 

Kas dan Setara Kas xxxx 

Investasi Jangka Pendek xxxx 

Piutang Pelayanan Xxxx 

Biaya Dibayar Dimuk Xxxx 

Persediaan Xxxx 

Total Aset Lancar Xxxx 

  

INVESTASI JANGKA PANJANG  

ASET TETAP Xxxx 

Tanah Xxxx 

Gedung dan Bangunan Xxxx 

Peralatan Medik Xxxx 

Kendaraan dan Alat Angkut Xxxx 

Peralatan & Perlengkapan Xxxx 

Jalan, Irigasi dan Jaringan Xxxx 

          Harga Perolehan Xxxx 

                          Akumulasi Penyusutan (-) Xxxx 

          Nilai buku Aset Tetap Xxxx 

JUMLAH ASET Xxxx 

  

KEWAJIBAN DAN EKUITAS 

KEWAJIBAN Xxxx 

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Xxxx 

Hutang Usaha  

Uang muka Pasien  

Beban Yang Masih Harus Dibayar  

Hutang Pajak Xxxx 

Hutang Lainnya Xxxx 

Total Kewajiban Jangka Pendek Xxxx 

EKUITAS Xxxx 

Ekuitas Awal Xxxx 

Ekuitas APBD Xxxx 

Ekuitas Donasi Xxxx 

Surplus (defisit) th lalu Xxxx 

Surplus (defisit) th berjalan Xxxx 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS Xxxx 

 

 

…..………, tanggal …….……. 

 

Pemimpin BLUD  

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 



 

 

5. Format Laporan Operasional 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

LAPORAN OPERASIONAL 

 

NO URAIAN JUMLAH 

A PENDAPATAN Rp. Xxxxx 

 Layanan Rawat Jalan Rp. Xxxxx 

 Layanan Rawat Darurat Rp. Xxxxx 

 Layanan Rawat Inap Rp. Xxxxx 

 Pelayanan Medis Rp. Xxxxx 

 Pelayanan Persalinan Rp. Xxxxx 

 Pelayanan Penunjang Medik Rp. Xxxxx 

 Pelayanan Rehabilitasi Medik Rp. Xxxxx 

 Pelayanan Medik, Gigi dan Mulut Rp. Xxxxx 

 Pelayanan Penunjang Non Medik Rp. Xxxxx 

 Pelayanan Konsultasi Khusus dan 

Medikolegal 

Rp. Xxxxx 

 Pelayanan Perawatan Jenasah Rp. Xxxxx 

 Pelayanan Ambulance Rp. Xxxxx 

 Pelayanan Kerja 

Praktek/Bimbingan/Penelitian 

Rp. Xxxxx 

 Pelayanan Pengolahan Limbah Rp. Xxxxx 

 Pendapatan Pelayanan Jamkesmas Rp. Xxxxx 

 Penerimaan Askes PNS Rp. Xxxxx 

 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan Rp. Xxxxx 

 a. Bunga bank pada Bank Penerima Rp. Xxxxx 

 Pendapatan APBD Rp. Xxxxx 

TOTAL PENDAPATAN (1) Rp. Xxxxx 

B BEBAN Rp. Xxxxx 

 Belanja Langsung Rp. Xxxxx 

 Belanja Tidak Langsung Rp. Xxxxx 

 Biaya Pelayanan BLUD Rp. Xxxxx 

 Biaya Umum dan Administrasi Rp. Xxxxx 

TOTAL BEBAN (2) Rp. Xxxxx 

SURPLUS (DEFISIT) = (1) - (2) Rp. Xxxxx 

 

………, tanggal ………. 

Pemimpin BLUD  

RSUD dr. Soediran Mangun 

Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Laporan Realisasi Anggaran 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN 

WONOGIRI 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

(sebelum konversi) 

 

NO URAIAN 

ANGGARAN 

TAHUN 

20xx 

REALISASI 

TAHUN 

20xx 

A PENDAPATAN  Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

 Pendapatan Asli Daerah Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

 Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah 
Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

 Pendapatan BLUD Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

 Pelayanan Kesehatan Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

JUMLAH PENDAPATAN (1) Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

B BELANJA Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

 Belanja Tidak langsung Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

 Belanja Pegawai Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

 Gaji dan Tunjangan PNS Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

 Tambahan Penghasilan PNS Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

 Belanja Langsung Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

 Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 
Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

 Pelayanan Administrasi  Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

 Program Pelayanan Kesehatan 

Penduduk Miskin 
Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

 Program Pengadaan, 

Peningkatan Sarana dan 

Prasarana RS/ RSJ/ RS 

Paru/RS Mata 

Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

 Program Peningkatan Mutu 

Pelayanan BLUD 
Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

JUMLAH BELANJA (2) Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

Surplus (Defisit) = (1) – (2)  Rp. Xxxxx 

    

 

………, tanggal ………. 

Pemimpin BLUD 

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN 

WONOGIRI 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

(setelah konversi) 

 

NO URAIAN 

ANGGARAN 

TAHUN 

20xx 

REALISASI 

TAHUN 

20xx 

A PENDAPATAN  Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

 Pendapatan Asli Daerah Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

 Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah 

Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

 Pendapatan BLUD Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

 Pelayanan Kesehatan Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

JUMLAH PENDAPATAN (1) Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

B BELANJA Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

 Belanja Operasi Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

 Belanja Modal Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

JUMLAH BELANJA (2) Rp. xxxxx Rp. Xxxxx 

Surplus (Defisit) = (1) – (2)  Rp. Xxxxx 

    

 

 

……….………, tanggal …………….……. 

 

Pemimpin BLUD  

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Laporan Arus Kas 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN WONOGIRI 

LAPORAN ARUS KAS 

 

NO URAIAN JUMLAH 

A Arus Kas dari Aktivitas Operasional   

 1. Arus Masuk:     

 Pendapatan Operasional Rp. xxx  

 Hibah Rp. Xxx   

 Pendapatan Hasil Kerjasama  Rp. xxx  

 Pendapatan dari APBD Rp. xxx   

 Pendapatan APBN Rp. xxx   

 Jumlah Arus Masuk Operasional  Rp. xxx 

 2. Arus Keluar: Rp. xxx   

 Biaya Pelayanan Rp. xxx   

 Biaya Umum dan Administrasi Rp. xxx  

 Biaya lain-lain Rp. xxx   

 Deposito Rp. xxx  

 Jumlah Biaya Operasional (A1+A2)  Rp. xxx 

B Arus Kas Bersih Operasional (A.1 - A.2)  Rp. xxx 

C Arus Kas dari Aktivitas Investasi   

 1. Arus Masuk:     

 Penjualan aset tetap Rp. xxx   

 Hasil investasi Rp. xxx   

 Penjualan aset lainnya Rp. xxx   

 Jumlah Arus Masuk Investasi  Rp. xxx 

 2. Arus Keluar:    

 Perolehan aset tetap Rp. xxx   

 Pembelian investasi Rp. xxx   

 Perolehan aset lainnya Rp. xxx   

 Jumlah Arus Keluar Investasi  Rp. xxx 

D Arus Kas Bersih Investasi (C.1 - C.2)  Rp. xxx 

E Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan   

 1. Arus Masuk:     

 Penerimaan Hibah Rp. xxx   

 Penerimaan APBD Rp. xxx   

 Penerimaan APBN Rp. xxx   

 Penerimaan Pinjaman Rp. xxx   

 Jumlah Arus Masuk Pendanaan  Rp. xxx 

 2. Arus Keluar:     

 Pembayaran Pinjaman Rp. xxx   

 Setoran Ke Pemda (Kasda) Rp. xxx  

 Jumlah Arus Keluar Pendanaan  Rp. xxx 

F Arus Kas Bersih Pendanaan (E.1 - E.2)  Rp. xxx 

G Kenaikan (Penurunan) Kas (B + D + F)  Rp. xxx 

H Kas dan Setara Kas Awal  Rp. xxx 

I Saldo Kas dan Setara kas ( G + H )  Rp. xxx 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

    

Catatan Untuk pengerjaan Laporan Arus kas 

 Gaji dan Tunjangan Rp. xxx  

 Tambahan Penghasilan PNS Rp. xxx  

 Honor Jasa Tenaga kerja Non Pegawai 

(honorer) 
Rp. xxx 

 

 Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin Rp. xxx   

 Total dibelanjai APBD   

 

 

………, tanggal ………. 

 

Pemimpin BLUD 

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Catatan Atas Laporan Keuangan 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO KABUPATEN 

WONOGIRI 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

 

Bab I. Pendahuluan 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan 

Keuangan 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan 

Keuangan 

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator  

Pencapaian Target Kinerja BLUD  

2.1. Ekonomi Makro 

2.2. Kebijakan Keuangan 

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan  

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja 

Keuangan  

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam 

Pencapaian Target yang telah ditetapkan. 

Bab IV. Kebijakan Akutansi. 

4.1. Entitas Pelaporan  

4.2. Basis Akutansi yang Mendasari Penyusunan 

Laporan Keuangan 

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan 

Laporan Keuangan 

4.3.1 Kas dan Bank 

4.3.2 Piutang 

4.3.3 Persediaan 

4.3.4 Investasi Jangka Panjang 

4.3.5 Aset Tetap 

4.3.6 Kewajiban 

4.3.7 Ekuitas Dana 

4.4. Penerapan Kebijakan Akutansi Berkaitan dengan  

 Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi 

Pemerintah 

Bab V. Penjelasan Pos–Pos Laporan Keuangan Rincian dan  

Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan 

yang terdiri dari : 

5.1. Pendapatan 

5.2. Belanja 

5.3. Aset 

5.3.1. Kas dan Setara Kas 

5.3.2. Piutang Pelayanan 

5.3.3. Piutang Lainnya 

5.3.4. Persediaan 

5.3.5. Investasi Jangka Panjang 

5.3.6. Aktiva Tetap 

5.4. Kewajiban 



 

 

5.4.1. Beban yang Masih Harus Dibayar/Hutang 

Jangka Pendek 

5.4.2. Hutang Pajak 

5.4.3. Hutang Lainnya 

5.5. Ekuitas Dana 

5.5.1. Ekuitas Dana Lancar 

5.5.2. Ekuitas Dana Investasi 

5.5.3. Ekuitas Dana Cadangan 

5.5.4. Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan 

Bab VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non 

Keuangan. 

Bab VII. Penutup. 

 

1. AKUNTANSI PENDAPATAN 

a. Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi 

dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa 

itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara 

kas diterima. 

b. Pendapatan diklasifikasikan menurut kode rekening 

yang telah ditentukan. 

c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas 

bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, 

dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah 

dikonpensasikan dengan pengeluaran). 

d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak terulang 

(non-recurring) atas penerimaan pendapatan dibukukan 

sebagai pengurang pendapatan pada periode yang 

sama. 

e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak terulang 

(non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi 

pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang 

ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi 

dan pengembalian tersebut. 

f. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang 

rupiah berdasarkan nilai sekarang kas diterima. 

g. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing 

dikonversikan kemata uang rupiah berdasarkan nilai 

tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya 

pendapatan. 

 

2. AKUNTANSI BELANJA 

a. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari 

rekening kas BLUD RSUD. 

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran 

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban 

atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi 

verifikasi. 

c. Belanja diklasifikasikan menurut kode rekening 

program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian 

obyek belanja. 



 

 

d. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali 

belanja) yang terjadi pada periode berjalan dicatat 

sebagai pengurangan belanja. 

e. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah 

berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan. 

f. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi 

ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs 

Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja. 

 

3. AKUNTANSI ASET 

Kebijakan akuntansi aset diselenggarakan sebagaimana 

yang berlaku : 

a. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi 

jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset 

lainnya. 

b. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan 

berdasarkan nilai nominal uang. 

c. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak 

kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. 

d. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat 

berdasarkan hasil inventarisasi fisik. 

e. Persediaan disajikan sebesar beaya perolehan apabila 

diperoleh dengan pembelian, beaya standard apabila 

diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan nilai wajar 

apabila diperoleh dengan cara lainnya seprti 

donasi/rampasan. 

f. Beaya perolehan meliputi harga pembelian, beaya 

pengangkutan, beaya penanganan dan beaya lainnya 

yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan 

persediaan, potongan harga, rabat, dan lainnya yang 

serupa mengurangi pembeayan. 

g. Beaya standard meliputi beaya langsung yang terkait 

dengan persediaan yang diproduksi dan beaya tidak 

langsung yang dialokasikan secara sistematis 

berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat 

pennyusunan rencana kerja dan anggaran. 

h. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki 

kegiatan swakelola dan dibebankan kesuatu perkiraan 

aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak 

dimasukkan sebagai persediaan. 

i. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi 

berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan jumlah 

pembeayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. 

j. Investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas 

BLUD RSUD dan tidak dilaporkan sebagai belanja 

dalam realisasi belanja. 

k. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham 

dicatat sebesar nilai nominal investasi. 

l. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat 

penanaman investasinya, yaitu permanen dan non 

permanen. Investasi permanen adalah investasi jangka 

panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara 



 

 

berkelanjutan, sedangkan investasi non permanen 

adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan 

untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. 

m. Investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga 

dicatat sebesar beaya perolehan. Beaya perolehan 

investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri 

ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan 

beaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan 

tersebut. 

n. Apabila investasi diperoleh tanpa beaya perolehan, 

maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi 

pada tanggal perolehan yaitu sebesar harga pasar. 

Apabila tidak ada nilai wajar, beaya perolehan setara 

kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang 

diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. 

o. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka 

panjang diakui sebagai pengeluaran pembayaran. 

p. Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode 

akuntansi berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah 

kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam 

rangka memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi 

tersebut. 

q. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen 

misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar 

beaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi 

itu sendiri ditambah beaya lain yang timbul dalam 

rangka memperoleh investasi tersebut. 

r. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman 

modal dikegiatan pembangunan pemerintah dinilai 

sebesar beaya pembangunan termasuk beaya yang 

dikeluarkan untuk perencanaan dan beaya lain yang 

dikeluarkan dalam rangka penyelesaian kegiatan 

sampai kegiatan tersebut diserahkan kepada pihak 

ketiga. 

s. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari 

pertukaran aset, maka nilai investasi yang diperoleh 

adalah sebesar beaya perolehan, atau nilai wajar 

investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada. 

t. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan 

dalam sifat atau fungsi dalam aktifitas operasi entitas, 

yang terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung 

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap 

lainnya, dan kontruksi dalam pengerjaan. 

u. Aset tetap adalah aset berwujud dengan kriteria : 

1) Mempunyai nilai menambah volume manfaat lebih 

dari 12 (dua belas) bulan; 

2) Beaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 

3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi 

normal entitas; dan 

4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk 

digunakan. 



 

 

v. Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala 

tidak dikapitalisasi. 

w. Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat 

dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria 

menambah volume, menambah kapasitas, 

meningkatkan fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atau 

menambah masa manfaat. 

x. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi 

diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan 

jumlah belanja modal yang telah diakui dalam periode 

berjalan. 

y. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam 

periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima 

dan hak kepemilikannya berpindah. 

z. Aset tetap dinilai dengan beaya perolehan, apabila 

penilaian aset tetap dengan menggunakan beaya 

perolehan tidak memungkinkan maka aset tetap 

didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 

aa. Beaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya 

atau kontruksinya, termasuk beaya impor dan setiap 

beaya yang dapat didistribusikan secara langsung 

dalam membawa aset tersebut kekondisi yang 

membuat aset tersebut dapat bekerja untuk 

penggunaan yang dimaksudkan. 

bb. Jika penyelesaian pekerjaan suatu aset tetap melebihi 

dan/atau melewati suatu periode anggaran, maka aset 

tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan 

dilaporkan sebagai kontruksi dalam pengerjaan sampai 

dengan aset tersebut selasai dan siap dipakai. 

cc. Kontruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dan 

siap dipakai direklasifikasikan kedalam aset tetap. 

dd. Pertukaran aset tatap atau sebagian aset tetap yang 

tidak wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen 

atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan 

dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang 

ditransfer/diserahkan. 

ee. Pertukaran aset tetap yang serupa, memiliki manfaat 

yang serupa dan memiliki nilai wajar yang sama, beaya 

aset tetap baru yang diperoleh diakui dan dicatat 

sebesar nilai tercatat (Carrying amount) atas aset yang 

dilepas. 

ff. Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam 

pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematikanya 

sesuai dengan masa manfaatnya. 

gg. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan 

dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu 

aset tetap. 

hh. Penyusutan akan dilaksanakan setelah tersediaanya 

data sehubungan dengan penurunan kapasitas dan 

manfaat dari suatu aset tetap. 

ii.  Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi 

berdasarkan jumlah pembeayaan yang berupa 



 

 

penerimaan transfer dan dana cadangan atau jumlah 

pembeayaan yang berupa pengeluaran transfer ke 

dana cadangan. 

 

4. AKUNTANSI KEWAJIBAN. 

a. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima 

dan/atau pada saat kewajiban timbul. 

b. Kewajiban perhitungan pihak ketiga (PFK) diakui pada 

akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan 

dibayarkan atau yang berupa penerimaan atau 

pembayaran kewajiban PFK yang telah diakui dalam 

periode berjalan. 

c. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai 

penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah 

kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk 

menyelesaikan kewajiban tersebut. 

d. Kewajiban dicatat sebesar nilai normal. Kewajiban yang 

diukur dalam mata uang asing dikonversikan kemata 

uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank 

Indonesia) pada tanggal transaksi. 

 

5.  KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS DANA. 

a. Ekuitas dana lancar diakui pada saat dana akhir 

periode akuntansi berdasarkan selisih antara nilai aset 

lancar dengan jumlah nilai kewajiban lancar. 

b. Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode 

akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang 

ditransfer dalam priode berjalan. 

 

6. KOREKSI KESALAHAN. 

a. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada 

periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas 

maupun tidak, dilakukan dengan pembetulan pada 

akun yang bersangkutan. 

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada 

periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi 

kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum 

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun 

pendapatan atau akun belanja dari periode yang 

bersangkutan. 

c. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga 

mengakibatkan penerimaan belanja) yang tidak 

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, 

dan mempengaruhi posisi kas, serta mempengaruhi 

secara material posisi aset selain kas, apabila laporan 

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan 

dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain, 

akun aset serta akun ekuitas dana yang terkait. 

d. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga 

mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak 

berulang yang terjadi pada periode periode sebelumnya, 

dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi 



 

 

secara material posisi aset selain kas, apabila laporan 

keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan 

dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain. 

e. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang 

tidak berulang yang terjadi pada periode-periode 

sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila 

laporan keuangan pada periode tersebut sudah 

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun 

ekuitas dana lancar. 

f. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada 

periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi 

posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan 

keuangan diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan 

pos-pos setelah laporan keuangan diterbitkan, 

dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait 

pada periode ditemukannya kesalahan. 

g. Kesalahan periode sebelumnya harus diungkapkan 

serta dijelaskan alasannya dalam penyajian laporan 

keuangan. 

h. Koreksi atas kesalahan yang terjadi dalam periode 

akuntansi sebelumnya tidak memerlukan penyajian 

kembali laporan keuangan periode akuntansi yang 

bersangkutan. 

 

7. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI. 

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila 

penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda 

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau 

standard akuntansi keuangan yang berlaku, atau apabila 

diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan 

menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan 

lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. 

 

V. SISTEM AKUNTANSI. 

1. Prosedur Akuntansi Peneriman Kas. 

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada BLUD RSUD meliputi 

serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, 

peringkasan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan 

dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja BLUD RSUD 

terhadap :. 

a. Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi penerimaan 

kas pada BLUD RSUD adalah : 

1) Bendahara Penerimaan; 

2) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD (PPK-

BLUD RSUD); 

3) Bank yang ditunjuk; 

4) Ka. Sub. Bag. Perbendaharaan. 

b. Dokumen yang digunakan. 

Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi 

penerimaan kas pada BLUD RSUD, terdiri dari : 



 

 

1) Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti penerimaan lainnya 

yang dipersamakan, merupakan dokumen yang dibuat 

oleh bendahara penerimaan, bendahara pembantu 

penerimaan dan/atau pihak ketiga yang dipergunakan 

untuk menyetor penerimaan pendapatan, pengembalian 

belanja, dan pengembalian sisa dana uang persediaan ke 

rekening kas BLUD RSUD pada Bank yang ditunjuk. 

2) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP), merupakan 

dokumen yang dibuat oleh bendahara penerimaan atau 

bendahara penerimaan pembantu sebagai tanda bukti yang 

diberikan kepada wajib bayar atas transaksi penerimaan 

BLUD RSUD; 

3) Rekapitulasi Peneriman Harian (RPH), merupakan dokumen 

yang dibuat bendahara penerimaan dan bendahara 

penerimaan pembantu untuk meringkas terhadap 

penerimaan BLUD RSUD yang bukti penerimaannya berupa 

karcis/strook; 

4) Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan. 

c. Catatan yang digunakan 

1) Buku Jurnal Penerimaan Kas, digunakan untuk mencatat 

dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian 

penerimaan pendapatan, pengembalian belanja, dan 

pengembalian sisa dana uang persediaan dan penerimaan 

penyediaan dana untuk pengeluaran kas BLUD RSUD. 

Pencatatan buku jurnal berdasar Surat Tanda Setoran dan 

SP2D. 

2) Buku Besar, digunakan untuk memposting semua transaksi 

dalam rekening tertentu yang telah dicatat dalam buku 

jurnal. 

3) Buku besar Pembantu, digunakan untuk mencatat rincian 

obyek yang telah dicatat dalam buku jurnal berdasar 

dokumen transaksi atau kejadian penerimaan kas. 

d. Uraian Prosedur. 

1) PPK-BLUD RSUD memcatat STS yang diterima dari 

bendahara penerimaan dan SP2D yang diterima dari 

bendahara pengeluaran berdasar urutan tanggal dan 

nomor bukti STS/SP2D ke dalam buku jurnal penerimaan 

kas. 

2) Buku jurnal selanjutnya diposting (dipindah dan dicatat) 

ke dalam buku besar sesuai dengan kode rekening 

berkenaan. 

3) Buku besar ditutup setiap akhir bulan, jumlah debet dan 

kredit dipindahkan pada bulan berikutnya. 

4) Saldo (selisih debet dan kredit) akhir tahun, buku besar 

masing-masing kode rekening obyek dipindahkan menjadi 

saldo awal tahun berikutnya. 

5) Buku besar dipergunakan sebagai dasar penyusunan 

laporan keuangan BLUD RSUD. 

6) PPK-BLUD RSUD juga mencatat rincian obyek yang telah 

dicatat dalam buku jurnal ke dalam buku besar pembantu 

berdasarkan STS. 



 

 

7) Buku besar pembantu ditutup setiap akhir bulan, jumlah 

debet dan kredit dipindahkan pada bulan berikutnya. 

8) Saldo (selisih debet dan kredit) akhir tahun buku besar 

pembantu masing-masing kode rekening rincian obyek 

dipindahkan menjadi saldo awal tahun berikutnya. 

Selanjutnya total setiap periode dipergunakan sebagai uji 

silang terhadap buku besar. 

9) BLUD RSUD setiap 3 (tiga) bulan sekali membuat dan 

mengirimkan laporan penerimaan kas dari bendahara 

penerimaan BLUD RSUD kepada PPKD untuk pengesahan 

selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. 

 

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas BLUD RSUD. 

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada BLUD RSUD meliputi 

serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, 

peringkasan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan 

dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran BLUD RSUD yang dapat dilakukan 

secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. 

a. Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi pengeluaran 

kas pada BLUD RSUD adalah : 

1) Bendahara Pengeluaran; 

2) Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD (PPK-

BLUD RSUD); 

3) Bank yang ditunjuk; 

4) Ka Sub Bag Perbendaharan. 

b. Dokumen yang digunakan. 

Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi 

pengeluaran kas pada BLUD, terdiri dari : 

1) Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti penerimaan lainnya 

yang dipersamakan, merupakan dokumen yang dibuat 

oleh bendahara penerimaan, bendahara pembantu 

penerimaan dan/atau pihak ketiga yang dipergunakan 

untuk menyetor penerimaan pendapatan, pengembalian 

belanja, dan pengembalian sisa dana uang persediaan ke 

rekening kas BLUD RSUD pada Bank yang ditunjuk. 

2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS), merupakan 

dokumen yang diterbitkan olehDirekktur BLUD RSUD untuk 

mencairkan uang pada Bank yang ditunjuk yang 

merupakan bukti penerimaan dan pengeluaran kas BLUD 

RSUD. 

3) Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), merupakan 

dokumen yang dibuat oleh PPK-BLUD RSUD (fungsi 

verifikasi) atas pengesahan surat pertanggungjawaban 

belanja dari bendahara pengeluaran. 

c. Catatan yang digunakan 

Catatan yang digunakan dalam prosedur akuntansi 

pengeluaran kas pada BLUD RSUD terdiri atas : 

Buku Jurnal Pengeluaran Kas, digunakan untuk mencatat 

dan menggolongkan penyetoran penerimaan PAD, 

pengembalian belanja, dan pengembalian sisa dana uang 



 

 

persediaan ke rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang 

ditunjuk SP2D-LS dan Pengesahan SPJ. 

1) Buku Jurnal selanjutnya diposting (dipindah dan dicatat) 

ke dalam buku besar sesuai dengan kode rekening 

berkenaan. 

2) Buku Besar, digunakan untuk memposting semua 

transaksi dalam rekening tertentu yang telah dicatat 

dalam buku jurnal. 

3) Buku besar Pembantu, digunakan untuk mencatat rincian 

obyek yang telah dicatat dalam buku jurnal berdasar 

dokumen transaksi atau kejadian pengeluaran kas. 

3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah. 

Prosedur akuntansi aset tetap pada BLUD RSUD meliputi 

serangkian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, 

peringkasan sampai dengan pelaporan akuntansi atas 

perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi 

terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan BLUD RSUD, yang 

dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi 

komputer. 

a. Fungsi yang terkait. 

Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi aset tetap pada 

SKPD adalah fungsi akuntansi pada pejabat penatausahaan 

keuangan BLUD RSUD (PPK-BLUD RSUD) dan bagian umum 

BLUD RSUD. 

b. Dokumen yang digunakan. 

Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset 

tetap pada BLUD RSUD adalah Bukti Memorial, yang 

merupakan dokumen untuk mencatat transaksi dan/atau 

kejadian yang berhubungan dengan aset tetap. 

c. Catatan yang digunakan. 

Catatan yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset tetap 

pada BLUD RSUD terdiri dari : 

1) Buku Jurnal Umum, digunakan untuk mencatat dan 

menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang tidak 

dicatat dalam jurnal penerimaan kas maupun jurnal. 

2) Buku Besar, digunakan untuk memposting semua transaksi 

dalam rekening berkenaan yang telah dicatat dalam buku 

jurnal umum. 

3) Buku Besar pembantu, digunakan untuk mencatat rincian 

obyek yang telah dicatat dalam buku jurnal. 

d. Uraian Prosedur. 

1) PPK-BLUD RSUD membuat bukti memorial atas transaksi 

atau kejadian yang berhubungan dengan aset tetap. 

2) PPK-BLUD RSUD mencatat bukti memorial dalam buku 

jurnal umum. 

3) Buku Jurnal Umum selanjutnya diposting kedalam buku 

besar sesuai dengan kode rekening berkenaan. 

4) Buku besar ditutup setiap akhir bulan, jumlah debet dan 

kredit dipindahkan pada bulan berikutnya. 

5) Saldo (selisih debet dan kredit) akhir tahun buku besar 

masing-masing kode rekening obyek dipindahkan menjadi 

saldo awal tahun berikutnya. 



 

 

6) Buku besar dipergunakan sebagai dasar penyusunan 

laporan keuangan BLUD RSUD. 

7) PPK-BLUD RSUD juga mencatat rincian obyek yang telah 

dicatat dalam buku jurnal ke dalam buku besar pembantu 

berdasar bukti memorial. 

8) Buku besar pembantu ditutup setiap akhir bulan, jumlah 

debet dan kredit dipindahkan pada awal tahun berikutnya. 

9) Saldo (selisih debet dan kredit) akhir tahun buku besar 

pembantu masing-masing kode rekening rincian obyek 

dipindahkan menjadi saldo awal tahun berikutnya, 

selanjutnya total setiap periode dipergunakan sebagai uji 

silang terhadap total buku besar. 

4. Prosedur Akuntansi selain Kas BLUD RSUD 

Prosedur akuntansi selain kas pada BLUD RSUD meliputi 

serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, 

peringkasan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan 

dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat 

dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. 

a. Fungsi yang terkait. 

Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi selain kas 

pada BLUD RSUD adalah fungsi akuntansi pada Pejabat 

Penatausahaan Keuangan BLUD RSUD (PPK-BLUD RSUD). 

b. Dokumen yang digunakan. 

Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain 

kas BLUD RSUD, adalah bukti memorial, yang merupakan 

dokumen untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian 

selain kas. 

c. Catatan yang digunakan. 

Catatan yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain 

kas BLUD RSUD terdiri atas : 

1) Buku Jurnal Umum, digunakan untuk mencatat dan 

menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang 

tidak dicatat dalam jurnal penerimaan kas maupun 

jurnal pengeluaran kas. 

2) Buku Besar, digunakan untuk memposting semua 

transaksi dalam rekening tertentu yang telah dicatat 

dalam buku jurnal umum. 

3) Buku Besar pembantu, digunakan untuk mencatat 

rincian obyek yang telah dicatat dalam buku jurnal. 

d. Uraian Prosedur 

1) PPK-BLUD RSUD membuat bukti memorial atas 

transaksi atau kejadian selain kas antara lain ; 

a) Koreksi kesalahan pencatatan; 

b) Penerimaan donasi selain kas; 

c) Pelepasan hak atas aktiva tetap tanpa konsekuensi kas; 

d) Penerimaan aktiva tanpa konsekuensi kas. 

2) PPK-BLUD RSUD mencatat bukti memorial dalam buku 

jurnal umum; 

3) Buku Jurnal Umum selanjutnya diposting ke dalam buku 

besar sesuai dengan kode rekening berkenaan. 

4) Buku besar ditutup setiap akhir bulan, jumlah debet dan 

kredit dipindahkan pada bulan berikutnya. 



 

 

5) Saldo (selisih debet dan kredit) akhir tahun buku besar 

masing-masing kode rekening obyek dipindahkan 

menjadi saldo awal tahun berikutnya. 

6) Buku besar dipergunakan sebagai dasar penyusunan 

laporan keuangan BLUD RSUD. 

7) PPK-BLUD RSUD juga mencatat rincian obyek yang telah 

dicatat dalam buku jurnal ke dalam buku besar 

pembantu berdasar bukti memorial. 

8) Buku besar pembantu ditutup setiap akhir bulan, jumlah 

debet dan kredit dipindahkan pada awal tahun 

berikutnya. 

9) Saldo (selisih debet dan kredit) akhir tahun buku besar 

pembantu masing-masing kode rekening rincian obyek 

dipindahkan menjadi saldo awal tahun berikutnya, 

selanjutnya total setiap periode dipergunakan sebagai uji 

silang terhadap total buku besar. 

 

VI. PENGENDALIAN 

Pengendalian dimaksudkan untuk mendorong agar pelaksanaan 

kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan sehingga tepat 

waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan tepat 

manfaat. 

 

A. PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD RSUD 

1. Pengendalian Anggaran BLUD RSUD : 

a. Pengendalian Kabupaten. 

Pengendalian anggaran BLUD RSUD mengacu pada 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri. 

b. Pengendalian Intern 

Pengendalian intern dilaksanakan secara berkala oleh 

Direktur BLUD RSUD 

2. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 

Pengendalian dilaksanakan dengan cara penelitian 

administrasi, pemantauan fisik/lapangan, penyelenggaraan 

rapat koordinasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan. 

a. Penelitian Administrasi. 

Penelitian administrasi dilakukan terhadap proses 

administrasi kegiatan termasuk pelaporan 

perkembangan pelaksanaan kegiatan. 

b. Pemantauan fisik lapangan; 

3. Pengendalian Pendapatan. 

Pengendalian pendapatan dilaksanakan dengan cara 

penelitian administrasi, pemantauan fisik lapangan, 

penyelenggaraan rapat koodinasi pengendalian, evaluasi 

dan pelaporan. 

a. Penelitian administrasi 

Penelitian administrasi dilakukan terhadap proses 

administrasi dan pelaporan realisasi pendapatan. 

b. Pemantauan Fisik/Lapangan. 

 

 

 



 

 

B. PENGADAAN BARANG/JASA 

1. Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya bersumber 

dari APBD dan APBN dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

yang berlaku bagi pengadaan barang dan/atau jasa 

pemerintah. 

2. Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari pendapatan 

BLUD RSUD dr Soediran Mangun Sumarso Kabupaten 

Wonogiri dilaksanakan dengan ketentuan pengadaan 

barang/jasa pemerintah kecuali ditentukan lain dengan 

peraturan Direktur atas persetujuan Bupati sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah yaitu Badan Layanan Umum 

Daerah yang berstatus penuh dapat diberikan fleksibilitas 

berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari 

ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang 

dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan 

efektivitas dan/atau efisiensi. Yang dimaksud fleksibilitas 

berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya adalah 

pengadaan barang dan/atau jasa yang dipergunakan 

untuk operasional dan mendukung operasional Rumah 

Sakit Umum Daerah dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri  

 

VII. PENUTUP 

 

Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD dr 

Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri disusun sebagai 

Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD dengan 

tidak meninggalkan ketentuan diatasnya sehingga terwujud tertib 

adminitrasi, sasaran dan akuntabel. 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Wonogiri 

pada tanggal  

 

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

KABUPATEN WONOGIRI 

 

 

 

 

SETYARINI 

 

 



 

 

 

1. Buku Penerimaan dan Penyetoran 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN 

BENDAHARA PENERIMAAN 

SKPD : 

Periode : 

N

o 

Penerimaan Penyetoran 

Ket Tgl No. 

Bukti 

Cara 

Pembayaran 

Kode 

Rekening 

Uraian Jml Tgl No. 

STS 

Jml 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

   Jumlah bulan ini       

   Jumlah s/d bulan lalu       

   Jumlah s/d bulan ini       

 

 

Jumlah Penerimaan    : 

Jumlah yang disetorkan   : 

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan : 

Terdiri atas: 

a.  Tunai sebesar ………………… 

b. Bank sebesar …………………. 

c.  Lainnya ……………………….. 

 

 

Mengetahui:  …………, tanggal ….…. 

Pemimpin BLUD  

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

  Bendahara Penerimaan 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

Keterangan: 

 Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan dan 

periode; 

 Kolom 1 diisi dengan nomor urut; 

 Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan; 

 Kolom 3 diisi dengan nomor bukti penerimaan; 

 Kolom 4 diisi dengan cara pembayaran: melalui kas 

bendahara penerimaan, bank, atau melalui kas umum 

daerah; 

 Kolom 5 diisi dengan detail; 

 Kolom 6 diisi dengan uraian pendapatan sesuai dengan kode 

rekening; 

 Kolom 7 diisi dengan jumlah pendapatan asli daerah; 

 Kolom 8 diisi dengan tanggal penyetoran; 



 

 

 Kolom 9 diisi dengan Nomor STS; 

 Kolom 10 diisi dengan jumlah uang yang disetor; 

 Kolom 11 diisi dengan keterangan jika diperlukan; 

 Jumlah penerimaan diisi dengan total jumlah pendapatan 

selama 1 bulan *) 

 Jumlah disetorkan adalah jumlah total penyetoran 

pendapatan selama 1 bulan*) 

 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan diisi dengan sisa kas 

yang masih dipegang oleh Bendahara Penerimaan baik dalam 

bentuk kas tunai, simpanan di bank, ataupun lainnya *) 

 Kolom tanda tangan ditandatangani olrh Bendahara 

Penerimaan dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas*) 

 

*) Diisi hanya pada saat penutupan diakhir bulan untuk 

keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Penerimaan. 

 

2. Register STS 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

REGISTER STS 

SKPD ……… 

TAHUN ANGGARAN ……… 

 

Bendahara Penerimaan : ………… 

No 
No. 

STS 
Tgl 

Kode 

Rekening 
Uraian Jumlah Penyetor Ket 

1 2 3 4 5 6 7  

        

        

        

 

 

 

Mengetahui/Menyetujui: 

 ………, tanggal ………. 

Pemimpin BLUD 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 Bendahara Penerimaan 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

Keterangan: 

 Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan, tahun 

anggaran dan Nama Bendahara Penerimaan; 

 Kolom 1 diisi dengan nomor urut; 

 Kolom 2 diisi dengan nomor STS; 

 Kolom 3 diisi dengan tanggal STS; 



 

 

 Kolom 4 diisi dengan Kode Rekening pendapatan yang 

disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Dalam satu STS 

bias terdiri dari beberapa pendapatan; 

 Kolom 5 diisi uraian pendapatan; 

 Kolom 6 diisi dengan jumlah pendapatan yang disetorkan; 

 Kolom 7 diisi dengan nama penyetor; 

 Kolom 8 diisi dengan keterangan jika diperlukan; 

 Kolom tanda tangan ditandatangani olrh Bendahara 

Penerimaan dan Pengguna Anggaran disertai nama jelas*) 

 

*) Diisi hanya pada saat penutupan diakhir bulan untuk 

keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Penerimaan. 



 

 

3. Tanda Bukti Pembayaran 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

TANDA BUKTI PEMBAYARAN 

NOMOR BUKTI … 

a. Bendahara Penerimaan 

……………………………………………………………………………...…………… 

Telah menerima uang sebesar Rp. 

………………………………….……………………………………………………….. 

b. (dengan huruf  

…………………………………………………………………………………………) 

c. dari Nama : ……………………..………………………………………………. 

    Alamat : ……………………………..………………………………………. 

d. Sebagai  

pembayaran 

: ……………………………………..………………………………. 

                                                 

……………………………………………………………………………………………….. 

                                                 

……………………………………………………………………………………………….. 

 Kode Rekening *) Jumlah (Rp.)  

            

            

            

f. Tanggal 

diterima uang 

:            

    

 

Mengetahui, 

Bendahara 

Penerimaan 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

Lembar asli 

 

 

Salinan 1 

 

Salinan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Untuk  

  pembayar/penyetor/pihak 

  ketiga 

: Untuk Bendahara  

  Penerimaan 

: Arsip 

 

 

Pembayar/Penyetor 

 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Keterangan: 

 Bendahara penerimaan diisi dengan nama bendahara 

penerimaan dan nama SKPD; 

 Telah menerima uang diisi dengan jumlah uang yang diterima 

dari pihak ketiga dan ditulis dengan rupiah dan kata-kata; 

 Nama dan alamat diisi dengan nama dan alamat pihak ketiga; 

 Sebagai pembayaran diisi dengan maksud pembayaran oleh 

pihakm ketiga; 

 Kode rekening diisi dengan kode dan uraian nama rekening 

atas pembayaran yang telah diterima dari pihak ketiga; 

 Tanggal diterima uang diisi dengan tanggal diterimanya uang 

dari pihak ketiga. 

 

4. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan 

 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN FUNGSIONAL 

BENDAHARA PENERIMAAN 

 

SKPD  : 

PERIODE : 

A. Penerimaan  Rp. 

………. 

 1. Tunai melalui bendahara penerimaan Rp. …….  

 2. Tunai melalui bendahara penerimaan 

pembantu 

Rp. …….  

 3. Melalui ke rekening bendahara penerimaan Rp. …….  

 4. Melalui ke rekening kas umum daerah Rp. …….  

B. Jumlah penerimaan yang harus disetorkan 

(A1+A2+A3) 

 Rp. ……. 

C. Jumlah penyetoran  Rp. ……. 

D. Saldo Kas di Bendahara  Rp. ……. 

 1. Bendahara Penerimaan Rp. ………  

 2. Bendahara Penerimaan Pembantu …. Rp. …….  

 3. Bendahara Penerimaan Pembantu … Rp. …….  

  

 

  

 Mengetahui, 

Pemimpin BLUD 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 ……., tanggal ………. 

Bendahara Penerimaan 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Surat Tanda Setoran 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

SURAT TANDA SETORAN (STS) 

 
STS No. …………….. 

Bank              : 

………………………. 

 

            No. Rekening : 

………………………. 

 

 Harap diterima uang sebesar 

………………………………………....................... 

  

 (dengan huruf)    

(……………………………………………………...…) 

  

    

 Dengan rincian penerimaan sebagai berikut : :   

              

 No Kode Rekening Uraian Rincian 

Obyek 

Jumlah 

(Rp.) 

 

 1            

 2            

 3            

 4            

 5            

 Jumlah  

             

  Uang tersebut diterima pada tanggal 

…………………………….. 

  

          

  

Mengetahui, 

Pemimpin BLUD 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

  

 

Bendahara Penerimaan 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 (Catatan: STS dilampiri slip Setoran Bank)  

 

 

Catatan: 

 Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening setiap 

rincian obyek pendapatan; 

 Kolom uraian rincian obyek diisi dengan nama uraian 

rincian obyek; 

 Kolom jumlah diisi dengan jumlah nilai nominal 

penerimaan setiap rincian obyek pendapatan. 

 

 

 

 



 

 

E. PENATAUSAHAAN BENDAHARA PENGELUARAN. 

Kelengkapan Dokumen SPP adalah  sebagai berikut : 

1. SPP –LS Pembayaran Honor: 

- Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia 

- Surat Keputusan tentang Pemberian Honor 

- Daftar hadir sidang/rapat. 

- Daftar pembayaran perhitungan honor yang ditandatangani 

oleh PA/KPA/Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara 

Pengeluaran yang bersangkutan. 

- SSP PPh pasal 21 

2. SPP-LS Uang Lembur 

- Surat Perintah Kerja Lembur 

- Daftar pembayaran perhitungan lembur yang ditandatangani 

oleh PA/KPA/Pejabat yang ditunjuk dan Bendahara 

Pengeluaran yang bersangkutan 

- Daftar hadir lembur 

- SSP PPh pasal 21 

3. SPP-LS Perjalanan Dinas 

- Surat Perintah Tugas (SPT) 

- Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) 

- Rincian Pembayaran atau Daftar Nominatif Penerimaan 

- Bukti pembelian/struk/print out BBM dari SPBU 

- Undangan bilamana perjalanan dinas untuk menghadiri 

kegiatan suatu lembaga atau dinas tertentu. 

- Bukti pembayaran transportasi PP 

- Bukti pembayaran penginapan (hotel) 

4. SPP – LS Barang dan Jasa 

a. Pengadaan barang dan jasa lainnya dengan nilai sampai 

dengan Rp. 10.000.000,00 

- Salinan Nota Dinas dari Kabag/Kabid yang diajukan kepada 

Direktur (Bila ada) 

- SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh ) yang telah 

ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut. 

- Bukti pembelian atau nota dari penyedia yang ditandatangani 

oleh penyedia barang/jasa dan PPKom, sebagai bukti ikatan 

perjanjian antara kedua belah pihak. 

- Kwitansi (A2) bermeterai yang ditandatangani penyedia barang 

/ jasa, PPKom, PPTK , Bendahara Barang, Bendahara 

Pengeluaran / Pembantu, PA / KPA , sebagai pernyataan 

tanggung jawab bahwa barang telah diterima dengan baik.  

- Copy NPWP . 

- Copy rekening bank penyedia . 

- Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan 

pekerjaan dari PPKom, apabila pekerjaan mengalami 

keterlambatan. 

b. Pengadaan barang/jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi 

dengan nilai di atas Rp 10.000.000,00 sampai dengan 

Rp.50.000.000 : 

- Salinan Nota Dinas dari Kabag/Kabid yang diajukan kepada 

Direktur (Bila ada) 

- SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh ) yang telah 

ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut. 



 

 

- Kwitansi yang ditandatangi oleh penyedia barang/jasa dan 

PPKom 

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang ditandatangani 

PPKom dan penyedia untuk pengadaan jasa lainnya dan 

pekerjaan konstruksi, dilampiri dengan gambar dan Rencana 

Anggaran Biaya (RAB) atau Surat Pesanan (SP) yang 

ditandatangani PPKom dan penyedia barang untuk pengadaan 

barang. 

- Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan penyelesaian/hasil 

pekerjaan 

- Copy nomor rekening bank pihak penyedia yang dilegalisir 

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

- Berita acara pemeriksaan dan penerimaan yang 

ditandatangani oleh penyedia barang/jasa , Pejabat/Panitia 

Penerima Hasil Pekerjaan dan PPkom berikut lampiran daftar 

barang/jasa yang diperiksa 

- Surat angkutan atau konosemen apabila barang dipesan dari 

luar wilayah Kabupaten Wonogiri 

- Tagihan pembayaran dari penyedia barang/jasa 

-  Berita acara penyerahan hasil pekerjaan dari PPKom kepada 

PA/KPA 

- Berita acara pembayaran 

- Kwitansi (A2) bermeterai yang ditandatangani penyedia dan 

PPTK serta disetujui oleh PA/KPA 

- Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan 

pekerjaan dari PPKom apabila pekerjaan mengalami 

keterlambatan 

- Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak 

yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 

penerusan pinjaman/hibah luar negeri. 

c. Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai sampai dengan Rp  

50.000.000,00 

- Salinan Nota Dinas dari Kabag/Kabid yang diajukan kepada 

Direktur (Bila ada) 

- SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh ) yang telah 

ditandatangani  wajib pajak dan wajib pungut. 

- Surat Perintah kerja (SPK) yang ditandatangani PPkom dengan 

penyedia barang/jasa 

- Berita acara negosiasi harga yang ditandatangani oleh 

penyedia dan Pejabat Pengadaan 

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ditandatangani penyedia 

dan PPkom 

- Berita acara pembahasan /persetujuan Tim Teknis 

- Copy nomor rekening bank pihak penyedia jasa yang 

dilegalisir Pejabat Penatausahaan Keuangan  

- Berita acara pemeriksaan/penerimaan yang ditandatangani 

oleh penyedia, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan 

PPkom berikut lampiran perincian jasa yang diperiksa 

- Berita acara penyerahan hasil pekerjaan pengadaan jasa dari 

PPKom kepada Pa/KPA 

- Berita acara pembayaran 



 

 

- Kwitansi (A2) bermetrai, nota/faktur yang ditandatangani 

penyedia dan PPTK serta disetujui oleh PA/KPA 

-   Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan 

pekerjaan dari PPkom apabila pekerjaan mengalami 

keterlambatan 

- Berita acara prestasi kemajuan pekerjaan disertai bukti 

kehadiran tenaga ahli dan bukti pembelian/penyewaan alat 

penunjang serta bukti lainnya berdasarkan perhitungan 

dalam dokumen penawaran 

- Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak 

yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 

penerusan pinjaman/hibah luar negeri. 

d. Pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya 

dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp 

200.000.000,00: 

- Salinan Nota Dinas dari Kabag/Kabid yang diajukan kepada 

Direktur (Bila ada) 

- SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh ) yang telah 

ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut. 

- Surat Perintah kerja (SPK) yang ditandatangani PPkom dengan 

penyedia barang/jasa 

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pengadaan 

pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya atau Surat Pesanan 

(SP) untuk pengadaan barang. 

- Copy nomor rekening bank pihak penyedia dilegalisir Pejabat 

Penatausahaan Keuangan 

- Berita acara pemeriksaan/penerimaan yang ditandatangani 

oleh penyedia dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil pekerjaan 

dan PPkom berikut lampiran barang/jasa yang diperiksa 

- Surat angkutan atau konosemen apabila barang dipesan dari 

luar wilayah Kabupaten Wonogiri 

- Berita acara penyerahan hasil pekerjaan pengadaan 

barang/jasa dari PPKom  kepada Pengguna Anggaran 

- Berita acara pembayaran 

- Kwitansi (A2) bermeterai yang ditandatangani penyedia, PPTK 

serta disetujui oleh PA/KPA 

- Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan 

pekerjaan dari PPkom apabila pekerjaan mengalami 

keterlambatan 

- Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak 

yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 

penerusan pinjaman/hibah luar negeri. 

e. Pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya 

dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 dan jasa  konsultasi 

dengan nilai di atas Rp. 50.000.000,00 

- Salinan Nota Dinas dari Kabag/Kabid yang diajukan kepada 

Direktur (Bila ada) 

- SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh ) yang telah 

ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut. 

- Surat Perjanjian yang ditandatangani PPKom dan penyedia 

barang/jasa dan/atau Surat Perintah Kerja untuk pengadaan 

barang/jasa yang menggunakan jenjang nilai. 



 

 

- Copy nomor rekening bank pihak penyedia yang dilegalisir 

oleh Pejabat Penatausahaan  Keuangan 

- Copy jaminan pelaksanaan untuk pengadaan barang, 

pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang dilegalisir oleh 

lembaga yang mengeluarkan/menerbitkan dokumen 

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pengadaan 

pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya atau 

Surat Pesanan (SP) untuk pengadaan barang 

- Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang 

dilaksanakan di luar wilayah Kabupaten Wonogiri. 

- Berita acara pemeriksaan dan penerimaan yang 

ditandatangani oleh penyedia dan Pejabat/Panitia Penerima 

Hasil Pekerjaan dan PPKom berikut lampiran  barang/jasa 

yang diperiksa. 

- Berita acara penyerahan hasil pekerjaan pengadaan barang 

dan jasa dari PPKom kepada PA. 

- Berita acara pembayaran. 

- Kwitansi (A2) bermeterai yang ditandatangani penyedia, 

PPkom, dan PPTK serta disetujui oleh PA/KPA. 

- Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan 

pekerjaan dari PPKom apabila pekerjaan mengalami 

keterlambatan. 

- Khusus pekerjaan jasa konsultasi melampirkan Berita Acara 

prestasi kemajuan pekerjaan disertai bukti kehadiran tenaga 

ahli dan bukti pembelian/penyewaan alat penunjang serta 

bukti lainnya berdasarkan perhitungan dalam dokumen 

penawaran. 

- Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak 

yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari 

penerusan pinjaman/hibah luar negeri. 

f. Pengajuan Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Barang  / Jasa 

- Salinan Nota Dinas dari Kabag/Kabid yang diajukan kepada 

Direktur (Bila ada) 

- Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian yang 

ditandatangani PPkom dan penyedia barang/jasa 

- Copy nomor rekening bank pihak penyedia yang dilegalisir 

oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan 

- Rencana Penggunaan Uang Muka ditandatangani oleh 

penyedia dan PPKom 

- Copy jaminan pelaksanaan untuk pengadaan barang, 

pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang dilaksanakan 

dengan pelelangan/seleksi sederhana / pemilihan langsung 

atau pelelangan/seleksi umum , dilegalisir oleh lembaga yang 

mengeluarkan / menerbitkan dokumen 

- Copy jaminan uang muka sejumlah nilai uang muka yang 

diajukan, dilegalisir oleh lembaga yang mengeluarkan 

/menerbitkan dokumen. 

- Berita acara pembayaran 

- Kwitansi (A2) bermeterai yang ditandatangani penyedia 

barang/jasa  dan PPTK serta disetujui oleh PA/KPA 

 

 



 

 

Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) beserta dokumen-

dokumen pendukungnya adalah sebagai berikut: 

 

3. Surat Pengantar Permintaan Pembayaran (SPP) 1 untuk 

UP/GU/LS 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) UP/GU/LS 

Nomor : ………. Tahun ….. 

 

SURAT PENGANTAR 

 

Kepada Yth. 

Pejabat Keuangan  

BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso  

Di Tempat 

 

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Nomor ………. 

Tahun ………. tentang Penjabaran APBD Kabupaten 

Wonogiri Tahun Anggaran ….., bersama ini kami 

mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

UP/GU/LS sebagai berikut: 

a. Urusan Pemerintahan : ……………………….. 

b. SKPD  : ……………………….. 

c. Tahun Anggaran : ……………………….. 

d. Dasar Pengeluaran SPD 

Nomor 

: ……………………….. 

e. Jumlah Sisa Dana SPD : Rp. …………..……… 

(terbilang ………….. 

………………………..) 

f. Nama Bendahara Pengeluaran : ……………………….. 

g. Jumlah Pembayaran Yang 

Diminta 

: Rp. …………..……… 

(terbilang ………….. 

………………………..) 

h. Nama dan Nomor Rekening 

Bank 

: ……………………….. 

 

 

Bendahara 

Pengeluaran/Bendahara 

Pengeluaran Pembantu 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Keterangan: 

 Nomor diisi dengan nomor SPP; 

 SKPD diisi dengan nama SKPD; 

 Nomor Peraturan Bupati diisi dengan Nomor Peraturan 

Bupati mengenai penjabaran APBD pada tahun 

anggaran bersangkutan; 

 Urusan Pemerintahan diisi dengan kode dan nama 

urusan pemerintahan; 

 SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD; 

 Tahun Anggaran diisi dengan tahun anggaran yang 

bersangkutan; 

 Dasar Pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang 

mendasari penerbitan SPP; 

 Sisa Dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum 

dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP, 

pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana 

SPD yang belum dicairkan tersebut; 

 Nama Bendahara Pengeluaran diisi dengan nama 

bendahara pengeluaran SKPD yang menerbitkan SPP; 

 Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana 

yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP, 

pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana 

yang diminta untuk dicairkan tersebut; 

 Nama dan Nomor Rekening Bank diisi dengan nama 

bank beserta nomor rekening bank bendahara 

pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu pada 

bank tersebut yang akan dipakai untuk 

pemindahbukuan dana yang diminta untuk dicairkan 

lewat penerbitan SPP; 

 Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan 

tempat penerbitan SPP; 

 Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran/ 

bendahara pengeluaran pembantu diisi dengan nama 

jelas dan di bawah nama diisi NIP bendahara 

pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 2 untuk UP/GU/LS 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN 

(SPP-UP) 

Nomor : ………. Tahun ……….. 

 

RINGKASAN 

 

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor ………. Tanggal 

………. tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk 

SKPD ……………………. sejumlah Rp. ………………….. 

 

Terbilang : ……………………………………………………………. 

 

………., ……………………………. 

 

Bendahara Pengeluaran 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

Keterangan: 

 Nomor diisi dengan nomor SPP; 

 Nomor Keputusan Bupati diisi dengan Nomor Keputusan Bupati 

yang mendasari penetapan jumlah dana UP, diikuti dengan 

pengisian tanggal Keputusan Bupati tersebut; 

 SKPD diisi dengan nama SKPD yang menerbitkan SPP-UP dan 

besaran UP-nya ditetapkan lewat Keputusan Bupati; 

 Jumlah uang diisi dengan jumlah.besaran dana UP yang ditetapkan 

untuk SKPD tersebut; 

 Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari jumlah dana UP yang 

ditetapkan; 

 Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat 

penerbitan SPP; 

 Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama 

jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi dengan NIP 

bendahara pengeluaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG 

PERSEDIAAN (SPP-GU) 

Nomor : ………. Tahun ……….. 

 

RINGKASAN 

 

RINGKASAN DPA/DPPA/DPAL-SKPD 

Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-

SKPD/DPAL-SKPD 

I. Rp. ………………… 

RINGKASAN SPD 

No. 

Urut 
Nomor SPD 

Tanggal 

SPD 
Jumlah Dana 

1.    

2.    

Dst…    

JUMLAH II. Rp. ……………….. 

 I-II. Rp. ……………… 

RINGKASAN SP2D 

SP2D Peruntukan UP  

SP2D Peruntukan GU  

SP2D Peruntukan LS Pembayaran 

Gaji dan Tunjangan 

 

SP2D Peruntukan LS Pengadaan 

Barang dan Jasa 

 

JUMLAH III. Rp. ………………. 

 II-III. Rp. …………… 

 

………., ……………………………. 

Bendahara Pengeluaran 

 

Tanda Tangan 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Keterangan: 

 Nomor diisi dengan nomor SPP; 

 Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD diisi dengan 

jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD untuk satu 

tahun anggaran yang bersangkutan; 

 Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah 

diterbitkan/ditetapkan untuk SKPD yang bersangkutan. 

Masing-masing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan 

SPD dan jumlah dana yang disediakan lewat SPD diisikan 

dalam kolom-kolom yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang 

pernah diterbitkan untuk SKPD yang bersangkutan 

dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda II. ………); 

 Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp. ………) diisikan 

hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPD/DPPA-

SKPD/DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran dengan jumlah 

total dana yang telah di-SPD-kan; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UP diisi 

dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk 

keperluan UP; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UG diisi 

dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk 

keperluan GU; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS 

Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan dana yang telah 

dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran gaji dan 

tunjangan; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pengadaan 

Barang dan Jasa diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-

SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran ke pihak ketiga dalam 

rangka pengadaan barang/jasa; 

 Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai point 9) 

dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp. 

……….; 

 Pada tempat dengan tanda II-III. Rp. ……… diisikan jumlah 

hasil pengurangan dana seluruh SPD degan dana yang telah di-

SP2D-kan; 

 Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan 

tempat penerbitan SPP; 

 Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan 

nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi 

dengan NIP bendahara pengeluaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS) 

GAJI DAN TUNJANGAN 

Nomor : ………. Tahun ……….. 

 

RINGKASAN 

 

RINGKASAN DPA/DPPA/DPAL-SKPD 

Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-

SKPD/DPAL-SKPD 
I. Rp. ………… 

RINGKASAN SPD 

No. 

Urut 
Nomor SPD 

Tanggal 

SPD 
Jumlah Dana 

1.    

2.    

3.    

Dst…    

JUMLAH II. Rp. ………… 

 I-II. Rp. ….…… 

RINGKASAN SP2D 

SP2D Peruntukan UP  

SP2D Peruntukan GU  

SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji 

dan Tunjangan 
 

SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang 

dan Jasa 
 

JUMLAH III. Rp. ……..… 

 II-III. Rp. ….…. 

 

………., ……………………………. 

 

Bendahara Pengeluaran 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Keterangan: 

 Nomor diisi dengan nomor SPP; 

 Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD diisi 

dengan jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-

SKPD untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan; 

 Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah 

diterbitkan/ditetapkan untuk SKPD yang bersangkutan. 

Masing-masing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal 

penetapan SPD dan jumlah dana yang disediakan lewat 

SPD diisikan dalam kolom-kolom yang tersedia. Lalu 

seluruh dana SPD yang pernah diterbitkan untuk SKPD 

yang bersangkutan dijumlahkan (diisi pada tempat 

bertanda II. ………); 

 Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp. ………) 

diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-

SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD untuk satu tahun 

anggaran dengan jumlah total dana yang telah di-SPD-

kan; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UP 

diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) 

untuk keperluan UP; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UG 

diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) 

untuk keperluan GU; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS 

Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan dana yang 

telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan 

pembayaran gaji dan tunjangan; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS 

Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan dana yang 

telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan 

pembayaran ke pihak ketiga dalam rangka pengadaan 

barang/jasa; 

 Seluruh dana yang telah dicairkan dijumlahkan dan 

diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp. ……….; 

 Pada tempat dengan tanda II-III. Rp. ……… diisikan 

jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD degan 

dana yang telah di-SP2D-kan (dari point 10); 

 Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan 

tempat penerbitan SPP; 

 Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi 

dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di 

bawah nama diisi dengan NIP bendahara pengeluaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-

LS) BARANG DAN JASA 

Nomor : ………. Tahun ……….. 

RINGKASAN 

 

RINGKASAN KEGIATAN 

1. Program : ………………………………………. 

2. Kegiatan : ………………………………………. 

3. Nomor dan Tanggal 

DPA/DPPA/DPAL-SKPD 

: ………………………………………. 

 

4. Nama Perusahaan : ………………………………………. 

5. Bentuk Perusahaan 
: a. PT/NV     b. CV     c. Firma  

  d. Lain-lain 

6. Alamat Perusahaan : ………………………………………. 

7. Nama Pimpinan Perusahaan : ……………………………………….  

8. Nama dan Nomor Rekening Bank : ………………………………………. 

9. Nomor Kontrak : ………………………………………. 

10. Kegiatan Lanjutan : Ya/Bukan 

11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan : ………………………………………. 

12. Deskripsi Pekerjaan : ………………………………………. 

RINGKASAN DPA/DPPA/DPAL-SKPD 

Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD I. Rp. ………….… 

RINGKASAN SPD 

No. Urut Nomor SPD 
Tanggal 

SPD 
Jumlah Dana 

1.    

2.    

3.    

Dst…    

JUMLAH II. Rp. …...……… 

 I-II. Rp. ……….… 

RINGKASAN SP2D 

SP2D Peruntukan UP  

SP2D Peruntukan GU  

SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan  

SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa  

JUMLAH III. Rp. …..……… 

 II-III. Rp. ………. 

 

 

Mengetahui, 

Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 ………., …………………. 

 

Bendahara Pengeluaran 

 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 



 

 

 

Keterangan: 

 Nomor diisi dengan nomor SPP; 

 Program diisi dengan kode dan nama program kegiatan 

peruntukan LS barang/jasa; 

 Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan 

peruntukan LS barang/jasa; 

 Nomor dan tanggal DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-

SKPD diisi dengan nomor dan tanggal penetapan DPA-

SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD untuk kegiatan (pada 

point 3); 

 Nama perusahaan diisi dengan nama perusahaan pihak 

ketiga yang melaksanakan kegaiatan pengadaan barang 

dan jasa; 

 Bentuk perusahaan diisi dengan nama perusahaan 

pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan pengadaan 

barang/jasa; 

 Bentuk perusahaan diisi dengan cara memilih salah 

satu bentuk perusahaan yang tersedia atau menuliskan 

bentuk perusahaannya jika memang tidak ada pada 

pilihan yang tersedia; 

 Alamat perusahaan diisi dengan alamat perusahaan 

yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa; 

 Nama pimpinan perusahaan diisi dengan nama 

pimpinan (direktur) perusahaan yang melaksanakan 

kegiatan pengadaan barang/jasa; 

 Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama dan 

nomor rekening bank dari perusahaan pelaksana 

kegiatan pengadaan barang/jasa; 

 Nomor kontrak diisi mdengan nomor kontrak pekerjaan 

antara BLUD RSUD dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri dengan perusahaan pelaksana 

kegiatan pengadaan barang/jasa; 

 Kegiatan lanjutan diisi dengan cara memilih ya jika 

memang pekerjaan bersifat lanjutan dan pilih bukan 

jika memang bukan pekerjaan lanjutan; 

 Waktu pelaksanaan kegiatan diisi dengan periode 

pelaksanaan kegiatan; 

 Deskripsi kegiatan diisi dengan gambaran tentang 

kegiatan/pekerjaan dengan menggunakan kalimat yang 

padat dan singkat; 

 Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD diisi 

dengan jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-

SKPD untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan; 

 Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah 

diterbitkan/ditetapkan untuk SKPD yang bersangkutan. 

Masing-masing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal 

penetapan SPD dan jumlah dana yang disediakan lewat 

SPD diisikan dalam kolom-kolom yang tersedia. Lalu 

seluruh dana SPD yang pernah diterbitkan untuk SKPD 

yang bersangkutan dijumlahkan (diisi pada tempat 

bertanda II. ………); 



 

 

 Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp. ………) 

diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-

SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD untuk satu tahun 

anggaran dengan jumlah total dana yang telah di-SPD-

kan; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UP 

diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) 

untuk keperluan UP; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan GU 

diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) 

untuk keperluan GU; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS 

Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan dana yang 

telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan 

pembayaran gaji dan tunjangan; 

 Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS 

Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan dana yang 

telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan 

pembayaran ke pihak ketiga dalam rangka pengadaan 

barang/jasa; 

 Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai 

point 9) dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan 

tanda III. Rp. ……….; 

 Pada tempat dengan tanda II-III. Rp. ……… diisikan 

jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD degan 

dana yang telah di-SP2D-kan; 

 Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan 

tempat penerbitan SPP; 

 Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi 

dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di 

bawah nama diisi dengan NIP bendahara pengeluaran. 

 Di bawah tanda tangan Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan diisi dengan nama jelas Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan dan di bawah nama diisi dengan NIP 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. 

 

1. Penerbitan SPM. 

a. Setiap SPP yang memenuhi persyaratan dinyatakan 

lengkap dan benar akan dibuatkan rancangan SPM oleh 

PPK-RSUD selanjutnya dimintakan tanda tangan 

Pejabat Keuangan, penerbitan SPM paling lama 2 (dua) 

hari kerja terhitung sejak diterimanya SPP; 

b. Apabila SPP dinyatakan tidak lengkap, PPK-RSUD akan 

menerbitkan surat penolakan penerbitan SPP yang 

ditandatangani oleh pejabat keuangan dan selanjutnya 

diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk 

dilakukan penyempurnaan, penolakan penerbitan SPP 

paling lambat 1 (satu) hari sejak SPP diterima; 

c. SPM yang telah diterbitkan, untuk selanjutnya 

disampaikan kepada Direktur Selaku Pemimpin BLUD 

RSUD untuk penerbitan SP2D; 



 

 

d. Penatausahaan pengeluaran perintah membayar 

sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh PPK-RSUD; 

e. Setelah tahun anggaran berakhir, Pejabat Keuangan 

BLUD dilarang menerbitkan SPM yang membebani 

tahun anggaran berkenaan; 

f. Pembayaran atas beban anggaran belanja RSUD 

dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar 

(SPM-UP/SPM-GU/ dan SPM-LS). 

g. Penerbitan SPM-UP/SPM-GU 

1) PPK-RSUD menerima SPP-UP/SPP-GU yang 

diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; 

2) PPK-RSUD meneliti kelengkapan dokumen SPP-

UP/SPP-GU; 

3) PPK-RSUD mencatat SPP-UP/SPP-GU yang diterima 

kedalam register SPP-UP/SPP-GU; 

4) Jika kelengkapan dokumen SPP-UP/SPP-GU 

dinyatakan lengkap dan benar, PPK-RSUD 

menyiapkan SPM-UP/SPM-GU untuk ditandatangani 

oleh Pejabat Keuangan; 

5) Batas waktu antara penerimaan SPP-UP/SPP-

GU/SPP-LS dan penerbitan SPM-UP/SPM-GUSPM-

LS, selambat-lambatnya 2 (hari) kerja; 

6) Jika kelengkapan dokumen SPP-UP/SPP-GU 

dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar, 

maka PPK-BLUD menolak menerbitkan SPM-

UP/SPM-GU dan selanjutnya mengembalikan SPP-

UP/SPP-GU paling lambat 1 (satu) hari kerja 

terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP kepada 

bendahara pengeluaran untuk dilengkapi dan 

diperbaiki; 

7) Pejabat Keuangan BLUD menandatangani SPM, 

menerbitkan SPM-UP/SPM-GU paling lambat 2 (dua) 

hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan 

SPP-UP/SPP-GU yang dinyatakan lengkap dan 

benar; 

8) PPK-RSUD mencatat penerbitan SPM-UP/SPM-GU 

yang diterima ke dalam register penerbitan SPM; 

9) PPK-RSUD mencatat penolakan SPM-UP/SPM-GU 

yang diterima ke dalam register penolakan SPP; 

10) Penerbitan SPM-UP/SPM-GU terdiri dari 3 (tiga) 

lembar : 

a) Lembar 1 dikirim ke pejabat yang menangani 

tugas perbendaharaan RSUD; 

b) Lembar 2 untuk bendahara pengeluaran; 

c) Lembar 3 untuk arsip PPK-RSUD. 

11)PenerbitanSPM-LS terdiri dari : 

a) Lembar 1 dikirim ke Sub Bag perbendaharan 

RSUD; 

b) Lembar 2 untuk bendahara pengeluaran; 

c) Lembar 3 untuk bendahara pengeluaran 

pembantu; 

d) Lembar 4 untuk arsip PPK-RSUD. 



 

 

h. Penerbitan SPM-LS. 

Pembayaran sebagai SPM-LS untuk : 

1) Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa yang 

dilaksanakan sendiri; 

2) PPK-RSUD menerima SPP-LS untuk pengadaan 

barang/jasa maupun belanja tidak lansung yang 

diajukan oleh bendahara pengeluaran; 

3) PPK-RSUD mencatat SPP-LS yang diterima ke dalam 

register SPP; 

4) PPK-RSUD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS, 

jika kelengkapan dokumen SPP-LS dinyatakan 

lengkap dan benar, PPK-RSUD menyiapkan SPM-LS 

untuk ditandatangani oleh Pejabat Keuangan atau 

pejabat yang diberi wewenang untuk 

menandatangani SPM; 

5) Jika kelengkapan dokumen SPP-LS dinyatakan tidak 

lengkap dan/atau tidak sah, maka PPK-RSUD 

menolak menerbitkan SPM-LS dan selanjutnya 

mengembalikan SPP-LS paling lambat 1 (satu) hari 

kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPP 

kepada bendahara pengeluaran untuk dilengkapi 

dan diperbaiki; 

6) Pejabat Keuangan selaku Pemimpin BLUD 

menandatangani SPM, menerbikan SPM-LS paling 

lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya 

pengajuan SPP yang dinyatakan lengkap dan benar; 

7) PPK-RSUD mencatat penerbitan SPM-LS ke dalam 

register penerbitan SPM; 

8) PPK-RSUD mencatat penolakan penerbitan SPM-LS 

yang diterima ke dalam register penolakan SPM; 

9) Penerbitan SPM-LS rangkap 3 (tiga) lembar untuk : 

a) Lembar 1 dan 2 dikirim ke pejabat yang 

menangani tugas perbendaharaan; 

b) Lembar 2 dikembalikan ke bendahara 

pengeluaran setelah diberi cap, tanggal dan 

nomor yang diterima oleh Sub. Bag. 

Perbendaharaan, lembar 3 sebagai arsip PPK-

RSUD. 

2. Batas Waktu Penyampaian SPM untuk Penerbitan SP2D : 

a. Pada akhir tahun anggaran, penyampaian SPM-GU 

untuk penerbitan SP2D selambat-lambatnya tangal 15 

Desember dan pertanggungjawaban uang persediaan 

diterbitkan SPM-nihil paling lambat tanggal 31 

desember; 

b. Penyampaian SPM-LS selambat-lambatnya tanggal 20 

Desember tahun anggaran yang bekenaan. 

 

 

 

 

 



 

 

Format Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Penolakan 

Penerbitan SPM, dan dokumen-dokumen pendukungnya adalah 

sebagai berikut: 

 

1. Surat Perintah Membayar (SPM) 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) 

TAHUN ANGGARAN ……….. 

 

Format : 

UP/GU/LS*) 

Nomor SPM :  

………….…… 

 (Diisi oleh PPk-SKPD)  

 

KUASA BENDAHARA 

UMUM DAERAH 

PEMERINTAH 

KABUPATEN WONOGIRI 

 

Supaya menerbitkan 

SP2D kepada : 

Potongan-potongan : 

 

 

Rekanan : 

……………………..…………

………………………….. 

No. 

Uraian 

(No. 

Rekening

) 

Jumlah 

Kete

rang

an 

 

 

Bendahara Pengeluaran / 

Pihak Ketiga*)  

 …………………………….. 

1. 

Iuran 

Wajib 

Pegawai 

Negeri 

   

 

Nomor Rekening Bank : 

.........................................

................................. 

2. 

Tabungan 

Perumah

an 

Pegawai 

   

 

NPWP : 

.........................................

................................. 

3. 
……………

…. 
   

 

Dasar Pembayaran/No. 

dan Tanggal SPD : 

……................ 

     

 

Untuk Keperluan : 

.........................................

................................. 

     

 
.........................................

................................. 
     

 
1. Belanja Tidak 

Langsung**) 
 

Jumlah 

Potongan 

Rp. 

……….. 
  

 2. Belanja Langsung**) 

 

Informasi :  

(tidak mengurangi jumlah 

pembayaran SPM) 

 

 

 
Pembebanan pada Kode 

Rekening : 
 

 
(Kode 

Rekening) 

: 

…

…

Rp. 

…………

…… 

No. Uraian 
Jumla

h 

Kete

rang

an 

 



 

 

… 

 
(Kode 

Rekening) 

: 

…

…

… 

Rp. 

…………

…… 

1. PPN    

 
(Kode 

Rekening) 

: 

…

…

… 

Rp. 

…………

…… 

2. PPH    

 
(Kode 

Rekening) 

: 

…

…

… 

Rp. 

…………

…… 

     

 
(Kode 

Rekening) 

: 

…

…

… 

Rp. 

…………

…… 

 Jumlah 

Rp. 

…........

........... 

  

 
(Kode 

Rekening) 

: 

…

…

… 

Rp. 

…………

…… 

Jumlah SPM  

Rp. 

……

…… 

 

 
(Kode 

Rekening) 

: 

…

…

… 

Rp. 

…………

…… 

Uang sejumlah : 

…………………………………………

………………………………………… 

 

 
(Kode 

Rekening) 

: 

…

…

… 

Rp. 

…………

…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Kode 

Rekening) 

: 

…

…

… 

Rp. 

…………

…… 

 

 
(Kode 

Rekening) 

: 

…

…

… 

Rp. 

…………

…… 

 

 
Jumlah SPP 

yang Diminta 

Rp. 

…………

…… 

 

.………., tanggal ……………. 

 

Direktur  

selaku Pemimpin BLUD 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

   

(……..…

………….

.) 

 

 

Nomor dan tanggal SPP : 

………… dan 

………………… 

 

 *)   Coret yang tidak perlu  

 **) Pilih yang sesuai   

 SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel   

        



 

 

Keterangan: 

 Nama SKPD diisi SKPD yang bersangkutan; 

 Bendahara/Pihak ketiga diisi dengan nama bendahara 

pengeluaran/pihak ketiga; 

 Nomor rekening bank diisi dengan nomor rekening 

bendahara pengeluaran/pihak ketiga; 

 Dasar pembayaran diisi dengan nomor dan tanggal 

SPD; 

 Keperluan diisi dengan keperluan penerbitan SPM; 

 Pembebanan kode rekening diisi dengan perincian kode 

rekening, nama rekening beserta jumlahnya; 

 Jumlah SPP diisi dengan jumlah SPP yang diajukan; 

 Nomor dan tanggal SPP diisi dengan nomor dan tanggal 

SPP yang diajukan; 

 Iuran Wajib Pegawai Negeri diisi dengan jumlah iuran 

wajib pegawai negeri jika ada; 

 Tabungan perumahan pegawai diisi dengan jumlah 

tabungan perumahan pegawai, PPN dan PPH diisi 

dengan jumlah PPN dan PPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Surat Penolakan Penerbitan Surat Perintah Membayar 

(SPM) 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM 

 

 

 

 

Nomor 

Lampiran 

Perihal  

 

 

: 

: 

: 

 

 

……………. 

……………. 

……………. 

.........., tanggal …………. 

 

Kepada Yth, 

Bendahara/PPTK 

……………………………………… 

……………………………………… 

di ………………………………….. 

 

Bersama ini, terlampir Surat Permintaan 

Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang dan Langsung 

(SPP-UP/GU/LS) Saudara Nomor:……. tanggal ………. 

tahun ………. dikembalikan karena tidak memenuhi 

syarat untuk diproses. Adapun kekurangannya sebagai 

berikut: 

 

1. ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan 

terima kasih. 

 

 

Mengetahui 

Direktur 

selaku Pemimpin BLUD 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

……..….., tanggal ……..….…….. 

 

 

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

(PPK) 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Register Penerimaan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran SKPD 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

REGISTER PENERIMAAN LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

 

No. 

Urut 
Tanggal 

Jumlah 

SPJ 
Uraian Keterangan 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Mengetahui: 

Wadir Umum dan 

Keuangan 

selaku Pejabat Keuangan 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 ………., tanggal ………… 

 

PPK-SKPD 

 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Register Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran SKPD 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

REGISTER PENGESAHAN LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

 

No. 

Urut 
Tanggal Pengeluaran Uraian Keterangan 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Mengetahui: 

Wadir Umum dan 

Keuangan 

selaku Pejabat Keuangan 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 ………., tanggal ………… 

 

PPK-SKPD 

 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Register Penolakan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran SKPD 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

REGISTER PENOLAKAN LAPORAN 

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

 

No. 

Urut 
Tanggal 

Jumlah 

SPJ 
Uraian Keterangan 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Mengetahui: 

Wadir Umum dan 

Keuangan 

selaku Pejabat Keuangan 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 ………., tanggal ………… 

 

PPK-SKPD 

 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 



 

 

6. Register Surat Perintah Membayar (SPM) 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

REGISTER SURAT PERINTAH MEMBAYAR 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

 

No. 

Uru

t 

Tanggal 

& 

Nomor 

Nomor SPP 

Uraian 

Jumlah SPP (Rp.) 

UP GU 
LS 

UP GU 
LS 

Gaji Barang & Jasa Gaji Barang & Jasa 

1 2 3 4 5 

           

           

           

           

           

           

           

 

Mengetahui: 

Wadir Umum dan Keuangan 

selaku Pejabat Keuangan 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 ………., tanggal …………… 

 

PPK-SKPD 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 



 

 

7. Register Surat Penolakan Penerbitan SPM 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

REGISTER SURAT PENOLAKAN PENERBITAN SPM 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

 

No. 

Uru

t 

Tanggal 

& 

Nomor 

Nomor SPP 

Uraian 

Jumlah SPP (Rp.) 

UP GU 
LS 

UP GU 
LS 

Gaji Barang & Jasa Gaji Barang & Jasa 

1 2 3 4 5 

           

           

           

           

           

           

           

 

Mengetahui: 

Wadir Umum dan Keuangan 

selaku Pejabat Keuangan 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 ………., tanggal …………… 

 

PPK-SKPD 

 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 



 

 

8. Surat Penolakan Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran SKPD 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

SURAT PENOLAKAN PENGESAHAN 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN (SPJ) 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

 

 

 

 

Nomor 

Lampiran 

Perihal  

 

 

: 

: 

: 

 

 

……………. 

……………. 

……………. 

..............., tanggal ……..……….. 

 

Kepada Yth, 

Bendahara Pengeluaran 

…………………………..…………… 

……………………………………….. 

di ………………… 

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap SPJ 

Saudara pada periode ………. tanggal ………. bulan ………. 

tahun ………. ditemukan kesalahan sebagai berikut: 

1. ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima 

kasih. 

 

 

 

Mengetahui 

Direktur 

selaku Pemimpin BLUD 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

………., tanggal ………….. 

 

Pejabat Penatausahaan Keuangan 

(PPK) 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Penggunaan Dana. 

a. PPK-RSUD menerima SP2D (lembar 2) yang dibubuhi cap 

telah diterbitkan SP2D tanggal dan nomor; 

b. PPK-RSUD mencatat SP2D yang telah diterima dalam register 

SP2D; 

c. PPK-RSUD menyerahkan SP2D ke Bendahara pengeluaran; 

d. Bendahara pengeluaran mencatat SP2D yang diterima ke 

dalam register SP2D; 

e. Bendahara pengeluaran (atau pihak ketiga) menerima 

transfer uang ke rekeningnya dari Bank pemegang kas 

RSUD. 

f. Bendahara pengeluaran mencatat transfer/penerimaan ke 

dalam buku kas umum disisi penerimaan; 

g. Bendahara pengeluaran mencatat ke dalam buku 

simpanan/bank (jika pembebanan uang persediaan/ganti 

uang); 

h. Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran ke dalam 

buku kas umum disisi pengeluaran; 

i. Bendahara pengeluaran mencatat pengeluaran kas ke dalam 

buku kas umum dan buku panjar, jika uang yang 

dikeluarkan belum disertai bukti transaksi; 

j. Bendahara pengeluaran mencatat pemotongan dan 

penyetoran pajak kedalam buku pajak. 

Jika ada bendahara pengeluaran pembantu : 

a. Bendahara pengeluaran menyerahkan uang muka 

kerja/panjar kepada bendahara pengeluaran pembantu; 

b. Bendahara pengeluaran pembantu menerima uang dan 

mencatat dalam buku kas pengeluaran pembantu disisi 

penerimaan; 

c. Bendahara pengeluaran pembantu mencatat pengeluaran 

kas ke dalam buku kas pengeluaran pembantu disisi 

pengeluaran. 

4. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana. 

a. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib 

mempertanggungjawabkan penggunaan dana UP/GU kepada 

pengguna anggaran/pengguna barang melalui PPK-SKPD 

paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya; 

b. Dokumen yang digunakan dalam penatausahaan 

pertanggungjawaban pengeluaran mencakup: 

1) Register penerimaan laporan pertanggungjawaban 

pengeluaran (SPJ); 

2) Register pengesahan laporan pertanggungjawaban 

pengeluaran (SPJ); 

3) Surat penolakan laporan pertanggungjawaban 

pengeluaran (SPJ); 

4) Register penolakan laporan pertanggungjawaban 

pengeluaran (SPJ); 

5) Register penutupan Kas. 

c. Dokumen laporan pertanggungjawaban meliputi : 

1) Buku kas umum; 

2) Ringkasan pengeluaran per rincian obyek yang disertai 

dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah atas 



 

 

pengeluaran dari setiap rincian obyek yang tercantum 

dalam ringkasan pengeluaran per rincian obyek 

dimaksud; 

3) Buku atas penyetoran PPh/PPN ke kas Negara; 

4) Register penutupan kas. 

d. Buku kas umum ditutup setiap bulan dengan sepengetahuan 

dan persetujuan pengguna anggaran/pengguna barang; 

e. Dalam hal laporan pertanggungjawabn telah sesuai, 

pengguna anggaran/pengguna barang menerbitkan surat 

pengesahan laporan pertanggungjawaban; 

f. Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun 

anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan 

Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember; 

g. Dalam melakukan verifikasi atas laporan 

pertanggungjawaban yang disampaikan, PPK-RSUD : 

1) Meneliti kelengkapan dokumen laporan 

pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti 

pengeluaran yang dilampirkan; 

2) Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per 

rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per 

rincian obyek; 

3) Menghitung pengenaan PPh/PPN per rincian obyek; 

4) Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang 

diterbitkan periode sebelumnya. 

h. Dokumen pendukung SPP-LS dapat dipersamakan dengan 

buku pertanggungjawaban atas pengeluaran pembayaran 

beban langsung kepada pihak ketiga; 

i. Bendahara pengeluaran pada RSUD wajib 

mempertanggungjawabkan secara fungsional atas 

pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran 

kepada Direktur RSUD paling lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya; 

j. Penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran 

secara fungsional dilaksanakan setelah diterbitkan surat 

pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran oleh Direktur 

selaku Pemimpin BLUD; 

k. Direktur RSUD melakukan pemeriksaan kas yang dikelola 

bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 

dalam 3 (tiga) bulan; 

l. Bendahara pengeluaran melakukan pemeriksaan kas yang 

dikelola bendahara pengeluaran pembantu sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; 

m. Pemeriksaan kas dituangkan dalam berita acara pemeriksaan 

kas yang disertai dengan register penutupan kas; 

n. Pengisian dokumen penatausahaan bendahara pengeluaran 

dapat menggunakan aplikasi komputer dan/atau alat 

elektronik lainnya.  

 

 

 



 

 

Format, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran dan 

dokumen-dokumen pendukungnya adalah sebagai berikut: 

 

1. Buku Kas Umum (BKU) 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BUKU KAS UMUM 

BENDAHARA PENGELUARAN 

 

SKPD : …… 

No Tgl Uraian 
Kode 

Rekening 

Penerimaan 

(Rp.) 

Pengeluaran 

(Rp.) 
Saldo 

       

       

       

       

       

       

Jumlah bulan ini    

Jumlah s/d bulan lalu    

Jumlah s/d bulan ini    

 

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. …………………… 

(…………………………………….…….…. dengan huruf) 

terdirin dari : 

- Tunai   : ………. 

- Saldo Bank  : ………. 

- Surat Berharga : ………. 

 

 

 

 

Mengetahui/Menyetujui: 

 ………, tanggal ………. 

Wadir Umum dan 

Keuangan 

selaku Pejabat Keuangan 

 

 

Tanda Tangan 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 Bendahara Pengeluaran 

 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Keterangan: 

 Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan; 

 Kolom No. diisi dengan nomor urut transaksi BKU 

Bendahara Pengeluaran (dimulai dari nomor 1 dst). Nomor 

urut yang digunakan adalah nomor urut per transaksi bukan 

pencatatan (apabila suatu transaksi menghasilkan dua atau 

lebih pencatatan, maka terhadap pencatatan kedua dan 

seterusnya cukup menggunakan nomor urut transaksi yang 

pertama kali dicatat); 

 Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi; 

 Kolom uraian diisi dengan uraian transaksi; 

 Kolom kode rekening diisi dengan nomor kode rekening. 

Kolom ini diisi hanya untuk transaksi belanja; 

 Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah transaksi 

penerimaan; 

 Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah transaksi 

pengeluaran; 

 Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo akumulasi; 

 Kas di Bendahara Pengeluaran diisi dengan nilai yang 

tercantum pada kolom saldo pada saat penutupan akhir 

bulan. Kas di Bendahara pengeluaran dapat berupa kas 

tunai atau simpanan di bank *) 

 Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara 

Pengeluaran dan Pejabat Keuangan disertai nama jelas*) 

*) Diisi hanya pada saat penutupan diakhir bulan untuk 

keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Buku Pembantu Kas Tunai 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI 

BENDAHARA PENGELUARAN 

 

SKPD : …… 

Tgl 
No. 

BKU 
Uraian 

Penerimaan 

(Rp.) 

Pengeluaran 

(Rp.) 
Saldo 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Mengetahui/Menyetujui: 

 ………, tanggal ………. 

Wadir Umum dan 

Keuangan 

selaku Pejabat Keuangan 

 

 

Tanda Tangan 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 Bendahara Pengeluaran 

 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

Keterangan: 

 Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan; 

 Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau 

pengeluaran tunai bendahara pengeluaran; 

 Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau 

pengeluaran tunai pada BKU; 

 Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau 

pengelauran tunai; 

 Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah penerimaan 

tunai; 

 Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran 

tunai; 

 Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo kas tunai; 

 Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara 

Pengeluaran dan Pejabat Keuangan disertai nama jelas*) 

*) Diisi hanya pada saat penutupan diakhir bulan untuk 

keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran. 

 

 

 

 



 

 

3. Buku Pembantu Pajak 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BUKU PEMBANTU PAJAK 

BENDAHARA PENGELUARAN 

 

SKPD : …… 

Tgl 
No. 

BKU 
Uraian 

Penerimaan 

(Rp.) 

Pengeluaran 

(Rp.) 
Saldo 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Mengetahui/Menyetujui: 

 ………, tanggal ………. 

Wadir Umum dan 

Keuangan 

selaku Pejabat Keuangan 

 

 

Tanda Tangan 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 Bendahara Pengeluaran 

 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

 

 

Keterangan: 

 Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan; 

 Kolom tanggal diisi dengan tanggal pemotongan atau 

penyetoran pajak; 

 Kolom No. BKU diisi dengan nomor pemotongan atau 

penyetoran pajak pada BKU; 

 Kolom uraian diisi dengan uraian pemotongan atau 

penyetoran pajak; 

 Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah pemotongan 

pajak; 

 Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah penyetoran 

pajak; 

 Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo pemotongan atau 

penyetoran pajak; 

 Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara 

Pengeluaran dan Pejabat Keuangan disertai nama jelas*) 

 

*) Diisi hanya pada saat penutupan diakhir bulan untuk 

keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran. 

 



 

 

4. Buku Pembantu Panjar 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BUKU PEMBANTU PANJAR 

BENDAHARA PENGELUARAN 

 

SKPD : …… 

Tgl 
No. 

BKU 
Uraian 

Penerimaan 

(Rp.) 

Pengeluaran 

(Rp.) 
Saldo 

      

      

      

      

      

      

 

 

 

Mengetahui/Menyetujui: 

 ………, tanggal ………. 

Wadir Umum dan 

Keuangan 

selaku Pejabat Keuangan 

 

 

Tanda Tangan 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 Bendahara Pengeluaran 

 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

Keterangan: 

 Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan; 

 Kolom tanggal diisi dengan tanggal penerimaan atau 

pertanggungjawaban panjar; 

 Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut penerimaan atau 

pertanggungjawaban panjar pada BKU; 

 Kolom uraian diisi dengan uraian penerimaan atau 

pertanggungjawaban panjar; 

 Kolom penerimaan diisi dengan jumlah rupiah SPJ panjar; 

 Kolom pengeluaran diisi dengan jumlah rupiah pemberian 

panjar; 

 Kolom saldo diisi dengan jumlah/saldo sisa panjar yang 

masih berada pada PPTK; 

 Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara 

Pengeluaran dan Pejabat Keuangan disertai nama jelas*) 

 

*) Diisi hanya pada saat penutupan diakhir bulan untuk 

keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran. 

 

 

 

 



 

 

5. Buku Pembantu Rincian Obyek Belanja 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

BUKU PEMBANTU RINCIAN OBYEK BELANJA 

BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN 

PEMBANTU 

 

SKPD     : 

Kode Rekening   : 

Nama rekening   : 

Jumlah Anggaran (DPA) : Rp. ………. 

Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp. ………. 
 

Tgl 
No. 

BKU 
Uraian 

Belanja 

LS 

Belanja 

UP/GU 
Jumlah 

      

      

      

      

      

      

Jumlah bulan ini    

Jumlah s/d bulan lalu    

Jumlah s/d bulan ini    
 

 

Mengetahui/Menyetujui: 

  

………, tanggal ………. 

Wadir Umum dan 

Keuangan 

selaku Pejabat Keuangan 

 

 

Tanda Tangan 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 Bendahara Pengeluaran 

 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

Keterangan: 

 Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan, kode 

rekening, nama rekening, jumlah anggaran dan tahun 

anggaran; 

 Kolom tanggal diisi dengan tanggal transaksi pengeluaran; 

 Kolom No. BKU diisi dengan nomor urut BKU Bendahara 

Pengeluaran 

 Kolom uraian diisi dengan uraian belanja; 

 Kolom belanja LS diisi dengan jumlah rupiah belanja 

menggunakan SPP LS; 

 Kolom belanja UP/GU diisi dengan jumlah rupiah belanja 

menggunakan SPP UP/GU; 

 Kolom Jumlah diisi akumulasi dari setiap transaksi belanja 

UP/GU dan LS; 

 Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara 

Pengeluaran dan Pejabat Keuangan disertai nama jelas*) 

*) Diisi hanya pada saat penutupan diakhir bulan untuk 

keperluan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara Pengeluaran. 



 

 

6. Nota Pencairan Dana (NPD) 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

NOTA PENCAIRAN DANA 

NOMOR … TAHUN … 

 

 

BENDAHARA PENGELUARAN 

SKPD: 

Supaya mencairkan 

dana kepada 

: 

 

   

Pejabat Pelaksana 

Teknis Kegiatan 

: 

 

   

Program :    

Kegiatan :    

Nomor 

DPA/DPAL/DPPA-

SKPD 

:    

Tahun Anggaran :    

Jumlah dana yang 

diminta 

: 

 

   

(terbilang 

…………………………………………………..………………………………

………………………………………………..…………………………...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Pembebanan pada kode rekening: 

No. 

Urut 

Kode 

Reke

ning 

Uraian Anggaran 

Akumulasi 

Pencairan 

Sebelumny

a 

Pencairan 

Saat Ini 

Sisa 

Anggaran 

       

       

       

       

JUMLAH     

Potongan-potongan: 

       

PPN : Rp. 

PPh pasal 21/22/23 : Rp. 

Jumlah yang diminta 

Potongan 

Jumlah yang dibayarkan 

(terbilang 

…………………………………………………………………………………

……...) 

 

Wadir Umum 

dan Keuangan 

selaku Pejabat 

Keuangan 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama 

Lengkap) 

NIP. 

  …….., tanggal …………….. 

Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan 

 

 

 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Register SPP/SPM/SP2D 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

REGISTER SPP/SPM/SP2D 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

 

 

N

o 

Jenis 

UP/GU

/LS 

SPP SPM SP2D 
Urai

an 

Jum

lah 

Ketera

ngan 
Tang

gal 

No

mor 

Tang

gal 

No

mor 

Tang

gal 

No

mor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

 

..……., tanggal ……………. 

Bendahara Pengeluaran 

Tanda Tangan 

Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

Keterangan: (pengisian Register SPP, SPM dan SP2D) 

 Judul diisi dengan nama SKPD yang bersangkutan; 

 Kolom 1 diisi dengan nomor urut; 

 Kolom 2 diisi dengan jenis pengeluaran dengan UP/GU/LS; 

 Kolom 3 diisi dengan tanggal pengajuan SPP; 

 Kolom 4 diisi dengan nomor SPP yang diajukan; 

 Kolom 5 diisi dengan tanggal penerbitan SPM terkait 

pengajuan SPP pada kolom sebelumnya; 

 Kolom 6 diisi dengan nomor SPM yang diterbitkan; 

 Kolom 7 diisi dengan tanggal penerbitan SP2D terkait dengan 

penerbitan SPM pada olom sebelumnya; 

 Kolom 8 diisi dengan nomor SP2D yang diterbitkan; 

 Kolom 9 diisi dengan uraian pengajuan; 

 Kolom 10 diisi dengan jumlah pencairan; 

 Kolom 11 diisi dengan keterangan yang diperlukan; 

 Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara 

Pengeluaran disertai nama jelas dan di bawah nama jelas 

diisi dengan NIP Bendahara Pengeluaran. 

 

 

 

 



 

 

8. Laporan Pertanggungjawaban UP 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WO0NOGIRI 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN (UP) 

BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENGELUARAN 

PEMBANTU 

SKPD   : 

Tahun Anggaran : 

Kode Rekening Uraian Jumlah 

            

            

            

            

            

            

Total  

Uang Persediaan Awal Periode  

Uang Persediaan Akhir Periode  

 

………., tanggal ……………. 

 

Bendahara Pengeluaran 

 

Tanda Tangan] 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

Keterangan: 

 Judul diisi dengan nama SKPD dan tahun anggaran yang 

bersangkutan; 

 Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening mulai dari 

kode rekening kegiatan, belanja sampai dengan rincian 

obyek; 

 Kolom uraian diisi dengan uraian nama kegiatan dan belanja 

sampai dengan rincian obyek; 

 Kolom jumlah diisi dengan jumlah rupiah belanja untuk kode 

rekening setiap rincian obyek belanja; 

 Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara 

Pengeluaran disertai nama jelas dan di bawah nama jelas 

diisi dengan NIP Bendahara Pengeluaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Laporan Penutupan Kas Bulanan 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN 

Bulan ………. Tahun ………. 

 

Kepada Yth. 

…………………. 

…………………. 

Di Tempat 

 

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Wonogiri No … tahun 

2015 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bersama ini kami 

sampaikan Laporan Penutupan Kas Bulanan yang terdapat di 

Bendahara Pengeluaran SKPD ……………… adalah sejumlah Rp. 

……………… dengan perincian sebagai berikut: 

 

D. Kas di Bendahara Pengeluaran 

A.1. Saldo awal bulan tanggal …  Rp. ………………… 

A.2. Jumlah Penerimaan   Rp. ………………… 

A.3. Jumlah Pengeluaran   Rp. ………………… 

A.4. Saldo Akhir bulan tanggal …  Rp. ………………… 

Saldo akhir bulan tanggal … terdiri dari saldo di kas tunai 

sebesar Rp. ……… dan saldo di bank sebesar Rp. …….. 

 

E. Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu 

B.1. Saldo awal bulan tanggal …  Rp. ………………… 

B.2. Jumlah Penerimaan   Rp. ………………… 

B.3. Jumlah Pengeluaran   Rp. ………………… 

B.4. Saldo Akhir bulan tanggal …  Rp. ………………… 

Saldo akhir bulan tanggal … terdiri dari saldo di kas tunai 

sebesar Rp. ……… dan saldo di bank sebesar Rp. …….. 

 

F. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran 

C.1. Saldo di Kas Tunai    Rp. ………………… 

C.2. Saldo di Bank    Rp. ………………… 

C.3. Saldo total     Rp. ………………… 

 

 

………., tanggal ……………. 

 

Bendahara Pengeluaran 

 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 



 

 

10. Laporan Pertanggungjawaban Administratif 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 

(SPJ BELANJA) 

SKPD    : 1) 

Pengguna Anggaran : 2) 

Bendahara Pengeluaran : 3) 

Tahun Anggaran  : 4) 

Bulan    : 5) 

Kode 

Rekening 
Uraian 

Jumlah 

Anggaran 

SPJ LS-Gaji SPJ LS-Barang Jasa SPJ UP/GU Jumlah 
Sisa 

Pagu 

Anggaran 

s.d 

Bulan 

Lalu 

Bulan 

Ini 

s.d 

Bulan 

Ini 

s.d 

Bulan 

Lalu 

Bulan 

Ini 

s.d 

Bulan 

Ini 

s.d 

Bulan 

Lalu 

Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Ini 
SPJ/Gaji//LS/GU/TU 

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14 

              

              

              

JUMLAH              

 Penerimaan            

* SP2D            

* Potongan Pajak            

a. PPN            

b. PPh 21            

c. PPh 22            

d. PPh 23            

* Lain-lain            



 

 

1. Askes            

2. IWP            

3. PPh. 21            

4. Taperum            

5. Lain-lain            

Jumlah 

Penerimaan : 

           

Kode 

Rekening 
Uraian 

Jumlah 

Anggaran 

SPJ LS-Gaji SPJ LS-Barang Jasa SPJ UP/GU Jumlah 
Sisa 

Pagu 

Anggaran 

s.d 

Bulan 

Lalu 

Bulan 

Ini 

s.d 

Bulan 

Ini 

s.d 

Bulan 

Lalu 

Bulan 

Ini 

s.d 

Bulan 

Ini 

s.d 

Bulan 

Lalu 

Bulan 

Ini 

s.d Bulan 

Ini 
SPJ/Gaji//LS/GU/TU 

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14=(3-

13) 

              

              

              

JUMLAH              

 Pengeluaran            

* SPJ 

(LS/+UP/GU) 

           

* Potongan Pajak            

a. PPN            

b. PPh 21            

c. PPh 22            

d. PPh 23            

* Lain-lain            



 

 

1. Askes            

2. IWP            

3. PPh. 21            

4. Taperum            

5. Lain-lain            

Jml Pengeluaran 

: 

           

 Saldo             

Mengetahui: 

Pengguna 

Anggaran 

Tanda Tanda 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 ………, tanggal ………………… 

Bendahara Pengeluaran 

Tanda Tanda 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 



 

 

Keterangan 

 1) Diisi dengan nama SKPD; 

 2) Diisi dengan nama Pengguna Anggaran; 

 3) Diisi dengan Nama Bendahara Pengeluaran; 

 4) Diisi dengan tahun anggaran APBD; 

 5) Diisi dengan bulan anggaran laporan; 

 Kolom 1 diisi dengan kode rekening; 

 Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening; 

 Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan 

dalam APBD atas masing-masing kode rekening; 

 Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji 

dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai bulan lalu; 

 Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji 

dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini; 

 Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji 

dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai bulan ini; 

 Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-

pihak ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai bulan lalu 

berdasarkan data PPTK; 

 Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-

pihak ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini 

berdasarkan data PPTK; 

 Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-

pihak ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai bulan ini 

berdasarkan data PPTK; 

 Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana 

UP/GU sampai bulan lalu; 

 Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana 

UP/GU bulan ini; 

 Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana 

UP/GU sampai bulan ini; 

 Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana 

LS+UP/GU sampai bulan ini; 

 Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa yang telah disetor ke Kas 

Daerah sampai dengan bulan lalu; 

 Jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah 

anggaran yang dikurangi dengan jumlah SPJ atas 

penggunaan dana LS+UP/GU sampai bulan ini; 

 Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara 

Pengeluaran dan Pejabat Keuangan disertai nama jelas dan 

NIP. 

 



 

 

11. Laporan Pertanggungjawaban Fungsional 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN 

(SPJ BELANJA) 

SKPD   : 1) 

Pengguna Anggaran  : 2) 

Bendahara Pengeluaran : 3) 

Tahun Anggaran  : 4) 

Bulan   : 5) 

Kode 

Rekening 
Uraian Jumlah Anggaran 

SPJ LS-Gaji SPJ LS-Barang Jasa SPJ UP/GU Jumlah 

Sisa Pagu 

Anggaran 

s.d 

Bulan 

Lalu 

Bulan 

Ini 

s.d 

Bulan Ini 

s.d 

Bulan 

Lalu 

Bulan 

Ini 

s.d 

Bulan 

Ini 

s.d 

Bulan 

Lalu 

Bulan 

Ini 
s.d Bulan Ini SPJ/Gaji//LS/GU/TU 

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14 

              

              

              

JUMLAH              

 Penerimaan            

* SP2D            

* Potongan Pajak            

a. PPN            

b. PPh 21            

c. PPh 22            

d. PPh 23            

* Lain-lain            

1. Askes            

2. IWP            

3. PPh. 21            

4. Taperum            

5. Lain-lain            

Jumlah Penerimaan :            

Kode 

Rekening 
Uraian Jumlah Anggaran 

SPJ LS-Gaji SPJ LS-Barang Jasa SPJ UP/GU Jumlah Sisa Pagu 

Anggaran s.d Bulan s.d s.d Bulan s.d s.d Bulan s.d Bulan Ini SPJ/Gaji//LS/GU/TU 



 

 

Bulan 

Lalu 

Ini Bulan Ini Bulan 

Lalu 

Ini Bulan 

Ini 

Bulan 

Lalu 

Ini 

1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9=(7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14=(3-13) 

              

              

              

JUMLAH              

 Pengeluaran            

* SPJ (LS/+UP/GU)            

* Potongan Pajak            

a. PPN            

b. PPh 21            

c. PPh 22            

d. PPh 23            

* Lain-lain            

1. Askes            

2. IWP            

3. PPh. 21            

4. Taperum            

5. Lain-lain            

Jml Pengeluaran :            

 Saldo             

Mengetahui: 

Wadir Umum dan Keuangan 

selaku Pejabat Keuangan 

 

Tanda Tanda 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 ………, tanggal ………………… 

Bendahara Pengeluaran 

 

Tanda Tanda 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 



 

 

Keterangan 

 1) Diisi dengan nama SKPD; 

 2) Diisi dengan nama Pengguna Anggaran; 

 3) Diisi dengan Nama Bendahara Pengeluaran; 

 4) Diisi dengan tahun anggaran APBD; 

 5) Diisi dengan bulan anggaran laporan; 

 Kolom 1 diisi dengan kode rekening; 

 Kolom 2 diisi dengan uraian nama kode rekening; 

 Kolom 3 diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan 

dalam APBD atas masing-masing kode rekening; 

 Kolom 4 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji 

dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai bulan lalu; 

 Kolom 5 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji 

dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini; 

 Kolom 6 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-gaji 

dan tunjangan yang telah diterbitkan/SPJ sampai bulan ini; 

 Kolom 7 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-

pihak ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai bulan lalu 

berdasarkan data PPTK; 

 Kolom 8 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-

pihak ketiga yang telah diterbitkan/SPJ bulan ini 

berdasarkan data PPTK; 

 Kolom 9 diisi dengan jumlah SP2D atas pembayaran LS-

pihak ketiga yang telah diterbitkan/SPJ sampai bulan ini 

berdasarkan data PPTK; 

 Kolom 10 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana 

UP/GU sampai bulan lalu; 

 Kolom 11 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana 

UP/GU bulan ini; 

 Kolom 12 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana 

UP/GU sampai bulan ini; 

 Kolom 13 diisi dengan jumlah SPJ atas penggunaan dana 

LS+UP/GU sampai bulan ini; 

 Kolom 14 diisi dengan jumlah sisa yang telah disetor ke Kas 

Daerah sampai dengan bulan lalu; 

 Jumlah sisa pagu anggaran yang diperoleh dari jumlah 

anggaran yang dikurangi dengan jumlah SPJ atas 

penggunaan dana LS+UP/GU sampai bulan ini; 

 Kolom tanda tangan ditandatangani oleh Bendahara 

Pengeluaran dan Pejabat Keuangan disertai nama jelas dan 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

F. PERGESERAN ANGGARAN. 

1. Pergeseran anggaran RSUD yang dibeayai dari APBD/APBN dilakukan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

2. Tata cara pergeseran belanja RSUD yang dibeayai dari kas RSUD 

diatur sebagai berikut : 

a. PPTK mengajukan permohonan untuk melakukan pergeseran 

anggaran disertai dengan alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan kepada Direktur RSUD melalui Pejabat 

Keuangan; 

b. Permohonan tersebut dikaji oleh pejabat keuangan, pejabat teknis 

dan PPK untuk menentukan pergeseran anggaran tersebut dapat 

disetujui atau tidak. Apabila pergeseran tersebut disetujui, maka 

Direktur RSUD memberikan surat persetujuan anggaran dimaksud 

kepada PPTK yang bersangkutan, selanjutnya pergeseran anggaran 

tersebut dituangkan dalam perubahan RBA dan disampaikan 

kepada PPKD. Apabila anggaran tersebut ditolak maka penolakan 

tersebut diberitahukan kepada PPTK yang bersangkutan. Setelah 

penetapan peraturan daerah tentang APBD perubahan, tidak 

diperkenankan adanya pergeseran anggaran. 

c. Pergeseran obyek belanja BLUD dapat dilakukan sebelum dan 

setelah perubahan APBD sepanjang tidak merubah plafon jenis 

belanja sebagaimana dalam APBD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Format DPPA-SKPD adalah sebagai berikut: 

 

3. Sampul/halaman depan 

 

 
 

KABUPATEN WONOGIRI 

 

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

TAHUN ANGGARAN ………. 

 

Kode Nama Formulir 

DPPA-SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah  

DPPA-SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah 

DPPA-SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja 

Perangkat Daerah 

DPPA-SKPD 2.2 Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran Belanja Langsung menurut Program 

dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

DPPA-SKPD 

2.2.1 

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran Belanja Langsung Program dan per 

Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) 

 Halaman :  

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan 

Perubahan Anggaran 

BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso 

Tahun Anggaran ….. 

Formulir 

DPPA-SKPD 

Kabupaten Wonogiri 

Tahun Anggaran ….. 

Urusan 

Pemerintahan 

: x.xx …………………….

.......................... 

 

Organisasi : x.xx.xx …………………….

.......................... 

 

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran  

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso 

Kode 

Rekening 
Uraian 

Jumlah (Rp) 
Bertambah/ 

(Berkurang) 

Sebelum 

Perubahan 

Setelah 

Perubahan 
(Rp) % 

1 2 3 4 5 6 

        

        

        

        

        

        

        

Rencana Pelaksanaan Perubahan Anggaran 

RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso per triwulan 

No Uraian 
Triwulan 

Jumlah 
I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7=3+4+5

+6 

1 Pendapatan      

2.1 Belanja Tidak 

Langsung 

     

2.2 Belanja Langsung      

      

……….., tanggal …………… 

Menyetujui 

Sekretaris Daerah, 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 

 

 



 

 

Keterangan: 

Formulir DPPA SKPD merupakan ringkasan anggaran satuan 

kerja perangkat daerah yang sumber datanya berasal dari 

peringkasan jumlah pendapatan menurut kelompok dan jenis 

pendapatan yang diisi dalam formulir DPPA-SKPD 1, jumlah 

belanja tidak langsung menurut kelompok dan jenis belanja yang 

diisi dalam formulir DPPA-SKPD 2.1, dan penggabungan dari 

seluruh jumlah kelompok dan jenis belanja langsung yang diisi 

dalam setiap formulir DPPA-SKPD 2.2.1. 

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang 

direncanakan; 

2. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan daerah dan nama urusan pemerintahan daerah 

yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi SKPD; 

3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan 

nama SKPD; 

4. Kolom 1 diisi dengan nomor kode rekening pendapatan/ 

nomor kode rekening belanja; 

5. Pengisian kode rekening dimaksud secara berurutan dimulai 

dari kode rekening anggaran pendapatan/ belanja/ 

pembiayaan, diikuti dengan masing-masing koder rekening 

kelompok pendapatan/ belanja/ pembiayaan dan diakhiri 

dengan kode rekening jenis pendapatan/ belanja/ 

pembiayaan; 

6. Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan/belanja: 

a. Pencantuman pendapatan diawali dengan uraian 

pendapatan, selanjutnya diikuti dengan uraian kelompok 

dan setiap uraian kelomok diikuti dengan uraian jenis 

pendapatan yang dipungut atau diterima oleh satuan kerja 

perangkat daerah sebagaimana dianggarkan dalam 

formulir DPPA-SKPD 1;. 

b. Untuk belanja diawali dengan pencantuman uraian 

belanja, selanjutnya uraian belanja dikelompokkan ke 

dalam belanja tidak langsung dan belanja langsung. 

Dalam kelompok belanja tidak langsung diuraikan jenis-

jenis belanja sesuai dengan yang tercantum dalam 

formulir DPPA-SKPD 2.1. 

Dalam kelompok belanja langsung diuraikan jenis-jenis 

belanja sesuai dengan yang tercantum dalam formulir 

DPPA-SKPD 2.2.1. 

7. Kolom 3 diisi dengan jumlah menurut kelompok, menurut 

jenis pendapatan dan jenis belanja sebelum perubahan, 

jumlah dimaksud merupakan penjumlahan dari jumlah yang 

tercantum dari formulir DPPA-SKPD 1, formulir DPPA-SKPD 

2.1 formulir DPPA-SKPD 2.2 dan seluruh formulir DPPA-

SKPD 2.2.1; 

8. Kolom 4 diisi dengan jumlah menurut kelompok, menurut 

jenis pendapatan dan jenis belanja setelah perubahan, jumlah 

dimaksud merupakan penjumlahan dari jumlah yang 

tercantum dari formulir DPPA-SKPD 1, formulir DPPA-SKPD 

2.1 formulir DPPA-SKPD 2.2 dan seluruh formulir DPPA-

SKPD 2.2.1; 



 

 

9. Surplus diisi apabila jumlah anggaran pendapatan 

diperkirakan lebih besar dari jumlah anggaran belanja; 

10. Defisit diisi apabila jumlah anggaran pendapatan 

diperkirakan lebih kecil dari jumlah anggaran belanja; 

11. Rencana pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat 

daerah per tri wulan diisi sebagai berikut: 

a. Baris pendapatan diisi dengan jumlah pendapatan yang 

dapat dipungut atau diterima setiap triwulan selama satu 

tahun anggaran yang direncanakan; 

b. Baris belanja tidak langsung diisi dengan jumlah belanja 

tidak langsung yang dibutuhkan setiap triwulan selama 

satu tahun anggaran yang direncanakan; 

c. Baris belanja langsung diisi dengan jumlah belanja 

langsung yang dibutuhkan untuk mendanai program dan 

kegiatan setiap triwulan dalam satu tahun anggaran yang 

direncanakan; 

12. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun diisi berdasarkan 

pembuatan formulir DPPA-SKPD 1, dengan mencantumkan 

nama jabatan kepala satuan kerja perangkat daerah; 

13. Formulir DPPA-SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah 

dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor induk 

pegawai; 

14. Formulir DPPA-SKPD dapat diperbanyak sesuai dengan 

kebutuhan; 

15. Apabila formulir DPPA-SKPD lebih dari satu halaman setiap 

halaman diberi nomor urut halaman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD 1) 

 

 
 

KABUPATEN WONOGIRI 

 

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

TAHUN ANGGARAN ………. 

 

 

PENDAPATAN 

 

NO DPA SKPD : x.xx xx 00 00 4 

 

 

 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
: X.XX ……………………………….……… 

ORGANISASI : X.XX.XX ………………………………….…… 

PENGGUNA 

ANGGARAN/ 
:  

KUASA 

PENGGUNA 
  

ANGGARAN   

NAMA : ………………………………..…………….………. 

NIP : ………………………………………………………. 

JABATAN : ………………………………………………………. 



 

 

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO Formulir 

DPPA-SKPD 1 Kabupaten Wonogiri 

Tahun Anggaran ….. 

Urusan Pemerintahan : x.xx …………………..   

Organisasi : x.xx.xx …………………..   

Latar belakang perubahan/dianggarkan pendapatan 

dalam perubahan APBD 

: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan 

BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso 

Kode Rekening Uraian 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 
Bertambah/ 

Berkurang 

Rincian Penghitungan 

Jumlah 

Rincian Penghitungan 

Jumlah (Rp) % 
Volume Satuan 

Tarif/ 

Harga 
Volume Satuan 

Tarif/ 

Harga 

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7x9 11 = 10-6 12 

xx xx xx xx xx            

xx xx xx xx xx            

xx xx xx xx xx            

Jumlah      

Perubahan Rencana Pendapatan per Triwulan 

 

Triwulan I 

 

Rp. ………. 

   

 

 

………………, tanggal ………………… 

Mengesahkan, 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

Triwulan II Rp. ……….   

Triwulan III Rp. ……….   

Triwulan IV Rp. ……….   

Jumlah Rp. ……….   

       

 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 

1.     

dst     



 

 

Keterangan: 

Formulir DPPA-SKPD 1 sebagai formulir untuk menyusun 

rencana pendapatan atau pengeluaran satuan kerja perangkat 

daerah dalamm perubahan APBD tahun anggaran yang 

direncanakan. Oleh karena itu nomor kode rekening dan uraian 

nama kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan 

yang dicantumkan dalam formulir DPPA-SKPD 1 disesuaikan 

dengan pendapatan tertentu yang akan dipungut atau 

pengeluaran tertentu dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

satuan kerja perangkat daerah sebagaimana ditetapkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengisian formulir 

DPPA-SKPD 1 supaya mempedomani ketentuan Pasal 159 

peraturan ini. Untuk memenuhi azas transparansi dan prinsip 

anggaran berdasarkan rencana pendapatan yang dianggarkan, 

pengisian rincian perhitungan tidak diperkenankan 

mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, 

pm, up, lumpsum. 

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang 

direncanakan; 

2. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan daerah dan nama urusan pemerintahan daerah 

yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi SKPD; 

3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan 

nama satuan kerja perangkat daerah; 

4. Baris latar belakang perubahan/dianggarkan pendapatan 

dalam perubahan APBD diisi dengan latar belakang terjadinya 

perubahan/dianggarkannya pendapatan; 

5. Kolom 1 kode rekening diisi dengan kode rekening kelompok, 

jenis, obyek, rincian obyek pendapatan satuan kerja 

perangkat daerah; 

6. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, 

obyek dan rincian obyek pendapatan; 

7. Sebelum Perubahan: 

a. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian 

obyek pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah 

kendaraan bermotor, jumlah liter bahan bakar kendaraan 

bermotor, jumlah tingkat hunian hotel, jumlah pengunjung 

restoran, jumlah kepala keluarga, jumlah pasien, jumlah 

pengunjung, jumlah kendaraan yang memanfaatkan lahan 

parker, jumlah bibit perikanan/ pertanian/ peternakan/ 

kehutanan/ perkebunan, jumlah limbah yang diuji, jumlah 

kios/los/kaki lima, jumlah pemakaian/penggunaan sarana 

olah raga/gedung/gudang/lahan milik pemda, jumlah unit 

barang bekas milik pemerintah daerah yang dijual, jumlah 

uang yang ditempatkan pada bank tertentu dalam bentuk 

tabungan atau giro, jumlah modal yang disertakan atau 

diinvestasikan; 

b. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target 

rincian obyek yang direncanakan seperti unit, 

waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, 

ukuran isi dan sebagainya; 



 

 

c. Kolom 5 (tarif/harga) diisi dengan tarif pajak/retribusi 

atau harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya 

tingkat suku bunga, persentase bagian laba, atau harga 

atas penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan; 

d. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang 

direncanakan menurut kelompok, jenis, obyek, rincian 

obyek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian 

obyek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 

3 dengan kolom 5; 

8. Setelah Perubahan: 

a. Kolom 7 (volume) diisi dengan jumlah target dari rincian 

obyek pendapatan yang direncanakan, seperti jumlah 

kendaraan bermotor, jumlah liter bahan bakar kendaraan 

bermotor, jumlah tingkat hunian hotel, jumlah pengunjung 

restoran, jumlah kepala keluarga, jumlah pasien, jumlah 

pengunjung, jumlah kendaraan yang memanfaatkan lahan 

parker, jumlah bibit perikanan/ pertanian/ peternakan/ 

kehutanan/ perkebunan, jumlah limbah yang diuji, jumlah 

kios/los/kaki lima, jumlah pemakaian/penggunaan sarana 

olah raga/gedung/gudang/lahan milik pemda, jumlah unit 

barang bekas milik pemerintah daerah yang dijual, jumlah 

uang yang ditempatkan pada bank tertentu dalam bentuk 

tabungan atau giro, jumlah modal yang disertakan atau 

diinvestasikan; 

b. Kolom 8 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target 

rincian obyek yang direncanakan seperti unit, 

waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, 

ukuran isi dan sebagainya; 

c. Kolom 9 (tarif/harga) diisi dengan tarif pajak/retribusi 

atau harga/nilai satuan lainnya dapat berupa besarnya 

tingkat suku bunga, persentase bagian laba, atau harga 

atas penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan; 

d. Kolom 10 (jumlah) diisi dengan jumlah pendapatan yang 

direncanakan menurut kelompok, jenis, obyek, rincian 

obyek pendapatan. Jumlah pendapatan dari setiap rincian 

obyek yang dianggarkan merupakan hasil perkalian kolom 

7 dengan kolom 9; 

9. Kolom 11 (bertambah/berkurang) diisi dengan selisih antara 

jumlah pendapatan sebelum perubahan (kolom 6) dengan 

jumlah pendapatan setelah perubahan (kolom 10); 

10. Kolom 12 diisi dengan besaran persentase yaitu jumlah 

selisih pendapatan (kolom 11) dibagi dengan jumlah 

pendapatan sebelum perubahan (kolom 6) dikali 100 % (per 

seratus); 

11. Perubahan Rencana Pendapatan per triwulan diisi dengan 

jumlah pendapatan yang dapat dipungut atau diterima setiap 

triwulan selama tahun anggaran yang direncanakan; 

12. Pengisian setiap triwulan harus disesuaikan dengan rencana 

yang dapat dipungut atau diterima. Oleh karena itu tidak 

dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara 

membagi 4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun 

anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran 



 

 

pertriwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran 

kas dan mengendalikan likuiditas Kas Umum Daerah serta 

penerbitan SPD; 

13. Formulir DPPA SKPD 1 merupakan input data untuk 

menyusun formulir DPPA-SKPD; 

14. Nama tempat,tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan 

pembuatan formulir DPPA-SKPD 1; 

15. Formulir DPPA-SKPD 1 ditandatangani oleh Pejabat Pengelola 

keuangan Daerah dengan mencantumkan nama lengkap dan 

nomor induk pegawai; 

16. Formulir DPPA-SKPD 1 dapat diperbanyak sesuai dengan 

kebutuhan; 

17. Apabila formulir DPPA-SKPD 1 lebih dari satu halaman setiap 

halaman diberi nomor urut halaman. 

18. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah 

menandatangani formulir DPPA-SKPD 1 yang telah dibahas 

yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja 

Tidak Langsung SKPD (DPPA-SKPD 2.1) 

 

 
 

KABUPATEN WONOGIRI 

 

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

TAHUN ANGGARAN ………. 

 

 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 

 

NO DPA SKPD : x.xx xx 00 00 5 1 

 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
: X.XX ……………………………….……… 

ORGANISASI : X.XX.XX ………………………………….…… 

PENGGUNA 

ANGGARAN/ 
:  

KUASA 

PENGGUNA 
  

ANGGARAN   

NAMA : ………………………………..…………….………. 

NIP : ………………………………………………………. 

JABATAN : ………………………………………………………. 

 

 

 



 

 

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

NOMOR DPPA SKPD 

Formulir 

DPPA-SKPD 1 
x.xx xx 00 00 5 1 

Kabupaten Wonogiri 

Tahun Anggaran ….. 

Urusan Pemerintahan : x.xx …………………..   

Organisasi : x.xx.xx …………………..   

Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam 

perubahan APBD 

: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung 

BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso 

Kode Rekening Uraian 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 
Bertambah/ 

Berkurang 

Rincian Penghitungan 

Jumlah 

Rincian Penghitungan 

Jumlah (Rp) % 
Volume Satuan 

Harga 

Satuan 
Volume Satuan 

Harga 

Satuan 

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 7x9 11 = 10-6 12 

xx xx xx xx xx            

xx xx xx xx xx            

xx xx xx xx xx            

Jumlah      

Perubahan Rencana Penarikan Dana per Triwulan 

 

Triwulan I 

 

Rp. ………. 

   

 

 

……………, tanggal …….…….. 

Mengesahkan, 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

Triwulan II Rp. ……….   

Triwulan III Rp. ……….   

Triwulan IV Rp. ……….   

Jumlah Rp. ……….   

       

 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 

1.     

dst     



 

 

Keterangan: 

Formulir DPPA-SKPD 2.1 sebagai formulir untuk menyusun 

rencana pendapatan atau pengeluaran satuan kerja perangkat 

daerah dalamm perubahan APBD tahun anggaran yang 

direncanakan. Pengisian jenis belanja tidak langsung supaya 

mempedomani ketentuan Pasal 49 peraturan ini. Untuk 

memenuhi azas transparansi dan prinsip anggaran berdasarkan 

rencana pendapatan yang dianggarkan, pengisian rincian 

perhitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan 

ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum. 

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang 

direncanakan; 

2. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan daerah dan nama urusan pemerintahan 

daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi SKPD; 

3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan 

nama satuan kerja perangkat daerah; 

4. Kolom 1 kode rekening diisi dengan kode rekening kelompok, 

jenis, obyek, rincian obyek pendapatan satuan kerja 

perangkat daerah; 

5. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, 

obyek dan rincian obyek pendapatan; 

6. Sebelum Perubahan: 

a. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah 

orang/pegawai; 

b. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target 

rincian obyek yang direncanakan seperti 

hari/bulan/tahun; 

c. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat 

berupa standar gaji/tunjangan dan tambahan penghasilan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 

d. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara 

jumlah volume dan harga satuan. Setiap jumlah uraian 

rincian obyek dijumlahkan menjadi jumlah rincian obyek 

belanja. Setiap jumlah rincian obyek pada masing-masing 

obyek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek 

belanja berkenaan. Setiap obyek belanja pada masing-

masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi 

jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruhm jenis 

belanja merupakan jumlah kelompok belanja tidak 

langsung yang dituangkan dalam formulir DPPA-SKPD. 

7. Setelah Perubahan: 

a. Kolom 7 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah 

orang/pegawai; 

b. Kolom 8 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target 

rincian obyek yang direncanakan seperti 

hari/bulan/tahun; 

c. Kolom 9 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat 

berupa standar gaji/tunjangan dan tambahan penghasilan 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 

d. Kolom 10 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara 

jumlah volume dan harga satuan. Setiap jumlah uraian 



 

 

rincian obyek dijumlahkan menjadi jumlah rincian obyek 

belanja. Setiap jumlah rincian obyek pada masing-masing 

obyek belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek 

belanja berkenaan. Setiap obyek belanja pada masing-

masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi 

jumlah jenis belanja. Penjumlahan dari seluruhm jenis 

belanja merupakan jumlah kelompok belanja tidak 

langsung yang dituangkan dalam formulir DPPA-SKPD. 

8. Kolom 11 (bertambah/berkurang) diisi dengan selisih antara 

jumlah belanja tidak langsung sebelum perubahan (kolom 6) 

dengan jumlah pendapatan setelah perubahan (kolom 10); 

9. Kolom 12 diisi dengan besaran persentase yaitu jumlah 

selisih jumlah belanja tidak langsung (kolom 11) dibagi 

dengan jumlah belanja tidak langsung sebelum perubahan 

(kolom 6) dikali 100 % (per seratus); 

10. Rencana penarikan dana belanja tidak langsung setiap 

triwulan selama tahun anggaran yang direncanakan, diisi 

dengan jumlah yang disesuaikan dengan rencana kebutuhan. 

Oleh karena itu tidak dibenarkan pengisian jumlah setiap 

triwulan dengan cara membagi 4 dari jumlah yang 

direncanakan dalam satu tahun anggaran. Keakurasian data 

pelaksanaan anggaran pertriwulan sangat dibutuhkan untuk 

penyusunan anggaran kas dan mengendalikan likuiditas Kas 

Umum Daerah serta penerbitan SPD; 

11. Formulir DPPA-SKPD 2.1 merupakan input data untuk 

menyusun formulir DPPA-SKPD; 

12. Nama tempat,tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan 

pembuatan formulir DPPA-SKPD 2.1; 

13. Formulir DPPA-SKPD 2.1 ditandatangani oleh Pejabat 

Pengelola keuangan Daerah dengan mencantumkan nama 

lengkap dan nomor induk pegawai; 

14. Formulir DPPA-SKPD 2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan 

kebutuhan; 

15. Apabila formulir DPPA-SKPD 2.1 lebih dari satu halaman 

setiap halaman diberi nomor urut halaman. 

16. seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah 

menandatangani formulir DPPA-SKPD 2.1 yang telah dibahas 

yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Rekapitulasi Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut 

Program dan per Kegiatan SKPD (DPPA-SKPD 2.2) 

 

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

Formulir 

DPPA-SKPD 2.2 

Kabupaten Wonogiri 

Tahun Anggaran ….. 
 

Urusan 

pemerintahan 
: x.xx 

……..…

……….. 
 

Organisasi : x.xx.xx 
……..…

……….. 

Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Langsung  

Berdasarkan Program dan Kegiatan 

Kode 

Program/

Kegiatan 

Uraian 
Lokasi 

Kegiatan 

Target 

Kinerja 

(Kuanti

tatif) 

Sum 

ber 

Dana 

Jumlah (Rp) 
Bertambah/ 

(Berkurang) 

Sebelum 

Perubahan 

Setelah 

Perubahan 
(Rp) % 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9=8-

7 
10 

            

xx  
Program 

A 
         

  
Kegiatan 

…. 
         

 xx 
Kegiatan 

…. 
         

 xx dst ….          

            

xx  
Program 

B 
         

 xx 
Kegiatan 

…. 
         

 xx 
Kegiatan 

…. 
         

 xx dst ….          

            

xx  
Program 

…. 
         

 xx 
Kegiatan 

…. 
         

 xx 
Kegiatan 

…. 
         

 xx dst ….          

            

xx  dst ….          

 xx dst ….          

            

Jumlah       

     

 

………., tanggal ……….. 

 

Mengesahkan, 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

 

 



 

 

Keterangan: 

Formulir DPPA-SKPD 2.2 merupakan formulir rekapitulasi dari 

seluruh program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah 

yang dikutip dari setiap formulir DPPA-SKPD 2.2.1 

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang 

direncanakan; 

2. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan daerah dan nama urusan pemerintahan 

daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi SKPD; 

3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan 

nama satuan kerja perangkat daerah; 

4. Kolom 1 (kode program/kegiatan) diisi dengan kode angka 

program; 

5. Kolom 2 (kode program/kegiatan) diisi dengan kode angka 

kegiatan; 

6. Untuk kode angka program dan kegiatan tersebut pada 

angka 5 dan 6 sesuai dengan kebutuhan daerah; 

7. Kolom 3 (uraian) diisi dengan nama program yang diikuti 

selanjutnya dengan nama masing-masing kegiatan untuk 

mendukung terlaksananya program dimaksud; 

8. Kolom 4 (lokasi kegaitan) diisi dengan nama tempat atau 

lokasi dimaksud dapat berupa nama desa/kelurahan atau 

kecamatan; 

9. Kolom 5 (target kinerja) diisi dengan target kinerja program 

dan kegiatan yang akan dilaksanakan; 

10. Kolom 6 (sumber dana) diisi dengan jenis sumber dana (PAD, 

bagi hasil, DAU, DAK, lain-lain pendapatan yang sah) untuk 

mendanai pelaksanaan program dan kegiatan yang 

direncanakan. Catatan: untuk kolom ini diisi oleh tim 

anggaran pemerintah daerah, kecuali apabila pendanaan 

untuk program kegiatan tersebut sumber dananya sudah 

pasti, seperti DAK, pinjaman daerah, dana darurat, bantuan 

khusus yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

11. Kolom 7 (jumlah sebelum perubahan) diisi dengan jumlah 

belanja langsung sebelum perubahan menurut program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang 

direncanakan. Jumlah program merupakan penjumlahan 

penjumlahan dari seluruh jumlah kegiatan yang termasuk 

dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah setiap 

kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja 

untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiata; 

12. Kolom 8 (jumlah setelah perubahan) diisi dengan jumlah 

belanja langsung setelah perubahan menurut program dan 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun yang 

direncanakan. Jumlah program merupakan penjumlahan 

penjumlahan dari seluruh jumlah kegiatan yang termasuk 

dalam program dimaksud, sedangkan untuk jumlah setiap 

kegiatan merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja 

untuk mendukung pelaksanaan masing-masing kegiatan 

yang mengalami perubahan; 



 

 

13. Kolom 9 (bertambah/berkurang) diisi dengan jumlah selisih 

antara jumlah anggaran setelah perubahan dikurangi dengan 

jumlah anggaran sebelum perubahan; 

14. kolom 10 (persentase) diisi dengan persentase 

kenaikan/penurunan anggaran setelah perubahan dengan 

jumlah anggaran sebelum perubahan; 

15. Baris jumlah pada kolom 6, 7, 8, 9 dan 10 diisi dengan 

penjumlahan dari seluruh jumlah program yang tercantum 

dalammkolom 6, 7, 8, 9 dan 10; 

16. Formulir DPPA-SKPD 2.2 ditandatangani oleh Pejabat 

Pengelola keuangan Daerah dengan mencantumkan nama 

lengkap dan nomor induk pegawai; 

17. Formulir DPPA-SKPD 2.2 dapat diperbanyak sesuai dengan 

kebutuhan; 

18. Apabila formulir DPPA-SKPD 2.2 lebih dari satu halaman 

setiap halaman diberi nomor urut halaman. 

19. Nama tempat, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan 

pembuatan formulir DPPA-SKPD 2.2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan per 

Kegiatan SKPD (DPPA-SKPD 2.2.1) 

 

 
KABUPATEN WONOGIRI 

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

TAHUN ANGGARAN ………. 

 

BELANJA LANGSUNG 

 

NO DPA SKPD : x.xx xx 00 00 5 2 

 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 
: X.XX …………………………….….. 

ORGANISASI : X.XX.XX …………………………….….. 

PROGRAM : X.XX.XX.XX …………………………….….. 

KEGIATAN : X.XX.XX.XX.XX …………………………….….. 

LOKASI 

KEGIATAN 
: ………………………………………………..….……. 

SUMBER DANA : ………………………………………………..….……. 

JUMLAH 

ANGGARAN 
: Rp. ………………………………………………..….. 

TERBILANG (………………………………………………………….) 

PENGGUNA 

ANGGARAN/ 
:  

KUASA 

PENGGUNA 
  

ANGGARAN   

NAMA : …………………………………………………………. 

NIP : …………………………………………………………. 

JABATAN : …………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

NOMOR DPPA SKPD 

Formulir 

DPPA-SKPD 2.2.1 

x.xx xx 00 00 5 2 

Kabupaten Wonogiri 

Tahun Anggaran ….. 

Urusan Pemerintahan : x.xx ……………………… 

Organisasi : x.xx.xx ……………………... 

Program : x.xx.xx.xx …………………….. 

Kegiatan : x.xx.xx.xx.xx …………………….. 

Lokasi Kegiatan : ………………………………………… 

Latar belakang perubahan/dianggarkan 

dalam perubahan APBD 

: ………………………………………………………………………...………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Perubahan Indikator & tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung 

Indikator 
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 

Capaian Program     

Masukan     

Keluaran     

Hasil     

Kelompok Sasaran Kegiatan : ………. 

Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso 

Kode Rekening Uraian 

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan 
Bertambah/ 

Berkurang 

Rincian Penghitungan 
Jumlah 

Rincian Penghitungan 
Jumlah (Rp) % 

Volume Satuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan 



 

 

1 2 3 4 5 6=3x5 7 8 9 10 = 

7x9 

11 = 10-6 12 

xx xx xx xx xx            

Jumlah      

Perubahan Rencana Penarikan Dana per Triwulan 

 

Triwulan I 

 

Rp. ………. 

  

 

 

…..………, tanggal …………….…….. 

Mengesahkan, 

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NIP. 

Triwulan II Rp. ………. 

Triwulan III Rp. ………. 

Triwulan IV Rp. ……….   

Jumlah Rp. ………. 

    

Tim Anggaran Pemerintah Daerah: 

No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan 

1.     

dst     

 



 

 

Keterangan: 

Formulir DPPA-SKPD 2.2.1 digunakan untuk menyusun rencana 

belanja langsung dari setiap kegiatan yang diprogramkan. 

Dengan demikian apabila dalam 1 (satu) program terdapat 1 

(satu) atau lebih kegiatan maka setiap kegiatan dituangkan 

dalam formulir DPPA-SKPD 2.2.1 masing-masing; Pengisian jenis 

belanja tidak langsung supaya mempedomani ketentuan Pasal 

50peraturan ini. Untuk memenuhi azas transparansi dan prinsip 

anggaran berdasarkan rencana pendapatan yang dianggarkan, 

pengisian rincian perhitungan tidak diperkenankan 

mencantumkan satuan ukuran yang tidak terukur, seperti paket, 

pm, up, lumpsum. 

1. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang 

direncanakan; 

2. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan 

pemerintahan daerah dan nama urusan pemerintahan 

daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi SKPD; 

3. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan 

nama satuan kerja perangkat daerah. Kolom 1 (kode 

rekening) diisi dengan kode rekening kelompok, jenis, obyek, 

rincian obyek belanja langsung satuan kerja perangkat 

daerah; 

4. Baris kolom program diisi dengan kode program dan nama 

program dari kegiatan yang berkenaan. Program merupakan 

instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dilaksanakan atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk 

mencapai sasaran dan tujuan kegiatan yang ditetapkan 

untuk memperoleh alokasi anggaran; 

5. Baris kolom kegiatan diisi dengan kode kegiatan dan anama 

kegiatan yang akan dilaksanakan; 

6. Kegiatan merupakan tindakan yang akan dilaksanakan 

sesuai dengan program yang direncanakan untuk 

memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang diinginkan 

dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia; 

7. Baris latar belakang perubahan/dianggarkan pendapatan 

dalam perubahan APBD diisi dengan hal-hal yang 

menyebabkan terjadinya perubahan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan antara lain apabila terjadi 

perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum 

APBD, pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar 

kegiatan, antar jenis belanja, terjadi keadaan yang 

menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus 

digunakan untuk pembiayaan anggaran tahun anggaran 

berjalan serta keadaan darurat; 

8. Kolom tolok ukur kinerja diisi dengan tolok ukur kinerja dari 

setiap masukan dapat berupa jumlah dana, jumlah SDM, 

jumlah jam kerja, jumlah peralatan/teknologi yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran dalam tahun 

anggaran yang direncanakan. Tolok ukur kinerja dari setiap 

keluaran diisi dengan jumlah keluaran yang akan dihasilkan 

dalam tahun anggaran direncanakan. Tolok ukur kinerja 



 

 

hasil diisi dengan manfaat yang akan diterima pada mas yang 

akan datang; 

9. Kolom target kinerja diisi dengan tingkat prestasi kerja yang 

dapat diukur pencapaiannya atas capaian program, 

masukan, keluaran dan hasil yang ditetapkan dalam kolom 

tolok ukur kinerja; 

10. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening 

kelompok, jenis, obyek, rincian obyek belanja langsung 

satuan kerja perangkat daerah; 

11. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama kelompok, jenis, 

obyek dan rincian obyek belanja langsung; 

12. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah dapat berupa jumlah 

orang/pegawai dan barang; 

13. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target 

rincian obyek yang direncanakan seperti unit, 

waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran luas, 

ukuran isi dan sebagainya; 

14. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat 

berupa tarif, harga, tingkat suku bunga, nilai kurs; 

15. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara 

volume dengan harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian 

obyek dijumlahkan menjadi jumlah rincian obyek belanja. 

Setiap jumlah rincian obyek pada masing-masing obyek 

belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek belanja 

berkenaan. Setiap obyek belanja pada masing-masing jenis 

belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah jenis belanja. 

Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah 

kelompok belanja langsung yang dituangkan dalam formulir 

DPPA-SKPD 2.2.1; 

16. Rencana penarikan dana belanja langsung setiap triwulan 

selama tahun anggaran yang direncanakan, diisi dengan 

jumlah yang disesuiakan dengan rencana kebutuhan 

mendanai pelksanaan kegiatan. Oleh karena itu tidak 

dibenarkan pengisian jumlah setiap triwulan dengan cara 

membagi 4 dari jumlah yang direncanakan dalam satu tahun 

anggaran. Keakurasian data pelaksanaan anggaran 

pertriwulan sangat dibutuhkan untuk penyusunan anggaran 

kas dan mengendalikan likuiditas Kas Umum Daerah serta 

penerbitan SPD; 

17. Formulir DPPA-SKPD 2.2.1 merupakan input data untuk 

menyusun formulir DPPA-SKPD dan formulir DPPA-SKPD 

2.2; 

18. Formulir DPPA-SKPD 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan 

kebutuhan; 

19. Apabila formulir DPPA-SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman 

setiap halaman diberi nomor urut halaman. 

20. Nama tempat, tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan 

pembuatan formulir DPPA-SKPD 2.2.1; 

21. Formulir DPA-SKPD 2.2.1 ditandatangani oleh Pejabat 

Pengelola keuangan Daerah dengan mencantumkan nama 

lengkap dan nomor induk pegawai yang bersangkutan; 



 

 

22. Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir DPPA-

SKPD 2.2.1 oleh tim anggaran pemerintah daerah. Apabila 

terdapat catatan dari hasil pembahasan oleh tim anggaran 

pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian kepala 

satuan kerja perangkat daerah dicantumkan dalam kolom 

catatan hasil pembahasan; 

23. Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah 

menandatangani formulir DPPA-SKPD 2.2.1 yang telah 

dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan. 

 

VIII. AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

 

8. PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN. 

1. BLUD menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan 

sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan 

oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen 

bisnis yang sehat; 

2. Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan 

menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, 

biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana; 

3. Dalam hal tidak terdapat standar akuntansi BLUD menerapkan 

standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapatkan 

persetujuan dari Bupati Wonogiri; 

4. BLUD mengembangkan dan menerapkan system akuntansi 

dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku 

untuk BLUD RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten 

Wonogiri dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD; 

5. Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan 

keuangan berbasis akrual, Pemimpin BLUD menyusun 

kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi 

sesuai jenis layanannya; 

6. Kebijakan akuntansi BLUD digunakan sebagai dasar dalam 

pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, 

kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya; 

7. Laporan Keuangan BLUD terdiri dari: 

a. Neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai 

asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu; 

b. Laporan Operasional yang berisi informasi jumlah 

pendapatan dan biaya BLUD selama satu periode; 

c. Laporan Arus Kas yang menyajikan informasi kas berkaitan 

dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas 

pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan 

saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas 

selama periode tertentu; dan 

d. Catatan Atas Laporan Keuangan yang berisi penjelasan 

naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan 

keuangan. 

8. Laporan Keuangan disertai laporan kinerja yang berisikan 

informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD; 

9. Laporan keuangan diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 



 

 

10. Setiap triwulan BLUD-RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri menyusun dan menyampaikan laporan 

operasional dan laporan arus kas kepada PPKD, paling lambat 

15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir; 

11. Setiap semesteran dan tahunan BLUD-RSUD dr. Soediran 

Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri wajib menyusun dan 

menyampaikan laporan keuangan lengkap yang terdiri dari 

laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan catatan atas 

laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada PPKD untuk 

dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah 

daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan 

berkhir; 

12. Setiap triwulan BLUD-Unit kerja menyusun dan menyampaikan 

laporan operasional dan laporan arus kas kepada PPKD melalui 

Pemimpin BLUD, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah 

periode pelaporan berakhir; 

13. Setiap semesteran dan tahunan BLUD-Unit kerja wajib 

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan lengkap yang 

terdiri dari laporan operasional, neraca, laporan arus kas dan 

catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja kepada 

PPKD untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan 

BLUD-RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Kabupaten 

Wonogiri dan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan 

setelah periode pelaporan berkhir; 

14. Penyusunan laporan keuangan untuk kepentingan konsolidasi, 

dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Format laporan pendapatan dan laporan keuangan adalah sebagai 

berikut: 

 

9. Format Laporan Pendapatan BLUD 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

LAPORAN PENDAPATAN BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN 

SUMARSO  

TRIWULAN ………. TAHUN ….. 

 

N

O 
URAIAN 

ANGGA 

RAN  

DALAM  

DPA 

REALI

SASI 

S/D 

TRIWU

LAN 

LALU 

REALI

SASI 

TRIW

ULAN 

INI 

REALI

SASI 

S/D 

TRIWU

LAN 

INI 

LEBIH 

(KURA

NG) 

 Pendapatan 

BLUD 

     

 1. Jasa 

Layanan 

     

 2. Hibah      

 3. Hasil 

Kerjasama 

     

 4. Pendapatan 

Lain yang 

Sah 

     

 Jumlah      

 

 

 

Mengetahui: 

 ………, tanggal ………. 

Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah 

 

 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 Pemimpin BLUD RSUD 

dr. Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) 

 

PEMERITAH KABUPATEN WONOGIRI 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  

 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ) 

 

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. Soediran 

Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri Triwulan ….. Tahun …. ;. 

sebesar Rp. ………. (………………………), yang berasal dari 

pendapatan: Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan 

Pendapatan lain-lain yang sah, adalah tanggung jawab kami. 

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola 

berdasarkan system pengendalian intern yang memadai dalam 

kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar 

Akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran 

ada pada kami. 

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan 

pengesahan pengeluaran biaya BLUD RSUD dr. Soediran Mangun 

Sumarso Kabupaten Wonogiri. 

 

 

 

……..……, tanggal ……………... 

 

Pemimpin BLUD RSUD 

dr. Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11. Format Laporan Pengeluaran Biaya BLUD 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO  

TRIWULAN ………. TAHUN ….. 

 

N

O 
URAIAN 

ANGGA

RAN 

DALAM 

DPA 

REALI

SASI 

S/D 

TRIWU

LAN 

LALU 

REALI

SASI 

TRIWU

LAN 

INI 

REALI

SASI 

S/D 

TRIWU

LAN 

INI 

LEBIH 

(KURA

NG) 

A BIAYA 

OPERASIONAL 

     

 1. Biaya 

Pelayanan 

     

 a. Biaya 

Pegawai 

     

 b. Biaya Bahan      

 c. Biaya Jasa 

Pelayanan 

     

 d.  Biaya 

Pemeliharaan 

     

 e. Biaya Barang 

& Jasa 

     

 f. Biaya 

Pelayanan 

lain-lain 

     

 2. Biaya Umum & 

Administrasi 

     

 a. Biaya 

Pegawai 

     

 b. Biaya Adm 

Kantor 

     

 c. Biaya 

Pemeliharaa

n 

     

 d. Biaya Barang 

& Jasa 

     

 e. Biaya 

Promosi 

     

 f. Biaya Umum 

& Adm lain-

lain 

     

B BIAYA NON 

OPERASIONAL 

     

 1. Biaya Bunga      

 2. Biaya Adm 

Bank 

     

 3. Biaya Kerugian      



 

 

Penjualan Aset 

Tetap 

 4. Biaya Kerugian 

Penuruan Nilai 

     

 5. Biaya Non 

Operasional 

lain-lain 

     

JUMLAH      

 

 

 

Mengetahui: 

 ………, tanggal ………. 

Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah 

 

 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 Pemimpin BLUD RSUD 

dr. Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. Format Neraca 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

LAPORAN NERACA 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

(Sebelum Konversi) 

 

URAIAN 
TAHUN KENAIKAN/ 

PENURUNAN 
% 

20xx 20xx 

AKTIVA xxxx xxxx xxxx  

ASET LANCAR xxxx xxxx xxxx  

Kas xxxx xxxx xxxx  

Kas di bendahara Pengeluaran xxxx xxxx xxxx  

Kas di Bendahara Penerimaan xxxx xxxx xxxx  

Kas di bank xxxx xxxx xxxx  

Piutang xxxx xxxx xxxx  

Piutang Pajak xxxx xxxx xxxx  

Piutang Pelayanan xxxx xxxx xxxx  

- Jamkesmas xxxx xxxx xxxx  

- Askes xxxx xxxx xxxx  

- Jamkesda xxxx xxxx xxxx  

- SKTM xxxx xxxx xxxx  

Piutang Lain-lain xxxx xxxx xxxx  

Persediaan xxxx xxxx xxxx  

Persediaan ATK xxxx xxxx xxxx  

Persediaan Obat-obatan xxxx xxxx xxxx  

Bahan Medis Habis Pakai xxxx xxxx xxxx  

Bahan Logistik xxxx xxxx xxxx  

ASET TETAP xxxx xxxx xxxx  

Tanah xxxx xxxx xxxx  

Tanah xxxx xxxx xxxx  

Peralatan dan Mesin xxxx xxxx xxxx  

Alat-alat Berat xxxx xxxx xxxx  

Alat-alat Angkutan xxxx xxxx xxxx  

Alat bengkel xxxx xxxx xxxx  

Alat Pertanian dan Peternakan xxxx xxxx xxxx  

Alat-alat Kantor dan Rumah 

Tangga 
xxxx xxxx xxxx  

Alat Studio dan Alat Komunikasi xxxx xxxx xxxx  

Alat Ukur xxxx xxxx xxxx  

Alat-alat Kedokteran xxxx xxxx xxxx  

Alat Laboratorium xxxx xxxx xxxx  

Alat Keamanan xxxx xxxx xxxx  

Gedung dan Bangunan xxxx xxxx xxxx  

Bangunan Gedung xxxx xxxx xxxx  

Bangunan Monumen xxxx xxxx xxxx  

Jalan, Irigasi dan Jaringan xxxx xxxx xxxx  

Jalan dan jembatan xxxx xxxx xxxx  

bangunan Air (Irigasi) xxxx xxxx xxxx  

Instalasi xxxx xxxx xxxx  



 

 

Jaringan xxxx xxxx xxxx  

Aset Tetap Lainnya xxxx xxxx xxxx  

Buku dan Perpustakaan xxxx xxxx xxxx  

Barang Bercorak 

Kesenian/Kebud 
xxxx xxxx xxxx  

Hewan Ternak dan Tumbuhan xxxx xxxx xxxx  

Konstruksi Dalam Pengerjaan xxxx xxxx xxxx  

Konstruksi dalam pengerjaan xxxx xxxx xxxx  

ASET LAINNYA xxxx xxxx xxxx  

Tagihan Penjualan Angsuran xxxx xxxx xxxx  

Tagihan Tuntutan Ganti 

Kerugian Daerah 
xxxx xxxx xxxx  

Tagihan Daerah Lainnya xxxx xxxx xxxx  

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga xxxx xxxx xxxx  

Aset Tak berwujud xxxx xxxx xxxx  

Aset Lain-lain xxxx xxxx xxxx  

JUMLAH xxxx xxxx xxxx  

KEWAJIBAN xxxx xxxx xxxx  

Kewajiban Jangka Pendek xxxx xxxx xxxx  

Utang Perhitungan Pihak Ketiga xxxx xxxx xxxx  

Uang Muka dari Kas Daerah xxxx xxxx xxxx  

Pendapatan Diterima Dimuka xxxx xxxx xxxx  

Utang Jangka Pendek Lainnya xxxx xxxx xxxx  

EKUITAS DANA xxxx xxxx xxxx  

Ekuitas Dana Lancar xxxx xxxx xxxx  

Cadangan piutang xxxx xxxx xxxx  

Cadangan Persediaan xxxx xxxx xxxx  

Dana yang harus disediakan 

untuk pembayaran utang jangka 

pendek 

xxxx xxxx xxxx  

Ekuitas Dana Investasi xxxx xxxx xxxx  

Diinvestasikan dalam Aset Tetap xxxx xxxx xxxx  

Diinvestasikan dalam Aset 

Lainnya 
xxxx xxxx xxxx  

JUMLAH KEWAJIBAN DAN 

EKUITAS 
xxxx xxxx xxxx  

 

……….…, tanggal …………..…. 

 

Pemimpin BLUD RSUD 

dr. Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

LAPORAN NERACA 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

(Setelah Konversi) 

 

KETERANGAN JUMLAH 

ASET 

ASET LANCAR xxxx 

Kas dan Setara Kas xxxx 

Investasi Jangka Pendek xxxx 

Piutang Pelayanan xxxx 

Biaya Dibayar Dimuk xxxx 

Persediaan xxxx 

Total Aset Lancar xxxx 

  

ASET TETAP xxxx 

Tanah xxxx 

Gedung dan Bangunan xxxx 

Peralatan Medik xxxx 

Kendaraan dan Alat Angkut xxxx 

Peralatan & Perlengkapan xxxx 

Jalan, Irigasi dan Jaringan xxxx 

Harga Perolehan xxxx 

Akumulasi Penyusutan xxxx 

Nilai buku Aset Tetap xxxx 

JUMLAH ASET xxxx 

  

KEWAJIBAN DAN EKUITAS 

KEWAJIBAN xxxx 

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK xxxx 

Hutang Usaha  

Uang muka Pasien  

Beban Yang Masih Harus Dibayar  

Hutang Pajak xxxx 

Hutang Lainnya xxxx 

Total Kewajiban Jangka Pendek xxxx 

EKUITAS xxxx 

Ekuitas Awal xxxx 

Ekuitas APBD xxxx 

Ekuitas Donasi xxxx 

Surplus (defisit) th lalu xxxx 

Surplus (defisit) th berjalan xxxx 

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS xxxx 

 

 

………, tanggal ………. 

 

Pemimpin BLUD RSUD 

dr. Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 



 

 

13. Format Laporan Operasional 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

LAPORAN OPERASIONAL 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

 

NO URAIAN JUMLAH 

A PENDAPATAN Rp. xxxxx 

 Layanan Rawat Jalan Rp. xxxxx 

 Layanan Rawat Darurat Rp. xxxxx 

 Layanan Rawat Inap Rp. xxxxx 

 Pelayanan Medis Rp. xxxxx 

 Pelayanan Persalinan Rp. xxxxx 

 Pelayanan Penunjang Medik Rp. xxxxx 

 Pelayanan Rehabilitasi Medik Rp. xxxxx 

 Pelayanan Medik, Gigi dan Mulut Rp. xxxxx 

 Pelayanan Penunjang Non Medik Rp. xxxxx 

 Pelayanan Konsultasi Khusus dan Medikolegal Rp. xxxxx 

 Pelayanan Perawatan Jenasah Rp. xxxxx 

 Pelayanan Ambulance Rp. xxxxx 

 Pelayanan Kerja 

Praktek/Bimbingan/Penelitian 

Rp. xxxxx 

 Pelayanan Pengolahan Limbah Rp. xxxxx 

 Pendapatan Pelayanan Jamkesmas Rp. xxxxx 

 Penerimaan Askes PNS Rp. xxxxx 

 Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan Rp. xxxxx 

 Bunga bank pada Bank Penerima Rp. xxxxx 

 Pendapatan APBD Rp. xxxxx 

TOTAL PENDAPATAN (1) Rp. xxxxx 

B BEBAN Rp. xxxxx 

 Belanja Langsung Rp. xxxxx 

 Belanja Tidak Langsung Rp. xxxxx 

 Biaya Pelayanan BLUD Rp. xxxxx 

 Biaya Umum dan Administrasi Rp. xxxxx 

TOTAL BEBAN (2) Rp. xxxxx 

SURPLUS (DEFISIT) = (1) - (2) Rp. xxxxx 

 

………, tanggal ………. 

 

Pemimpin BLUD RSUD 

dr. Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 



 

 

14. Laporan Realisasi Anggaran 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

(sebelum konversi) 

 

NO URAIAN 

ANGGARAN 

TAHUN 

20xx 

REALISASI 

TAHUN 

20xx 

A PENDAPATAN  Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

 Pendapatan Asli Daerah Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

 Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah 

Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

 Pendapatan BLUD Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

 Pelayanan Kesehatan Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

JUMLAH PENDAPATAN (1) Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

B BELANJA Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

 Belanja Tidak langsung Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

 Belanja Pegawai Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

 Gaji dan Tunjangan PNS Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

 Tambahan Penghasilan PNS Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

 Belanja Langsung Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

 Program Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

 Program Pelayanan Administrasi 

perkantoran 

Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

 Program Pelayanan Kesehatan 

Penduduk Miskin 

Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

 Program Pengadaan, Peningkatan 

Sarana dan Prasarana RS/ RSJ/ 

RS Paru/ RS Mata 

Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

 Program Peningkatan Mutu 

Pelayanan BLUD 

Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

JUMLAH BELANJA (2) Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

Surplus (Defisit) = (1) – (2)  Rp. xxxxx 

    

 

 

………, tanggal ………. 

 

Pemimpin BLUD RSUD 

dr. Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 



 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

(setelah konversi) 

 

NO URAIAN 

ANGGARAN 

TAHUN 

20xx 

REALISASI 

TAHUN 

20xx 

A PENDAPATAN  Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

 Pendapatan Asli Daerah Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

 Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah 

Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

 Pendapatan BLUD Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

 Pelayanan Kesehatan Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

JUMLAH PENDAPATAN (1) Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

B BELANJA Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

 Belanja Operasi Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

 Belanja Barang dan Jasa Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

 Belanja Modal Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

JUMLAH BELANJA (2) Rp. xxxxx Rp. xxxxx 

Surplus (Defisit) = (1) – (2)  Rp. xxxxx 

    

 

 

………, tanggal ………. 

 

Pemimpin BLUD RSUD 

dr. Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. Laporan Arus Kas 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

LAPORAN ARUS KAS 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

 

NO URAIAN JUMLAH 

A Arus Kas dari Aktivitas Operasional   

 1. Arus Masuk:     

 Pendapatan Operasional Rp. xxxx  

 Hibah Rp. xxxx   

 Pendapatan Hasil Kerjasama  Rp. xxxx  

 Pendapatan dari APBD Rp. xxxx   

 Pendapatan APBN Rp. xxxx   

 Jumlah Arus Masuk Operasional  Rp. xxxx 

 2. Arus Keluar: Rp. xxxx  

 Biaya Pelayanan Rp. xxxx  

 Biaya Umum dan Administrasi Rp. xxxx  

 Biaya lain-lain Rp. xxxx  

 Deposito Rp. xxxx  

 Jumlah Biaya Operasional (A1+A2)  Rp. xxxx 

B Arus Kas Bersih Operasional (A.1 - 

A.2) 

 
Rp. xxxx 

C Arus Kas dari Aktivitas Investasi   

 1. Arus Masuk:     

 Penjualan aset tetap Rp. xxxx   

 Hasil investasi Rp. xxxx   

 Penjualan aset lainnya Rp. xxxx   

 Jumlah Arus Masuk Investasi  Rp. xxxx 

 2. Arus Keluar:    

 Perolehan aset tetap Rp. xxxx   

 Pembelian investasi Rp. xxxx   

 Perolehan aset lainnya Rp. xxxx   

 Jumlah Arus Keluar Investasi  Rp. xxxx 

D Arus Kas Bersih Investasi (C.1 - C.2)  Rp. xxxx 

E Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan   

 1. Arus Masuk:     

 Penerimaan Hibah Rp. xxxx   

 Penerimaan APBD Rp. xxxx   

 Penerimaan APBN Rp. xxxx   

 Penerimaan Pinjaman Rp. xxxx   

 Jumlah Arus Masuk Pendanaan  Rp. xxxx 

 2. Arus Keluar:    

 Pembayaran Pinjaman Rp. xxxx  

 Setoran Ke Pemda (Kasda) Rp. xxxx  

 Jumlah Arus Keluar Pendanaan  Rp. xxxx 

F Arus Kas Bersih Pendanaan (E.1 - 

E.2) 

 
Rp. xxxx 

G Kenaikan (Penurunan) Kas (B + D + F)  Rp. xxxx 

H Kas dan Setara Kas Awal  Rp. xxxx 

I Saldo Kas dan Setara kas ( G + H )  Rp. xxxx 



 

 

  

 

  

Catatan Untuk pengerjaan Laporan Arus kas 

 Gaji dan Tunjangan Rp. xxxx  

 Tambahan Penghasilan PNS Rp. xxxx  

 Honor Jasa Tenaga kerja Non Pegawai 

(honorer) 
Rp. xxxx 

 

 Pelayanan Kesehatan Penduduk miskin Rp. xxxx   

 Total dibelanjai APBD   

 

………, tanggal ………. 

 

Pemimpin BLUD RSUD 

dr. Soediran Mangun Sumarso  

Kabupaten Wonogiri 

 

Tanda Tangan 

 

 

(Nama Jelas) 

NIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16. Catatan Atas Laporan Keuangan 

 

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI 

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

BLUD RSUD dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

 

Bab I. Pendahuluan 

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

Bab II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator 

Pencapaian Target Kinerja BLUD  

2.1. Ekonomi Makro 

2.2. Kebijakan Keuangan 

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan  

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan  

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian 

Target yang telah ditetapkan. 

Bab IV. Kebijakan Akutansi. 

4.1. Entitas Pelaporan  

4.2. Basis Akutansi yang Mendasari Penyusunan Laporan 

Keuangan 

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan 

Keuangan 

4.3.1 Kas dan Bank 

4.3.2 Piutang 

4.3.3 Persediaan 

4.3.4 Investasi Jangka Panjang 

4.3.5 Aset Tetap 

4.3.6 Kewajiban 

4.3.7 Ekuitas Dana 

4.4. Penerapan Kebijakan Akutansi Berkaitan dengan 

Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah 

Bab V. Penjelasan Pos–Pos Laporan Keuangan 

Rincian dan Penjelasan Masing-Masing Pos Pelaporan Keuangan 

yang terdiri dari : 

5.1. Pendapatan 

5.2. Belanja 

5.3. Aset 

5.3.1. Kas dan Setara Kas 

5.3.2. Piutang Pelayanan 

5.3.3. Piutang Lainnya 

5.3.4. Persediaan 

5.3.5. Investasi Jangka Panjang 

5.3.6. Aktiva Tetap 

5.4. Kewajiban 

5.4.1. Beban yang Masih Harus Dibayar/Hutang Jangka 

Pendek 

5.4.2. Hutang Pajak 

5.4.3. Hutang Lainnya 

5.5. Ekuitas Dana 

5.5.1. Ekuitas Dana Lancar 



 

 

5.5.2. Ekuitas Dana Investasi 

5.5.3. Ekuitas Dana Cadangan 

5.5.4. Ekuitas Dana Untuk Dikonsolidasikan 

Bab VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan. 

Bab VII. Penutup. 

 

9. AKUNTANSI PENDAPATAN 

a. Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan 

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, 

tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima. 

b. Pendapatan diklasifikasikan menurut kode rekening yang telah 

ditentukan. 

c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto 

yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak 

mencatat jumlah netonya (setelah dikonpensasikan dengan 

pengeluaran). 

d. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak terulang (non-

recurring) atas penerimaan pendapatan dibukukan sebagai 

pengurang pendapatan pada periode yang sama. 

e. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak terulang (non 

recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada 

periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana 

lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian 

tersebut. 

f. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah 

berdasarkan nilai sekarang kas diterima. 

g. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing 

dikonversikan kemata uang rupiah berdasarkan nilai tukar 

(kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan. 

 

10. AKUNTANSI BELANJA 

a. Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas 

RSUD. 

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran 

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas 

pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi verifikasi. 

c. Belanja diklasifikasikan menurut kode rekening program, 

kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. 

d. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) 

yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan 

belanja. 

e. Pengukuran belanja menggunakan mata uang rupiah 

berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan. 

f. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke 

mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Bank 

Indonesia) pada saat pengakuan belanja. 

 

11. AKUNTANSI PEMBIAYAAN. 

a. Akuntansi pembiayaan/penerimaan pembeayaan diakui pada 

saat diterima pada rekening kas RSUD. 

b. Akuntansi pembeayaan dilaksanakan berdasarkan ketentuan 

yang berlaku. 



 

 

 

12. AKUNTANSI ASET 

Kebijakan akuntansi aset diselenggarakan sebagaimana yang 

berlaku : 

1. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka 

panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. 

2. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman 

investasinya, yaitu permanen dan non permanen. Investasi 

permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan 

untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi non 

permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan 

untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. 

3. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan 

nilai nominal uang. 

4. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan 

jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembeayaan yang 

telah diakui dalam periode berjalan. 

5. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya 

dan/atau penguasaannya berpindah. 

6. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan 

hasil inventarisasi fisik. 

7. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki 

kegiatan swakelola dan dibebankan kesuatu perkiraan aset 

untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai 

persediaan. 

8. Investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas RSUD 

dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam realisasi belanja. 

9. Persediaan disajikan sebesar beaya perolehan apabila diperoleh 

dengan pembelian, beaya standard apabila diperoleh dengan 

memproduksi sendiri, dan nilai wajar apabila diperoleh dengan 

cara lainnya seprti donasi/rampasan. 

10. Beaya perolehan meliputi harga pembelian, beaya 

pengangkutan, beaya penanganan dan beaya lainnya yang 

secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan, 

potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi 

pembeayan. 

11. Beaya standard meliputi beaya langsung yang terkait dengan 

persediaan yang diproduksi dan beaya tidak langsung yang 

dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran 

yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan 

anggaran. 

12. Investasi jangka panjang dalam bentuk surat berharga dicatat 

sebesar beaya perolehan. Beaya perolehan investasi meliputi 

harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara 

jual beli, jasa bank dan beaya lainnya yang timbul dalam 

rangka perolehan tersebut. 

13. Apabila investasi diperoleh tanpa beaya perolehan, maka 

investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal 

perolehan yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai 

wajar, beaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai 

wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi 

tersebut. 



 

 

14. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham dicatat 

sebesar nilai nominal investasi. 

15. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui 

sebagai pengeluaran pembayaran. 

16. Investasi jangka panjang diakui pada akhir periode akuntansi 

berdasarkan harga perolehan yaitu jumlah kas yang 

dikeluarkan atau akan dikeluarkan dalam rangka memperoleh 

kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. 

17. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya 

penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar beaya 

perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri 

ditambah beaya lain yang timbul dalam rangka memperoleh 

investasi tersebut. 

18. Investasi non permanen misalnya bentuk pembelian obligasi 

jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk 

dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. 

Sedangkan investasi dalam bentuk dana cadangan talangan 

untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan 

sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi. 

19. Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal 

dikegiatan pembangunan pemerintah dinilai sebesar beaya 

pembangunan termasuk beaya yang dikeluarkan untuk 

perencanaan dan beaya lain yang dikeluarkan dalam rangka 

penyelesaian kegiatan sampai kegiatan tersebut diserahkan 

kepada pihak ketiga. 

20. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran 

aset, maka nilai investasi yang diperoleh adalah sebesar beaya 

perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga 

perolehannya tidak ada. 

21. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat 

atau fungsi dalam aktifitas operasi entitas, yang terdiri atas 

tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, 

irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan kontruksi dalam 

pengerjaan. 

22. Aset tetap adalah aset berwujud dengan kriteria : 

1) Mempunyai nilai menambah volume manfaat lebih dari 12 

(dua belas) bulan; 

2) Beaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 

3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal 

entitas; dan 

4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

23. Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak 

dikapitalisasi. 

24. Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi 

apabila memenuhi salah satu kriteria menambah volume, 

menambah kapasitas, meningkatkan fungsi, meningkatkan 

efisiensi dan/atau menambah masa manfaat. 

25. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada 

akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah belanja modal 

yang telah diakui dalam periode berjalan. 



 

 

26. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode 

berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak 

kepemilikannya berpindah. 

27. Aset tetap dinilai dengan beaya perolehan, apabila penilaian 

aset tetap dengan menggunakan beaya perolehan tidak 

memungkinkan maka aset tetap didasarkan pada nilai wajar 

pada saat perolehan. 

28. Beaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau 

kontruksinya, termasuk beaya impor dan setiap beaya yang 

dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset 

tersebut kekondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja 

untuk penggunaan yang dimaksudkan. 

29. Jika penyelesaian pekerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau 

melewati suatu periode anggaran, maka aset tetap yang belum 

selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai kontruksi 

dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap 

dipakai. 

30. Kontruksi dalam pengerjaan yang sudah selesai dan siap 

dipakai direklasifikasikan kedalam aset tetap. 

31. Pertukaran aset tetap atau sebagian aset tetap yang tidak wajar 

aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset 

yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau 

setara kas yang ditransfer/diserahkan. 

32. Pertukaran aset tetap yang serupa, memiliki manfaat yang 

serupa dan memiliki nilai wajar yang sama, beaya aset tetap 

baru yang diperoleh diakui dan dicatat sebesar nilai tercatat 

(Carrying amount) atas aset yang dilepas. 

33. Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam 

pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematikanya sesuai 

dengan masa manfaatnya. 

34. Penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan 

penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. 

35. Penyusutan akan dilaksanakan setelah tersediaanya data 

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari 

suatu aset tetap. 

36. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi 

berdasarkan jumlah pembeayaan yang berupa penerimaan 

transfer dan dana cadangan atau jumlah pembeayaan yang 

berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan. 

 

13. AKUNTANSI PEMBIAYAAN. 

a. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau 

pada saat kewajiban timbul. 

b. Kewajiban perhitungan pihak ketiga (PFK) diakui pada 

akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan 

dibayarkan atau yang berupa penerimaan atau pembayaran 

kewajiban PFK yang telah diakui dalam periode berjalan. 

c. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai 

penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas 

yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan 

kewajiban tersebut. 



 

 

d. Kewajiban dicatat sebesar nilai normal. Kewajiban yang diukur 

dalam mata uang asing dikonversikan kemata uang rupiah 

berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada 

tanggal transaksi. 

 

14. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS DANA. 

a. Ekuitas dana lancar diakui pada saat dana akhir periode 

akuntansi berdasarkan selisih antara nilai aset lancar dengan 

jumlah nilai kewajiban lancar. 

b. Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi 

berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam 

priode berjalan. 

 

15. KOREKSI KESALAHAN. 

a. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode 

berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun tidak, 

dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan. 

b. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada 

periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, 

apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, 

dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan atau 

akun belanja dari periode yang bersangkutan. 

c. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga 

mengakibatkan penerimaan belanja) yang tidak berulang yang 

terjadi pada periode-periode sebelumnya, dan mempengaruhi 

posisi kas, serta mempengaruhi secara material posisi aset 

selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah 

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun 

pendapatan lain-lain, akun aset serta akun ekuitas dana yang 

terkait. 

d. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga 

mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak 

berulang yang terjadi pada periode periode sebelumnya, dan 

mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara 

material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan 

periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan 

pembetulan pada akun pendapatan lain-lain. 

e. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak 

berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan 

mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan pada 

periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan 

pembetulan pada akun ekuitas dana lancar. 

f. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada 

periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi 

kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan 

diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos setelah 

laporan keuangan diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan 

pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. 

g. Kesalahan periode sebelumnya harus diungkapkan serta 

dijelaskan alasannya dalam penyajian laporan keuangan. 



 

 

h. Koreksi atas kesalahan yang terjadi dalam periode akuntansi 

sebelumnya tidak memerlukan penyajian kembali laporan 

keuangan periode akuntansi yang bersangkutan. 

 

16. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI. 

Perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila 

penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan 

oleh peraturan perundang-undangan atau standard akuntansi 

keuangan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa 

perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan 

lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas. 

 

IX. SISTEM AKUNTANSI. 

 

A. SISTEM AKUNTANSI PADA RSUD. 

1. Prosedur Akuntansi Peneriman Kas. 

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada RSUD meliputi 

serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, 

peringkasan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan 

dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD terhadap : 

a. Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi penerimaan kas 

pada BLUD adalah : 

1) Bendahara Penerimaan; 

2) Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD (PPK-RSUD); 

3) Bank yang ditunjuk; 

4) Ka. Sub. Bag. Perbendaharan. 

b. Dokumen yang digunakan. 

Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi 

penerimaan kas pada RSUD, terdiri dari : 

1) Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti penerimaan lainnya yang 

dipersamakan, merupakan dokumen yang dibuat oleh 

bendahara penerimaan, bendahara pembantu penerimaan 

dan/atau pihak ketiga yang dipergunakan untuk menyetor 

penerimaan pendapatan, pengembalian belanja, dan 

pengembalian sisa dana uang persediaan ke rekening kas 

RSUD pada Bank yang ditunjuk. 

2) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP), merupakan dokumen 

yang dibuat oleh bendahara penerimaan atau bendahara 

penerimaan pembantu sebagai tanda bukti yang diberikan 

kepada wajib bayar atas transaksi penerimaan RSUD; 

3) Rekapitulasi Peneriman Harian (RPH), merupakan dokumen 

yang dibuat bendahara penerimaan dan bendahara 

penerimaan pembantu untuk meringkas terhadap penerimaan 

RSUD yang bukti penerimaannya berupa karcis/strook; 

4) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Ganti Uang (GU), dan 

Langsung (LS), merupakan dokumen yang diterbitkan oleh 

Direktur RSUD yang telah ditranfer oleh Kas BLUD untuk 

pencairan uang pada Bank yang ditunjuk yang merupakan 

bukti pengeluaran kas. 

c. Catatan yang digunakan 



 

 

1) Buku Jurnal Penerimaan Kas, digunakan untuk mencatat dan 

menggolongkan semua transaksi atau kejadian penerimaan 

pendapatan, pengembalian belanja, dan pengembalian sisa 

dana uang persediaan dan penerimaan penyediaan dana 

untuk pengeluaran kas RSUD. Pencatatan buku jurnal 

berdasar Surat Tanda Setoran dan SP2D. 

2) Buku Besar, digunakan untuk memposting semua transaksi 

dalam rekening tertentu yang telah dicatat dalam buku jurnal. 

3) Buku besar Pembatu, digunakan untuk mencatat rincian obyek 

yang telah dicatat dalam buku jurnal berdasar dokumen 

transaksi atau kejadian penerimaan kas. 

d. Uraian Prosedur. 

1) PPK-RSUD memcatat STS yang diterima dari bendahara 

penerimaan dan SP2D yang diterima dari bendahara 

pengeluaran berdasar urutan tanggal dan nomor bukti 

STS/SP2D ke dalam buku jurnal penerimaan kas. 

2) Buku jurnal selanjutnya diposting (dipindah dan dicatat) ke 

dalam buku besar sesuai dengan kode rekening berkenaan. 

3) Buku besar ditutup setiap akhir bulan, jumlah debet dan 

kredit dipindahkan pada bulan berikutnya. 

4) Saldo (selisih debet dan kredit) akhir tahun, buku besar 

masing-masing kode rekening obyek dipindahkan menjadi 

saldo awal tahun berikutnya. 

5) Buku besar dipergunakan sebagai dasar penyusunan laporan 

keuangan RSUD. 

6) PPK-RSUD juga mencatat rincian obyek yang telah dicatat 

dalam buku jurnal ke dalam buku besar pembantu 

berdasarkan STS. 

7) Buku besar pembantu ditutup satiap akhir bulan, jumlah 

debet dan kredit dipindahkan pada bulan berikutnya. 

8) Saldo (selisih debet dan kredit) akhir tahun buku besar 

pembantu masing-masing kode rekening rincian obyek 

dipindahkan menjadi saldo awal tahun berikutnya. 

Selanjutnya total setiap periode dipergunakan sebagai uji 

silang terhadap buku besar. 

9) RSUD setiap 3 (tiga) bulan sekali membuat dan mengirimkan 

laporan penerimaan kas dari bendahara penerimaan RSUD 

kepada PPKD untuk pengesahan selambat-lambatnya tanggal 

10 bulan berikutnya. 

 

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas RSUD. 

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada RSUD meliputi 

serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, 

peringkasan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan 

dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran RSUD yang dapat dilakukan secara manual 

atau menggunakan aplikasi komputer. 

a. Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas 

pada RSUD adalah : 

1) Bendahara Pengeluaran; 

2) Pejabat Penatausahaan Keuangan RSUD (PPK-RSUD); 

3) Bank yang ditunjuk; 



 

 

4) Ka Sub Bag Perbendaharan. 

b. Dokumen yang digunakan. 

Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi 

pengeluaran kas pada BLUD, terdiri dari : 

1) Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti penerimaan lainnya yang 

dipersamakan, merupakan dokumen yang dibuat oleh 

bendahara penerimaan, bendahara pembantu penerimaan 

dan/atau pihak ketiga yang dipergunakan untuk menyetor 

penerimaan pendapatan, pengembalian belanja, dan 

pengembalian sisa dana uang persediaan ke rekening kas  

RSUD pada Bank yang ditunjuk. 

2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS), merupakan dokumen 

yang diterbitkan olehDirekktur  RSUD untuk mencairkan uang 

pada Bank yang ditunjuk yang merupakan bukti penerimaan 

dan pengeluaran kas RSUD. 

3) Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), merupakan 

dokumen yang dibuat oleh PPK-RSUD (fungsi verifikasi) atas 

pengesahan surat pertanggungjawaban belanja dari bendahara 

pengeluaran. 

c. Catatan yang digunakan 

Catatan yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran 

kas pada RSUD terdiri atas : 

Buku Jurnal Pengeluaran Kas, digunakan untuk mencatat dan 

menggolongkan penyetoran penerimaan PAD, pengembalian 

belanja, dan pengembalian sisa dana uang persediaan ke 

rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk SP2D-LS 

dan Pengesahan SPJ. 

1) Buku Jurnal selanjutnya diposting (dipindah dan dicatat) ke 

dalam buku besar sesuai dengan kode rekening berkenaan. 

2) Buku Besar, digunakan untuk memposting semua transaksi 

dalam rekening tertentu yang telah dicatat dalam buku jurnal. 

3) Buku besar Pembantu, digunakan untuk mencatat rincian 

obyek yang telah dicatat dalam buku jurnal berdasar dokumen 

transaksi atau kejadian pengeluaran kas. 

3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap/Barang Milik Daerah. 

Prosedur akuntansi aset tetap pada RSUD meliputi serangkian 

proses mulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan sampai 

dengan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, 

rehabilitasi, perubahan klasifikasi terhadap aset tetap yang 

dikuasai/digunakanRSUD, yang dapat dilakukan secara manual 

atau menggunakan aplikasi komputer. 

a. Fungsi yang terkait. 

Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi aset tetap pada 

SKPD adalah fungsi akuntansi pada pejabat penatausahaan 

keuangan RSUD (PPK-RSUD) dan bagian umum RSUD. 

b. Dokumen yang digunakan. 

Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset tetap 

pada RSUD adalah Bukti Memorial, yang merupakan dokumen 

untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian yang berhubungan 

dengan aset tetap. 

c. Catatan yang digunakan. 



 

 

Catatan yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset tetap 

pada RSUD terdiri dari : 

1) Buku Jurnal Umum, digunakan untuk mencatat dan 

menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang tidak 

dicatat dalam jurnal penerimaan kas maupun jurnal. 

2) Buku Besar, digunakan untuk memposting semua transaksi 

dalam rekening berkenaan yang telah dicatat dalam buku 

jurnal umum. 

3) Buku Besar pembantu, digunakan untuk mencatat rincian 

obyek yang telah dicatat dalam buku jurnal. 

d. Uraian Prosedur. 

1) PPK-RSUD membuat bukti memorial atas transaksi atau 

kejadian yang berhubungan dengan aset tetap. 

2) PPK-RSUD mencatat bukti memorial dalam buku jurnal 

umum. 

3) Buku Jurnal Umum selanjutnya diposting kedalam buku 

besar sesuai dengan kode rekening berkenaan. 

4) Buku besar ditutup setiap akhir bulan, jumlah debet dan 

kredit dipindahkan pada bulan berikutnya. 

5) Saldo (selisih debet dan kredit) akhir tahun buku besar 

masing-masing kode rekening obyek dipindahkan menjadi 

saldo awal tahun berikutnya. 

6) Buku besar dipergunakan sebagai dasar penyusunan laporan 

keuangan RSUD 

7) PPK-BLUD juga mencatat rincian obyek yang telah dicatat 

dalam buku jurnal ke dalam buku besar pembantu berdasar 

bukti memorial. 

8) Buku besar pembantu ditutup setiap akhir bulan, jumlah 

debet dan kredit dipindahkan pada awal tahun berikutnya. 

9) Saldo (selisih debet dan kredit) akhir tahun buku besar 

pembantu masing-masing kode rekening rincian obyek 

dipindahkan menjadi saldo awal tahun berikutnya, 

selanjutnya total setiap periode dipergunakan sebagai uji 

silang terhadap total buku besar. 

4. Prosedur Akuntansi selain Kas RSUD 

Prosedur akuntansi selain kas pada RSUD meliputi serangkaian 

proses mulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan sampai 

dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua 

transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara 

manual atau menggunakan aplikasi komputer. 

a. Fungsi yang terkait. 

Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi selain kas pada 

RSUD adalah fungsi akuntansi pada Pejabat Penatausahaan 

Keuangan RSUD (PPK-RSUD). 

b. Dokumen yang digunakan. 

Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas 

RSUD, adalah bukti memorial, yang merupakan dokumen untuk 

mencatat transaksi dan/atau kejadian selain kas. 

c. Catatan yang digunakan. 

Catatan yang digunakan dalam prosedur akuntansi selian kas 

RSUD terdiri atas : 



 

 

1) Buku Jurnal Umum, digunakan untuk mencatat dan 

menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang tidak 

dicatat dalam jurnal penerimaan kas maupun jurnal 

pengeluaran kas. 

2) Buku Besar, digunakan untuk memposting semua transaksi 

dalam rekening tertentu yang telah dicatat dalam buku jurnal 

umum. 

3) Buku Besar pembantu, digunakan untuk mencatat rincian 

obyek yang telah dicatat dalam buku jurnal. 

d. Uraian Prosedur 

1) PPK-RSUD membuat bukti memorial atas transaksi atau 

kejadian selain kas antara lain ; 

a) Koreksi kesalahan pencatatan; 

b) Penerimaan donasi selain kas; 

c) Pelepasan hak atas aktiva tetap tanpa konsekuensi kas; 

d) Penerimaan aktiva tanpa konsekuensi kas. 

2) PPK-RSUD mencatat bukti memorial dalam buku jurnal 

umum; 

3) Buku Jurnal Umum selanjutya diposting ke dalam buku besar 

sesuai dengan kode rekening berkenaan. 

4) Buku besar ditutup setiap akhir bulan, jumlah debet dan 

kredit dipindahkan pada bulan berikutnya. 

5) Saldo (selisih debet dan kredit) akhir tahun buku besar 

masing-masing kode rekening obyek dipindahkan menjadi 

saldo awal tahun berikutnya. 

6) Buku besar dipergunakan sebagai dasar penyusunan laporan 

keuangan RSUD. 

7) PPK-RSUD juga mencatat rincian obyek yang telah dicatat 

dalam buku jurnal ke dalam buku besar pembantu berdasar 

bukti memorial. 

8) Buku besar pembantu ditutup setiap akhir bulan, jumlah 

debet dan kredit dipindahkan pada awal tahun berikutnya. 

9) Saldo (selisih debet dan kredit) akhir tahun buku besar 

pembantu masing-masing kode rekening rincian obyek 

dipindahkan menjadi saldo awal tahun berikutnya, 

selanjutnya total setiap periode dipergunakan sebagai uji 

silang terhadap total buku besar. 

 

 

X. PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  RSUD. 

 

A. LAPORAN REALISASI TRIWULAN PERTAMA. 

1. PPK-RSUD menyiapkan Laporan Realisasi Triwulan Pertama 

anggaran pendapatan dan belanja RSUD disertai dengan Prognosis 

untuk 3 (tiga) bulan berikutnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja 

setelah triwulan pertama tahun anggaran berkenaan berakhir, 

disampaikan kepada Direktur RSUD untuk ditetapkan sebagai 

Laporan Realisasi Triwulan pertama anggaran pendapatan dan 

belanja RSUD. 

2. Direktur RSUD menyampaikan laporan realisasi triwulan pertama 

kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi triwulan 

pertama anggaran RSUD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja 



 

 

setelah triwulan pertama tahun anggaran berkenaan berakhir, 

dengan tembusan kepada DPPKAD Kabupaten Wonogiri. 

3. Laporan realisasi triwulan pertama RSUD dan prognosis untuk 3 

(tiga) bulan berikutnya disampaikan kepada Bupati paling lambat 

minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk 

ditetapkan sebagai laporan realisasi triwulan pertama APBD dan 

prognosis untuk 3 (tiga) bulan berikutnya. 

 

B. LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA  

1. PPK–RSUD menyiapkan Laporan Keuangan Semester pertama 

anggaran dan pendapatan setelah semester pertama anggaran 

tahun anggaran berakhir, disampaikan kepada Direktur RSUD 

untuk ditetapkan sebagai laporan keuangan semester pertama 

anggaran pendapatan dan belanja RSUD. 

2. Direktur RSUD menyampaikan laporan realisasi semester pertama 

kepada Bupati sebagai dasar penyusunan laporan realisasi 

semester pertama anggaran RSUD paling lambat 10 (sepuluh) hari 

kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan 

berakhir, dengan tembusan kepada DPPKAD Kabupaten Wonogiri. 

 

C. LAPORAN TAHUNAN. 

1. PPK menyusun laporan keuangan RSUD tahun anggaran 

berkenaan dan disampaikan kepada Direktur RSUD untuk 

ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 

anggaran RSUD. 

2. Direktur RSUD menyampaikan laporan keuangan RSUD kepada 

Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun 

anggaran berakhir. 

3. Laporan Keuangan RSUD terdiri dari : 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca; 

c. Catatan atas Laporan Keuangan. 

 

XI. PENGENDALIAN 

Pengendalian dimaksudkan untuk mendorong agar pelaksanaan kegiatan 

sesuai perencanaan yang telah ditetapkan sehingga tepat waktu, tepat 

mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan tepat manfaat. 

 

C. PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BLUD. 

1. Pengendalian Anggaran RSUD : 

a. Pengendalian Kabupaten. 

Pengendalian anggaran RSUD mengacu pada Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Wonogiri. 

b. Pengendalian Intern 

Pengendalian intern dilaksanakan secara berkala oleh Direktur 

RSUD 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan 

Pengendalian dilaksanakan dengan cara penelitian administrasi, 

pemantauan fisik/lapangan, penyelenggaraan rapat koordinasi 

pengendalian, evaluasi dan pelaporan. 

a. Penelitian Administrasi. 

Penelitian administrasi dilakukan terhadap proses administrasi 

kegiatan termasuk pelaporan perkembangan pelaksanaan 

kegiatan. 

b. Pemantauan fisik lapangan; 

3. Pengendalian Pendapatan. 

Pengendalian pendapatan dilaksanakan dengan cara penelitian 

administrasi, pemantauan fisik lapangan, penyelenggaraan rapat 

koodinasi pengendalian, evaluasi dan pelaporan. 

a. Penelitian administrasi 

Penelitian admnistrasi dilakukan terhadap proses administrasi 

dan pelaporan realisasi pendapatan. 

b. Pemantauan Fisik/Lapangan. 

 

D. PENGADAAN BARANG/JASA 

a. Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya bersumber dari 

APBD dan APBN dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku 

bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. 

b. Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari pendapatan RSUD dr 

Soediran Mangun Sumarso Kabupaten Wonogiri dilaksanakan 

dengan ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah kecuali 

ditentukan lain dengan peraturan Direktur atas persetujuan Bupati 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, dan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah yaitu Badan Layanan Umum Daerah yang berstatus penuh 

dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau 

seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan 

barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas 

dan/atau efisiensi. Yang dimaksud fleksibilitas berupa pembebasan 

sebagian atau seluruhnya adalah pengadaan barang dan/atau jasa 

yang dipergunakan untuk operasional dan mendukung operasional 

Rumah Sakit Umum Daerah dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XII. PENUTUP 

Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum 

Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr Soediran Mangun Sumarso 

Kabupaten Wonogiri disusun sebagai Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan 

Keuangan rumah sakit dengan tidak meninggalkan ketentuan diatasnya 

sehingga terwujud tertib adminitrasi, sasaran dan akuntabel. 

 

 

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

dr. SOEDIRAN MANGUN SUMARSO 

KABUPATEN WONOGIRI 

 

 

 

 

SETYARINI 

 

 


